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A. BIDANG KEPELABUHANAN
1. 1ZIN USAHA
Perizinan ;
Berusaha “,‘I""I'W‘ ";’":"" Wake | Biaya | Peiobat Yang asa Waktu
No Yeng, et | iHonmatatu | %P | Bestati Persynratan (R;’J Verifikasi Checklist Verifikasi Pengimvasan Tatu Cara Pengajuan
Dilaksanakan o = Persyaratan /Evaluasi
" eni
Melalui Oss*
T [ Tan Tombaga Kepala Sesuai | Selama | Izn Pelabuhan Umum dﬂnkumnknn TFengevaluasi =
Pelabuhan 0ss Lembaga Denga | Badan dengan tahapan rayaratan Lzin
Umum: 0ss an |n Usaba | pememien  Eomitmen  scbaga Kepelabuhan
Menteri Sistem | menjala | berikut: an 1. elaks Usaha yang teloh mendapetken [zin
Perhubung | 0SS an Rp.1.500 | Persyaratan: 30 Hari 5 lima) hari lobuhan  Umum  melalui 0SS
an usaha  }.1. Akta Badan Usaha Pelabuhan .000 Min,  Gol kerja dokumen
dan/ata (Satu m/a Dengan Komitmen kepada Kementerian
u Persyaratan: Juta Dengan Perhubungan.
kegiatan | Akta Perusshasn Yang Didirikan | Lima dan tahapan: 2.Kasi Jasa dan Tarif Pelsbuhan meneliti
nya Kuusus di bidang Kepelabuhanan | Ratus Knsi  Josa | a. Paling kebenaran dokumen persyaratan.
ngan lingkup kegiatan usaha yang | Ribu don  Tarif | lama20 | a Verifikasi 3. Kasubdit Pelnbuhan Pelayanan Jasa dan
terconfum dalam akta sesuni Pasal | Rupish) | Pelabuhan hari kerja awal 1 hari Usaha  Pelabuhan  serta  Bimbingan
90 UU 17 Tahun 2008 dan Pasal 69 | atau pelaku b. Verifikasi Pengushaan  memeriksa  dokumen
ayat (1) PP 61 Tshun 2000 tentang | sesuai dan usaha tahap kedua persyaratan
Kepelab . yang  hanya | dengan menyerah {apabiln adn 4. Dircktur  Kepelabuhanan  menyetujui
mencantumkan kegiatan ussha jasa | ketentua | Kasubdit kan perbaikan) Penetspan  Pemenuban  komitmen  Akta
kepelabuhanan yaitu: n  yang | Pelayanan sesuai paling lama Badan Usaha Pelabuhan;
a. penyedinan dan/atau pelayanan | mengatu | Jasa  dan | komitmen 1 hari 5.Bogian TU Dit Kepelabuhanan memberi
jasa dermaga untuk bertambat; « tentang | Usaha b. Dilakukan | c. Penetapan nomor Penetapan Pemenuhan komitmen
b. penyediann dan/ atmu pelayanan P Pelabuhan werifikasi Pemenuhan Akta Badan Usaha Pelabuhan dan
pengisian bahan bakar dan serta Komitmen menginformasikan kepada pelaku usaha
pelayanan air bersih; Bimbingan pertama, paling lama untuk membayar PNEP  (menerbitkan
o pafgedians daf st pelayanan Pengusahaa dengan 3 hari Billing PNEP);
fasilitas naik turun penumpang ndan dibulktika 6.Sctclab pembayaran  PNBP telah
| danj atan kendaram; n hasil i, Bagian TU Dit
dan/ atau pelayanan dan perbaikan notifikasi
Perizinan Lembaga Pejabat .
Berusaha g Yo waktu |y Biaya | Peiobat Yang Masa Waktu
No Yang e |t | P | gretc Persyaratan =i Verifikasi Checklist Verifikasi Pengawasan Tata Cara Pengsjuan
Dilaksanakan : ; Persyaratan /Evaluasi
Melalui Osa* fem ngeni
Josn dermaga untuk pelaksanann Gt Komitmen Akta Badan Usaha Pelabuhan
kegiatan bongkar muat barang dan Direktur persetujua melalui_Sistem terintegrasi
petikemas; Kepelabuhan | n dengan Sistem Kementerim Perhubungan.
e. penyedinan dan/ atau pelayanan an
jasa gudang dan tempat
penimbunan barang, alat bongkar
muat, serta peralatan pelabubzn;
£ penyedinnn dan/ atm pelayanian
jasa terminal peti kemas, curah
cair, curah kering, dmn ro-ro;
g penyediaan dan/ atau pelayanan
jasa bongkar muat barang;
h. penyediamn dan/ st pelayanan
pusat distribusi dan konsolidasi
barang; dan/ atau
i penyediann dan/atau pelayanan
jasa penundanm kapal.
Hursf & sampsi dengan i tercantum
dn.hm maksud dan tujuan akta
rusahaan yang dibuat oleh notaris
o disshken oleh Kemeoicum HAM
3. Pelabuban Baru
2.1 Ponetapan Lokasi Pelabuhan
Pengevaluasi
Persyaratan Komitmen: i
1) Peta rencana lokasi pelabuhan | Rp. 0 Kepelabuhan | 6 (enam) | 15 fima belas) - 1. Pelaku Usaha yang trlah mendapatkan Izin
dengan skala yang memadai dan an ulan hri kexja Pelabuhan  Umum  melalii 0SS
‘menggambarkan lokasi Persyaratan: 3 dolumen
dilengkpi dengan titik koordinat Min. Gol. Dengan komitmen kepada Kementerian
geografis, nama lokasi, dan letak mja & Paling tahapan Perhubungan;
wilayah  administratif  serta lama 3 a Verifiknsi 2.Knsi Tatanan Kepelabuhanan —meneliti
digambarkan dalam Peta Laut; dan bulan awal 5 hari kebenaran dokumen persyaratan.
2) Studi Kelayakan sesuai dengan pelaku b. Verifiknsi 3. Kasubdit Tatanan dan  Perencanann
outline sebugaimans diatur dalam Kasi Tatanan ™ tahap kedua Felabuban
Pasal 37 ayat (1) buru { PM 1 Pelabuhan menyerah {apabiln adn dokumen persyaratan
Tahun tentang a0 perbaikan) 4. Direktur Kepelabuhanan mengetahui draft
Penyrlenuumnn Pelabubian Lt dan sesuai lama penetapan Pemenuhan Komitmen Lokasi
3) Solinan  Peraturan  Daerah komitmen | 5 hari Pelabuhan;
(Peraturan  Gubernur  dan Kasubdit c. Penetapan 5. Kepala Begian Hukum mengetshui draft
Peraturan Bupati/ Walikota) Tatanan dan | b. Dilakukan | Pemenuhan penciapan Pomenuhan Komitmen Loknsi
tentang Rencana Tata Ruang Perencanasn | vesifikasi Komitmen Pelabuhan:
Wilayah Provinsi dan Pengembang paling lama 6. Dircktur  Jenderal  Peshubungan  Laut
Kabupaten/ Kota an pertama, 5 hari menyctujui draft penetapan Pemenuhan
 apabila Peramran Daerah Felabuhan dengan Komitmen Lokasi Pelabuhan.
tersebut  belum  ditetapkan, dibulktika 7. Bogian Umum dan Perlenglknpan Setditjon
melsmpirkan Surat Keterangan dan n hasil Hubla memberi nomor Surat Penyampaisn
dan Guberm dan/atau perbaikan draft penctapan Pemenuhan Komitmen
Bupati/Walikota bahwa rencana Direktur dan/atan Pelabuhan  d: girimkan
Iokasi  Pelabuhan tidak Kepelabuhan | persetujun kepada Selactaris Jenderal cq. Kepala Biro
dengan RTRV; an




Perizinan

Lembaga

Berusaha Wiakeu ; Pejabat Yang Masa Wakt
No Yang mn\;rm He:::am Proses B::;“ Persyaratan ?R’;’;' Verifikasi Checklist Verifikasi Pengawasan Tata Cara Pengajuan
Dilaksanakan : : 3 Persyaratan /Evaluasi
Melalui Oss o st
A Betfin s penimgoionden 8 Biro Hukum memeriksn drafl_penetapan
rencana Pemenuhan Komitmen Lokasi Pelabuhan.
pelnhuhm oleh Syahbandar pain 9, Sekretaris _Jenderal mengetahui  draft
terdekat dan Distrik penetapan Pemenuhan Komitmen Lokasi
Neidgmt) shnipse viig) pali Polabuhan.
sedikit memuat: 10 Menteri  menyetwiui  penetapan
) Alur-Pelayaran; Pemenuhan  Komitmen Lok
b)Kedalaman kolam pelabuhn; Pelabuhun;
©) Rintangan Navigasi-Pelayaran 1. Biro Umum dan Perengkapan memberi
nomor  Penctupan  Pemenuhan
Komitmen Lokasi Pelabuhan:
12. Biro Hukum menyampaikan
persotujuan Monhub kepada Ditjon
Hubla
Ditjen Hubla menyampaikin notifikasi
melalui Sistem OSS yang terintegrasi
dengan Sistem Kementerion
Perhubungan;
2.2 Pombangunan Polabuban 1. Pelaku Usaha yang (elah mendapatian 1zin
Persyaratan Komitmen: Pengevalunsi 1,5 Tahun 10 (sepulub) Pelsbuhan  Umum  melalui 0SS
1) Salinan dokumen perjanjian Izin dengan hari kerja itori i en
konsesi tahapan dan Evalussi | komitmen Kepada Kementerian
suai ketentuan  sel an Pembanguna |  Perhubungan:
diatur UU 17 Tahun 2008 tentang Persyaratan: Dengan n Pelabuhan
Pelayaran, PP 61 Tahun 2009 Min. Gol a. Paling an: 2. Kasi Tata Guna Tanah, Perairan dan Usaha
tentang Kepelsbuhanan dan PM m/a lama 1 a. Verifikasi serta imbi
15 Tahun 2015; tahun. awal 2 hari Kepengusahaan  meneliti  kebenaran
untuk b. Verifiknsi dokumen persyaratan;
2) Salinan dolumen Rencana Induk Kasi Tata pelakas tahap kedua
Iabuhan; Guna usaha (apabila ada 3. Kasubdit Peloyanan Jnsa dan  Usaha
3) Rencann  teknis  bangunan Persirandan | menyerah | perhaikan) Pelabuhan serta Bimbingan Pengusahasn
polabiihas yaog paling sedl Usaha ken paling lama wmemeriksa dokumen persyaratan;
memuat: Kepelabuhan | persyarata | 3 hari
a)gambar yang memust situasi serta nsesusi | c. Penetapan 4 l)mk‘ur Kepelabubisin mengeali dest
rencana tapak, denah, Bimbingan komitmen |  Pemenuhan Pomonuhan
tampak dan potongan; Kepengusah Komitmen Pecnbanipatan Puldbuben;
b)gam rencana  pondasi b. Dokumen paling lnma
termasuk detailng: diverifikas | 5 hari 5. Kepala Bagian Hukum mengetahui draft
) gambar rencana kolom, balok. dan ioleh tim penetapan  Pomonuhan  Komitmen
plat dan de tailnya. Ditien Pembangunan Pelabuhan;
d) Kondisi tansh Kasubdit dengan
{horlog/ stratigrafi). Pelayanan il 6. Dircktur Jcndeml Perbubungan  Laut
e)Rencana penempatan fasilitas Jusa dan perbaikan menyetujui netspan  Pemenuban
SENP, Usaha 7] Komitmen P-_bunuu Polabuhan;
1) Koordinat geografis minimal 4 Felabuhan persetujun
fempat) titik yaitu 2 (dua) tisk serta 7. Bagian Umum dan Perlengkapan membesi
di sisi dermaga/perairan dan 2 Bimbingan nomor Penctapan Pemenuhan Komitmen
(dua) titik di darat. Pengusahaa Pembangunan Pelsbuhan dan
4) kin Lingkungan sesuai dengan n menyampaikan notifikasi melalui Sistem
ketenman perundang-undangan 0SS yang terintegrasi dengan Sistem
Kementerian Perhubungan,
Perizinan Lembaga Pejabat .
Berusaha g Yo waktu |y Biaya | Peiobat Yang Masa Waktu
No Yang e | s | Pross | Gt Persyaratan =i Verifikasi Checklist Verifikasi Pengawasan Tata Cara Pengsjuan
Dilaksanakan : ; Persyaratan /Evaluasi
Melalui Osa* fem ngeni
dan
Direktur c. Paling
Kepelabuhan | lama 6
an bulan
pelaku
usaha
‘melakuka
a
perbaikean
3. Pengoperasian Pelabuban T Tt Tt g Yo v L o
Persyaratan Komitmen: Pengevaluas 30 (tiga 10 sepulub) | Monitoring & | Pelabuhan elalii 0SS
1) Berita ncara pemeriksaan fisik, uji | Rp. 0 puluh) hari bai kerjn | Evaluasi dakumen
coba sandar/lepas dan olah gerak Kepelabuhan Pengoperasia Kementerian
kapal oleh tim teknis terpadu 3 Dengan Dengan 1 Pelabuhen Perbubungan;
yang  terdini  dari Persyaratan: | tahapan:
Sekretariat Jenderal, Direktorat Min. Gol a Verifikasi 2. Kasi Tata Guna Tanah, Perairan dan Usaha
denderal Pertubugan Leut yong m/a a. Paling amwal 2 hori
g sedikit memuat: lama20 | b. Verifikasi Kepengusahaan ~ meneliti  kebenaran
a Pembangunan peln.hulnm atau dan b kerja tahap kedua dokumen persysratan;
selesai pelaku {apabiln ada
i dengan Kesi Tata usaha perbaikan) Kasubdit Pelayanan Jusa dan  Usaha
G . | menyerahk | paling lma uhan sertn Bimbingan Pengusahann
untuk Perairan dan | an sesuai 3 hari memeriksa dokumen persyaratin;
menjamin  kelancaran  arus Usaha komitme | c. Penetapan
bare Kepelabuhan | b. Di Pemenuhan 4. Direktur Kepelabuhanan mengetahui draft
 Kecepaton sander dan koodisi serta verifikissi komitmen
dermaga saat disandari kapal Bimbingan tahap ing lama Pengoporasian Pelabuhan;
(defleksi dermags, bollard, dan Kepengusah | pertama, 5 hari
fendes) aan dengan 5. Kepala Bagian Hulum mengetahui draft
2) Daftar SDM dibidang teknis penetopan  Pemenuhan  Komitmen
pengoperasion _pelabuban  yang dan hasil Pengoperasian Pelabuhan;
me alifiknsi  dan rhaikan
kompetensi  yang  dibuktikan Kasubdit dan/atan 6. Direktur  Jenderal Perhubungan  Lant
dengan sertifikas Pelayanan persetujun menyetujui penctapan  Pemenuhan
3) Sistem dan pmudur pelayanan Jasa dan n Komitmen Pengoperasian Pelabuban;
kapal dan bar, Usaha
Pelabuhan 7. Bagian Umum dan Perlengkapan memberi
serta nomor Penetapan Pemenuhan Komitmen
Biml Pongoporasian Polabuhan dan
Pengusahaa menyampaiken notifikesi melalui Sistem
n 0SS ymng terintegrasi dengan  Sistem
Kementerian Perhubungan,
dan
Ditektus

Kepelabuhan
an




2. 1ZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL

FPerizinan Berusaha L""’"’ Pejabat Yang Wakeu oy & Pejabat Yang Masa Waktu
No Y“’ﬁ Dilaksanakan ldenn Menandatangan | Proses a“;ku Persyaratan &'x;‘ Venifikasi Chrcklist | Verifikasi Pengewasan Tata Cara Pengajuan
elahui Oss* lm"""‘"“ i Persyaratan /Evaluasi
T. | Persetujuan Kegiatan | Kementerian | Direkeur T hori | Maksimal Rp. Pel uast 30 uga 0 Fengaw Kegiatan Kerja Keruk
Kerj Keruk | Perhubungan | Jenderal keria 4 fmpa) | a. ‘Eagiten Keda Herak 1.500.000 | Bimbingan puluh) | (sepulub) | dilakukan oleh
den/atau Reklamasi Perhubungan ok | tahun Persyacstan Konlins {satu_juta a hasi harikeia | tenaga ahli di [ 1. Pelaku Usaha yang telah
Lant  unwk | NIB Peta  laut lima ratus | Pengerukan mendapatkan ~ Persetujuan
Persetujuan mcnuumhnﬂmn koot | ribu dem Reklamasi | Dengan | Dengan | pengerukan dan Kegintan  Kerjn  Keruk
Kegiatan  Kerja tempat | rupiah) Persyaratan: | tahapan: : | reklamasi dan/ atau Reklamasi melalui
Kerul pemlmm;nu material Min. Gol, 11l/a a Verifika | dengan  cara 0ss ‘menyampaiken
10 hari keruk  yang  telah o Paling siawal | monitoring pada dokumen
dan kerja ‘mendapatkan dan 2hari; | lokasi  kega komitmen kepada
untuk persetujuan dari zo hari | b. Verifika | keruk/reklamasi Kementerian Perhubungan.
Menteri tahapa Otoritas  Pelabuhan Kasi kerja si 2. Kasi  Bimbingan  Usaha
Perhubungan | n atan Unit Bimbingan pelaku tahap Pengenukan dan Reklamasi
untuk penerbi Penyelenggara Usaha aha kedua liti kebenaran
Persetujuan tan Pelabuben, yang Pengerukan menyer | (apabil dokumen persyaratan.
Kegiatan Kerja | persetuj dilengkapi  dengan dan Rel ahkan aada 3. Kasubdit Pengerukan dan
Reklamasi uan koordinat geogeafis; sesuai perbuik Reklimasi memeriksa
2. peta pengukuran dan komitm | an) dokumen persyaratan;
dalaman awal e paling 4. Dircktur  Kepelabuhanan
(predredge  sounding) Kasuhdn b. Paling lama 3 mengetshui deaftpenetupan
dari lokasi yang akan ngerukan lama. hari; Pemenuhan  Komitmen
dikerjakan; Genektomasi | Toheri | . Pomta Kogiatan Kerja Koruk.

3. profil/ potongan Dilalkuk an 5. Kepala Bagion Hukum
memanjang. dan an Pemen mengetabui draft penetepan
melintang, dan volume verifika uhan Pemenuhan  Komitmen
keruk: Direktur si komitm Kogiatan Kerja Koruk:

4. alignment alur. Kepelabuhana |  tahap en 6. Disektur Jenderal
pelayaran: n pertam paling Perhubungan

5. iringan  (slope) a, lama 5 menyetjui penetapan
alurpelayaran dengan hari Pemenuhan  Komitmen

6 il nyelidikan dibukti Kogiatan Korja Koruk

lokasi  yang kan 7 um dan

akan dikeruk untuk hasil Perlengkapan memberi

meagueabu i den perbaik nomor dan Bagian TU Dit
tanah; an Kepel

dan/at menginformasiken  kepada

7. lmsilpengammnnfu: au pelaku  usaha unmk
untuk Toknsi persetu ‘membayar
pembuangan material juen (menerbitkan Billing man
erulk di laut. 8 Setelah pembayaran PNBP

8. dokumen lingkungan telah diverificasi, Bagian TU
yang telsh di pelabuhanan
oleh  pejabat  yang mmvampmkm ifikasi
berwenang  sesuai Pemenuhan Komitmen
dengan tentuan Korja__ Koruk
peraturan _perundang- melalui Sistem 0SS _yang,
undangen di terintegrasi dengan Sistem
lingkungan hidup. Kementerian Perhubungan

9. berita acara 9. Penetapan Pemenuhan
peninjanan an Komitmen Kegiatan Kesja
oleh  Tim  Teknis Keruk dan menyampuiken

adu notifikasi melalui  Sistem
Jenderal Perhubungan 0SS ymg terintegras
Lemt; lengan Sistem Kementerian

10. Daftar peralatan dapat Perhubungan,

berupa:

jenis kapal keruk

‘hopper; dan/ atau
b)  non hopper.

b. x-a-nn Kerja l.khn-i Rp. Pengevaluasi 30 ftiga 15 lma | Pengawasan
laut 1.500.000 | Bimbingan pulh) Delas) | dil oleh | Kegiatan Kerja Reklamasi

menunmhnkam 1kont | @am Juta | Usaha hari hai tenoga ahli di
reklamasi_yang telah | lima ratus | Pengerukan bidang 10. Pelaku Usaha yang telah
me; tkan ribu lan Reklamasi | Dengan Dengan i
persetujuan duri | rupiah) Persyaratan: | tahapan: | tahapan: | rellamasi Kegintan  Kerjn  Keruk
Otoritas  Pelabuhan Min. Gol. I1l/a a Verifika | dengan  cara dan/atan Reklamasi melalui
atem Unit a. Paling, siewal | monitoring pada oss menyampaiken
Penyelenggara dan lama. Shari | lokasi  kerja dokumen pemenuhan
Pelabuhan, yang 20 hari | b, Verifika | keruk/ reklmmaasi komitmen kepada
dilengkapi  dengan kerja i Kementerian Perhuby
koordinat geografis; Bimbingsan pelaku tahap 11, Kesi  Bimbingan  Usaha

2 pea pengukuran Usaha usaba kedua Pengerukan dan Reklamasi

kedalaman awal Pengerukan menyer | {apabil me: ‘benaran
(predredge  sounding) dn Reldamasi | ahkan aada dokumen persyaratan.
dari Iokasi yang akan sesuai perbaik 12. Kasubdit Pengerukon
dikerjakem; dan komitm | an) Reklimasi memeriksa

3. dokumen lingkungan . paling dokumen persyaratan.
yang telsh  disahken Kasubdit . Paling lama 5 13. Direktur  Kepelabuhanan
oleh  pejabat  yang Pengenukan lama hari mengetahui draft_penetapan
berwenang  sesuai dan Reklamasi | 10 hari | o Peneta Pemenuhan  Komitmen
dengan  ketentuan Dilakuk | pan Kerja Reklamasi;
peraturan perundang- dan Pemen 14. Kepala Bagian Hukum
undangan  di  bidang verifika uhan mengetahui draft penetapan
linglungan hidup; Direktur si komitm Pemenuhan

4. berita acara Kepelabuhana | tahap en Kogiatan Kerja Roklamasi;
peninjanan  lapangan n peiin paling 15. Disektur Jenderal

deh T Toluie lama 5 Perhubungan Laut

terpad Dire A hari menyetjui drafl penetapan
Jeadtral Pedtubunga dibulkti Pemenuban .

; kan Kogiatan :m;. Roklamasi.

5. Daftar peralatan. hasil 16. Bagion mum  dan

perbaik l’erlengknpun Setditjen

an Hubla membesi nowmor Surat

dan/at Penyampaian aft

au netspan  Pemenuhan

pessetu Komitmen Kegiatan Kerja

juan Reklamasi dan




T7. Biro  Hukum _memenksn
draft penetapan Pemenuhan
Komitmen Kogiatan Kerja
Reklamasi.
18. Sekretasis Jenderal
mengetnhui draft penctapan
Pemenuhan  Komitmen
Kegiatan Kerja Roklamasi
19, Mentesi menyerujui
penetapan  Pemenuhan
Komitmen Kegiatan Kerja
klamasi
20. Biro Umum dan
Perlengkapan memberi
nomor din Bagian TU Dit
Tab
menginformasikan  kepada
pelaku  usaha  untuk
membayar PUBP
(menerbitkan Billing PUBP);
21. Biro Hukum
menyampaikan
porsotujuan Menhub
kepada Ditjen Hubla
22. Setelah pembayaran PNBP
telah diverifikasi, L
Dit Kepelabuhanan
menyampoikan  notifikasi
Pemenuhim Komitmen
Kegiatan Kerja Reklamasi
melalui Sistem OSS_yang
terintegrasi dengan Sistem
Kementerian Perhubungan
Tenetapan Terminal | Kementerian | Menteri T honi | Selama Perayaratan: . Pengevalumst 30 (uga | 15 fima | Momitoring dan | 1. Pelaku Usaba yeng telah
Khusus Yang | Perhubungan | Perhubungan | keria | B 1) Berita acara pemeriksan | 1.500.000 | Izin puluh) | belas) cvnlunsi mendapatkan  Penetapan
Terbuka Bagi untuk | Usaha fisik, uji coba sandar/lepas | (satt juta | Kepelabuhana hari | herikerja | penetapan Terminal  Khusus  Yang
Perdogangin  Nuat NIB menjalank dan olah gerak kapal oleh | hma ratus | n terminal khusus Terbuka Bagi Perdagangan
Negent an usaha/ tim teknis terpadu yang | ribu Dengan | Dengan | yang  terbuka Negeri melalw 0SS
atau trdiri dari unsur | rupish) | Persyaratan: | tahapan: opan: | bagi menyampaikan  dokumen
kegiatann Kementerian Perhubungan, | atau Min_ Gol. IIl/a @ Verifika | perdagangan pemenuhan komitmen
15 hari | ya Kementerian  Perdagangan | sesusi dan & Paling siawal | luar negers kepada Kementerian
kerja Kementorian  Keuangan | dengan | KasiJosadan |  lama 5 hari Perhubungan;
untuk yang  paling  sedilit | ketentuan | Tarif 20 hari | b. Verifika 2. Kosi Jasa  den  Tanif
tahapa ‘memuat: yang Pelabuhan kerja s Pelabuhan meneliti
n L Aspek Keslamatan dan | mengatur dan palaku kebenaran dokumen
penerbi Keamanan Pelayaran PNBP Kasubdit usaha kedua persyaratan.

2 Pelayanan menyer | (apabil 3. Kasubdit Pelayanan Jasa
persemj & ;‘i"‘:,";"“fz r o Jasa dan ahkan aada dan Usaha Pelabuhan serta
uan i T sesnai perbaik Bimbingan

S it Pelabuhan komitm az];m ‘memeriksa dokumen

: serta . »: persyaratan.
bl 5"“";;‘""‘ S Bimbingan b. Paling lama 5 4. Direktur  Kepelabuhanan
g T Pengusahaan lama hasi mengetahui draft penetapan
g A dan 10 hari | e Peneta Pomonuhan  Komitmen
ey Direktur Dl pan Terminal Khusus Yang
e. Prasarana,  sarana, Kepelabuhana an Pemen Torbuka Bagi Pordagangan

P werifika Luar Nogori;

Kepal _patrol  (bila Bl Fomitm 5. Kepala Bagem  Hukum

dibutuhkan) tahap en mengetahui draft penetapan

& Mencrapkan ISPS code pertam paling Pomonuhan  Komitmen

a lama 5 Terminal Khusus Yang

IL Aspek Teknis Fosilitas dengan | has Terbuka Bagi Perdagangan
Pelabuhan dibukti

a Dermaga beton Jomm. e dentecel

(minimal 1 tmbatan) ol . Lot

R v e perbaik menyetujui draft penetapan

c. Perairan bongkar muat -~ Eomitmen

1 e b dohile dan/at Terminal Khusus Yang

Forigosnnt au Torbuken Bagt Nordagungea

- persetu ar Negeri;

b :fn";‘;'ﬂm"'"“"'}""‘ juan 7. Bagian Umum dan

Perlengkapim Setditien

L Aspek Ekonomi Fiubla meimibart nomor St

i ; enyam; 1

o Memunjong  industry penetapan  Pemenuhan

bR moon gt Komitmen Terminal

‘minimal 10.000

ton/ tahun

c. Ams barang eckspor
‘minimal 50.000
ton/ tahun

8.

9.
Terminal Khusus Yang
Terbuka Bagi Perdagangan
Luar Negeri,

10. Menteri menyetujui
penetapsn  Pemenuhan
Komitmen Terminal
Khusus Yang Terbuka Bagi
Pordagangan Luar Nogori:

11. Biro Umum dan
Perlengkapan member:
nomor dan Bagian TU Dit
Kepelabuhsanan
menginformasikan  kepada
pelaku  usaha  unmtk
membayar PUBP
(menerbitkan Billing PNBP);

12 Biro Hukum
menyam paikan

rsctujuan

kopada Ditjen Hubla

13,




Kogiatan Korja Roklamasi
melali Sistem 0SS yang
terintegrasi dengan Sistem

Kementerian Perhubungan
3. | tan Terminal | Lembaga OSS | Kepnla Lembaga | 1 han | 5 Tabun | 1. Terminal Khusus T. Pelnku  Usaha _yomg telah
Khusus/TUKS oss an. | ketja mendapatkan  kzin  Terminal
Menteri untuk 1.1 Pombangunan atau Rp. Pengevaluasi | 2 dua) 0 Monitoring dan |  Khusus/TUKS ~ melalui 0SS
Perhubungan | NIB gembangan Terminal | 3.000.000 | lzin Tahun (sepulub) | evaluasi menyampail dokumen
Khusus (Tiga juta | Kepelabuhana hari kerja | pengembangan pemenuhan komitmen kepada
rupiah) n Dengan Tersus/ TUKS Kementerian Perhubungan;,
Persyaratan Komitmen: atau Persyaratan: | tahapan: | Dengan 2.Kasi Tata Guna Tanah,
10 hari 1) Nomor Induk Berusaha | sesusi Min. Gol. ii/a | 1. Venifik | tahapan: Perairan dim Usaha
kesja WNIB) dengan asi 1. Verifik Kepelabuhan serta Bimbingan
untuk 2) Izin Usaha dengan bidang | ketentuan dan awal 1 asi xepm.usm-m menelit
tahapa usaha sebagaimana | y hari awal 2 dokumen
n tercantum dalam Peraturan | mengatur | Kasi Tata 2. Paling hari;
penerbi Menteri Perhubungan yang, P Guna Tanah, lama 6 | 2. Verifik 3. Kasuibit T Pelayanan Jasa dan
tan eong. Terminal Perairan dan {enam) asi Usasha  Pelabuhan  serta
persetuj Khusus dan TUKS Usaha bulan tahap Bimbingan Pengusahann
3 Tanda status Kepelabuhan waktu kedua memeriksa dokumen
kepemilikan hak atas tanah serta perbai fapabil persyaratan,
atan tanda bukti perjanjisn Bim ken nada 4. Direktur Kepelabuhanan
pemanfoatan tanah; Kepengusahaa ata perbei mengetabui  draft
4) Kajian Teknis yang paling n melen kan) Pemenuhan Komitmen
sedikit memuat: gkapi paling Pombangunan atau
s Rencana  alur  keluar den pesyar lama 3 m.p.-u-pn Terminal
‘masuk Terminal Khusus; atan hari;
b) Kedalaman Kolam Kasubdit 3. Paling | 3. Peneta 5. l\epnl-u Bagian Hukum
Terminal Khusus; Pelayanan lama pan mengetabui  draft _penctapan
<) Rencana volume bongkar Jasa dan 15 Pemen Pemenuhan Komitmen
must, den frekuensi Usaha tahun uhin Pembangunan atau
lunjungan kapal serta Pelabuhan d it Pongombangan Terminal
rencana ukuran (tonase serta ken men Khusus;
dan  panjang)  kepal Bimbingan pemba paling 6. Direktur Jenderal
terbesar  yang  aken Pengusahaan nguna lama 5 Perbubungan Laut menyetujui
sandar/tambat; n hari Penctapan Pomenuhan
d)Rintangan  Navigasi- dan fasilita Komitmen bangunan
Pelayar s atau Pengembangan Terminal
¢)Rencana kebutuhan Direktur Tersus Khusus.
Sataa Bani Heydael Kepelabuhana 7. Bagian Umum dan
Pelayar: n Perlengkapan memberi nomor
5 Rencann  teknis fasilitas dan Bagian  TU  Dit
sandar/tambat. yang paling Kepelabuhanan
sedikit memuat: mengnformasikan  kepada
o) Gambar densh, tampalk, pelaku usaha untuk membayar
potongan  dan  ukuran PNBP  (menerbitkan  Billing
(dimens)  serta jenis PNBP),
‘material konstruksi; 8. Setelah  pembayaran  PNBP
b)Koordinat geografis telah diverifikasi, Bagian TU
minimal 4 fempa) titik Dit Kepelabuhanan
yaitu 2 (dua) ttik di sisi menyampaikan notifikasi
dermagaf perairan dan 2 Pemenuhan Komitmen
(dua) titik di darat; Pombangunan at,
<) Peta Daerah Lingkungan Pongombangan Torminal
Ketja  dan  Daesah Khusus melalui Sistem 0SS
Lingkungan Kepentingan yang  terintegrasi  dengan
testenm Sistem i
Khus: Perbubungan
d)Peta sitmasi  Terminal
Khusus terhadap
Instalasi/Bangunan lain
di sekitarnya;
6) Berita acara peninjmuzn
dan  evaluasi  rencana
pembangunan Tersus ukh
Syahbandar
pelabuhan terdekat P
Distrik Navigasi_Setempat
yang paling sedikit memuat:
) Data fasilitas
sandar/tambat:
b) Koordinat geografis
minimal 4 fempat) titik
yaitu 2 (dua) titik di sisi
dermaga/ perairan dan 2
(dua) titik di darat;
<) Rencana  alur  keluar
masuk Terminal Khus
rencana
penempaten  Sarana
Bantu avigasi-
Pelayaran;
7) Izin an  sesuai
ketentuzan perundang
undangan;
Pengoperasian Terminal 3 (tiga) 1. Pelaku  Usaha o telah
Khusus hari selesai
keria ptmbanzmhxllpﬂlmmhmyu
1 I!enln acara pemrn.ksmﬂl Dengan menysmpaikian
coba tahapan: il
wldn/lepns dan  olsh komitmen kepada Kementerian
gerak  kapal  oleh Peshubungan;
Syahbandar pada 2.Kasi  Tata Guna Tansh,
pelabuhan terdekat yang Perairan Usaha

paling sedikit memuat:
a Pembangunan  Terminal

dilaksanakan sesusi
dengan Penetapan
Pemsantan Mossituten
Pembangunan
Pengombangan Torainal
Khusus.

b.hasil pembangunan atau

pengembangan  Terminal

Khusus telah memenuhi
amansn,

ketertiban,
kesclamatan pelayaran;

“

Peneta

@

Kepelabuban serta Bimbingan

Kepengusahasn meneliti
kebenaran dokumen
Kasubdit Pelayanan Jasa dan
Usaha  Pelsbuhan  serta
Bimbingan Pengusahaan
memeriksa dokumen
persyaratan,

Direktur Kepelabuhanan
menyetujui penetapan
Pemenuhan Komitmen
Pengoperasian Terminal
Khusus;

Bagian TU Dit Kepelabuhanan
memberi nomor FPenetapan
Pomenuhan Komitmen

Terminal




1.2 Perpanjangan Izin
Komersial atau
Operasional Tersus

Persyaratan Komitmen:

Nomor Induk Berusaha

lama 1
hari

Khusus dan _menyampaikan
notifikesi melalui Sistem 0SS
yang  fterintegrasi  dengan
Sistem Kementerian
Peshubungan

. Tahapan tata cara pengajuan

pespanjengan Izin Komersial
atau Operasional Tersus sesua
tata  cara

NIB); pengajuan pengoperasian

2) lzin Usaha dengan bidang | Rp. us;
usaha seb 1.500.000 2. Bagin TU Dit Kepelabuhanan
tercantum dalam Peraturan | (sam juta memberi nomor Penetapan
Menteri Perhubungan yang | fima ratus Pomenuhan Komitmen
mengatur tentang Terminal | ribu Porpanjangan Izin Komersial
Khusus dan TUKS: rupiah) atau Operasional Tersus dan

3) Salinan Izin Pengoperasian | atau menginformasikan kepada
Tersus; sesuai pel membayar

4) Tanda  buki  staws PNBP  (menerbitkan B
ke pemilikan hak atas tanah | ketentuan PNBF);
atan tanda bukti perjanjian | yang 3, Setelah  pembayaran  PNBP
pemanfastan tanah; ‘mengatur telah diverifikasi, Bagian TU

5) Peta Daerah Lingkungan | PNBP Dit epelabuhanan
Kerja dan Daerah menyampaikan notifikesi
Lingkuny Kepentingan Pemenuhan Komitmen
tertentu Terminal Khusus; Perpanjangan Izin Komersial

©6) Berita acara  peninjanan atau  Operasional Tersus
dan evaluasi oleh melalui  Sistem 0SS yang
Syahbandar terintegrasi  dengan  Sistem
pelabuhan terdekat ynng Kementerian Perhubungan
peling sedikht mesmuas:

a babwa Tersus
tidak ‘mengalami
perubahan  dari  lzn
sebelumnya;

b.bahwa  dari  aspek
kese dan
keamanan  pelayaran
serta tek
kepelabuhanan,  Tersus
masih layak digunakan;

1.3 Penyesuaian Izin 1 tata cara peugqum
Komersial atau penyesuaian  Izin
Oporasional Tersus atau Operasional ’hnlu sesuai
Persyaratan Komitme n: dengan tata  cara

1) Nomor Induk Berusaha pengajuan pengoperasian
WB): Tersus;

2) kin Ussha dengan bidang 2. Bagian TU Dit Kepelabnhanm
usaha sebagai memberi nomor  Penetapan
tercantum dalam Peraturan | Rp. --nuhu Komitmen
Menteri Perhubungan yang | 1.300.000 Penyesusian Izin Komersial
mengatur tentang Terminal | (satu juta atau Operasional Tersus dan
Khusus dan TUKS: lima rams kepada

3] Sabnan 1zin Pengoperasian | nibu Tedua pelaku usaha untuk membzvur
Tersus  atan  Surat | rupish) {apabil PNBP  (menerbitkan
Pemyataan batwa Tersus | atau aada PNBP);
telah beroperasi sebelum | sesuai perbai 3.Setelah  pembayaran PNBP
berlakunya M 20 Tshun | dengan kan) telah diverifikasi, Bagian TU
2017; ketentuan i Dit Kepelabubanan

4) Tanda b status | yang lama 1 menyampaikan notifikasi
kepemilikan hak atas tanah | mengatur hari; Pomenuhan Komitmen
atan tanda bukti perjanjian P 3. Peneta Penyesualan Izin Komersial
pemant tanah  atau pan atau  Operasional Tersus
tanda  bukti  pengaliban Pemen melalui Sistem 0SS yang
stats  kepemilikan aset uhan terintegrasi  dengan  Sistem
fasilitas Tersus; komit Kementerian Perhubungan

5) Peta Daerah ngkunm men
Kerja dan paling,

l\tpenun;m lama 3
tertentu ‘l‘emmnl Khusus; hari
6) Berita acara peninjanan
evaluasi oleh
Syahbandar pada
pelabuhan terdekat yang
paling sedikit memuat:
a Data fasilitas
sandar/ tambat;
b. Koordinat oprafis
minimal 4 (empat) titik
yaitu 2 (dua) titk di sisi
dermaga/ perairan dan 2
(dua) titik di darat;
©. bahwa dari aspek
keselamatan dan
keamanzm pelayaran
serta teknis
kepelsbuhanan,  Tersus
massih layak digunakan;
T Terminal | Lembaga OSS | Kepala Lembaga | 1 han | 5 Tahun | 2. Terminal Tntuk | Rp. T Pelaku  Usaha yang telah
Khusus/ TUKS oss an. | kerja Kepentingan Seadiri | 1.500.000 mendapatkan Terminal
Menteri untuk (TUKS) (Tiga juta | Pengevaluasi | 2 (dua) 10 Monitoring dan |  Khusus/TUKS  melalui 0SS
Perhubungan | NIB. rupiah) Izin Tahun (sepulub) | evaluasi menyampaikan dokumen
2.1 Pembangunan atau atau Kepelabuhana Hari pengembangan pemenuhan komitmen kepada
Pongombangan TUKS sesuai n Dengan Tersus/ TUKS Kementerian Perhubungan;
dengan Persyaratan: rap si  Tata Guna Tansh,
10 hasi Persyaratan Komitmen: ketentuan | Min. Gol. Il a Peraitan Usiaha
kerja 1) Nomor Induk Berusaha | yang Kepelabuhan serta Bimbingan
untuk WNIB), ‘mengatus dan Kepengusahasn meneliti
tahapa 2) kzin Usaha dengan bldnng PNEP kebenaran dokumen
n usaha seb Kasi Tata atan.
penesbi lercantum dalam Peraturan Guna Tanah, 3. Kasubdit Pelayanan Jasa dan
tan Menteri Perhubungan yang Perairan dan Usaha  Pelabuhan  serta
perset mengatur tentang Terminal Bimbingan Pengusahaan
Khusus dan TUKS; Kepelabuhan memeriksa dokumen

%) Tanda  buki  stawms serta perbai (apabil persyaratan.
ke pemilikan hak atas tanah Bimbingan kan aada 4. Direktur Kepelabuhanan
.amu tanda bukti perjanjian Kepengusahas atau perbai mengetahui  draft  penetapan

foatan tanah; n melen kean) Pomonuhan Komitmen

4l unum ek yang_pling i paling atau




@

sedilat memuat:

sRencana  alur  keluar
masuk Terminal Untuk
Kepentingan Sendiri;

b)Kedalaman kolam
Terminal Untuk
Kepentingan Sendiri;

<) Rencana volume bongkar
muat, dan frekuensi
lunjungan kapal serta
rencana ukuran (tonase

d) Rintangon
Pelayaran;

) Rencana kebutuhan
Sarana Bantu Navigosi
Pelayaran;

teknis

Rencana fasilitas

yaitu 2 (dua) titik di sisi
dermaga perairan dan 2
(dua) titik di darat;
) Gambar situasi nm.....u
Untuk Ke
Sendiri te rhadxq.‘
Instalasi/Bangunan lain
di sekitarnya:
Berita  acara
dan  evaluasi
pembangunan. TUKS. oleh
Syahbandar pada
pelabuban terdekat yang
paling sedikit memuat:
aj D

penicionce

ata fasilitas
sandar [ tambat;
b)Koordinat geogr

minimal 4 (empar) titik
yaitu 2 (dua) titik di sisi
dermaga/ peroiran dan 2
(dua) titik di darat;

)Rencana_ alur  keluar
masuk Terminal Untuk
Kepentingan Sendiri dan
rencans  penempatan
Sarana Banty Navigasi-
Pelayaran;

Direktur
Kepelabuhana
n

P

@

-]

N

Pongombangan TUKS.
Kepala ~ Bagian  Hukum
mengetabui  draft _penetapan
Rawantas. ™ Eosilinien
Pembangu atau
Pengembangan TUKS:
Direktur Jenderal
Perbubungan Laut menyetujui
Pemenuhan
Pembangunan
atau Pengembangan TUKS .
Bagian Umum dan
Perlengkapan memberi nomor
Penetapan Pems

kepada
pelaku usaha untuk membayar
PNBP  (menerbitkon  Billing
PNEF);
Setelah pembayeren  FIEP
telah diverifikasi, Bagian

Pengombangan TUKS elaius
Sistem 0S5 yeng wrintegresi
dengan  Sistem  Kemente
Perhubungan.

)

Tzin lingkungan  sesua
ketwntan  perundang-

undnngan;

Pongoperasian TUKS

Berita acara pemeriksaan
ﬁuk uji coba sandar/lepas
dan olah gerak kapal oleh
Syahbandar pada
pelabuhan terdekat yang
paling sedikit memuat:
angunan

TUKS
telah selesai
dilaksanakan sesuai
dengan Penetapan
Pemenuhan Komitmen
Pembangunan atau

Pengembangan TUKS.
b.hasil pembangunan atn
engembangan  Terminal
Khusus telah memen

i

tata cara pengajuan
Pengoperasian TUKS  sesuai
dengan  tabapan tata  cara
pengajuan pengoperasian
Tersus.

aspek keamanan,
ketertiban, dan 0
keselamatan pelayaran; Pemen
uhan
komit
men
palmg,
lama 1
hari
Rp.
1.500.000 1 tata cara pengajuan
2.1 Perpanjangan Izin {satu juta 5 flima) perpanjangan Iz Komersial
Komersial atau lima ratus hari atau Operasional TUKS sesuai
Operasional TUKS ribu kerja dengan tshapan tata  cara
Persyaratan Komitmen: rupiah) Dengan pengajuan pengoperasian
1) Nomor Induk Berusaha | atau 3 Tersus;
NIB); sesusi 1. Verifik 2. Bagian TU Dit Kepelabubanan
2) Izin Usaha dengan bidang | dengan asi memberi nomor  Penetapan
usaha sebagsimana | ketentuan awal 1 Pemenuhan Komitmen
antum dalam Peraturan | yang hari; Perpanjangan Izin Komersial
Menteri Perhubungan yang | mengatur 2. Verifik atau Operasional TUKS dan
mengatur tentang Terminal | PNBP asi menginformasikan  kepada
Khusus dan TUKS; pelaku usaha untuk membayar
3) Izin TUKS; kedua PNBP  (menerbitkan  Billing
4) Tanda  bukti  status (apabil PNEF);
ke pemilikan hak atas tansh aada 3. Setelah  pembayaran  PNBP
atan tanda bukti perjanjian perbai telah diverifikasi, Bagiar
pemantaatan tanah; kan) Dit Kepelabuhanan
5) Berita acara  peninjanan paling menyampaikan i
dan evaluasi oleh lama 1 Pomonuhan Komil
pada hari; ji Izin Komersial




pelabuban terdekat yang 3. FPencta atau  Oporasional  TUKS
paling sedikit memuar pan melalui Sistem 0SS yang
el foilites | TUKS Pemen terintegrasi  dengon  Sistem
tidak mengalami uhan Kementerian Peshubungan
perubahan  dari  lzin komit
sebelumnya; men
a  dari  aspek paling
kesclamatan dan lama 3
keamanan  pelayaran hari
serta te
kepr\nbuhnnm, Tersus
‘masih layak ;
Rp. 1. Tahapan tata cara pengajuan
2.3 Penyesuaian Izin 1.500.000 penyesusian Izin Komersial
Komersial atau fsatujuta 5 flima) atans Operasional TUES sesusi
Operasional TUKS ima ratus hari dengan  tahapan cara
Persyaratan Komit u kerja pengajuan pengopuuslan
1) Nomor  Induk  Berusoha | rupiab) Dengan Tersus;
WNIB) atau : 2. Bagion TU Dit Kepelabuhanan
2) Izin Ussha dengan bidang | sesuai 1. Verifik memberi nomor Penctapan
usaha sebagaimana | dengen Pomenuhan Komitmen
tescantum dalam Peratusan | ketentuan awal | Penyesuaian Izin Komersial
Menteri Perhubungan yang | yang heri; atau Operasional TUKS dan
mengatur tentang Tes ‘mengatur 2. Verifik menginformasikan  kepada
Khusus dan TUKS, PNBP asi pelalu usaha untuk membayar
9) Salinan Izin TUKS atau PNBP  (menerbitkan ing
Surat  Pernyataan bahwa PBP):
TUKS telah  beroperasi 3. Setelah  pembayaran  PNBP
sebelum berlakunya FM 20 telah diverifikasi, Bagian TU
Tahun 2017; Dit Kepelabuhanan
4) Tanda  buki  stams menyampaikan notifiks
ke pemilikan hak atas tmah Pomenuhan Komitmen
atau tanda bukti perjanjian Penyesuaian Irin Komersial
pemanfaatan tanah  atau atau  Oporasional  TUKS
tanda  bukti pengalihan 3. melalui  Sistem 0SS yang
status  kepemilikan  aset terintegrasi  dengan  Sistem
fasilitaas Ters Kementerism Perhubungan
5) Berita acara peninjauan
dan  evaluasi  oleh komit
Syahbandar pada men
pelabuhan terdekat  yang i
paling sedikit memuat: lama 3
aData fasilitas hari
sandsr/ tambat;
b. Koordinat geoprafis
minimal 4 (empat) titik
yairu 2 (dun) titik di sisi
dermaga/ perairan dan 2
(dua) titik di darat;
c.bahwa  dari  aspek
Kesel dan
keamanan  pelayaran
rta tel
kepelsbuhanan,  TUKS
‘masih layal di
3. Pendalts Rp. - Pengevaluas: S0 (ga | 5 fuga) - Tuhapan tata cara pengajuan
Torsus/ TUKS yeag m o Tzin puluh) hasi Pendaftaran Izin Tersus/ TUKS
berlaku k Kepelabuhana hari kerja sesuni dengan tahapan tata
Persyaratan I\omunen n Dengan cara pengajuan pengoperasian
1) Nomor Berusaha Persyaratan: Dengan Tersus:
WIB); Min. Gol. Tll/a | tahapan: | 1. Verifik
2) Lzin Usaha dengan bidang dan asi Selanjutnya mnyampnkm
usaha seb . Paling awal 1 laporen/notifikasi
tescantum dalam Peraturan Kasi Tata lama hari; yang telah diterbitkan ktpndx
Menteri Perhubungan yang Guna Tansh, 20 2. Verifik Lembaga 0SS
mengatur tentang Terminal Perairan dan hari asi
Khusus dan TUKS; Usaha kerja
3) Salinan  lzn  Operasi Kepelabuhan kedua
Tersus/TUKS yang masih u {apabil
berlaku; Bimbingan usah anda
Kepengusahaa a pecbai
n ny kan)
dan erahk paling
lama 1
Kasubdit sesun hari;
Pelayanan 3. Feneta
Jasa dan komit pan
Usaha me Pemen
Pelabuhan b. Dilak
serta ke komit
Bimbingan verifi men
Pengusabun ks paling
dan lama 1
perta heri
Direktur 3
Kepelabuhana denga
n n
dibuk
tiken
hasil
perba
ikan
dan/
atau
perset
ujuan
Fenetspan Kementernian | Menteri T han | Selama Pengevaluasi Monitoring _dan
Kesja Badan Persyaratan Komitmen: 2 2 (dua) 15 flima | evaluasi
Wilyah “Tortent & untuk | Usaha 1) Nomor Induk Berusahn Kepelabuhana belas) | Penetapan Tahapan tatn cara pengajuan
Daratan NIB menjalamk IB): n hari kesja | Pembangunan Penetapan bangunan
Perairan ubngm an usaha/ | 2) kzin  Usaha  FPelabuhan Dengan Wilayah Tertentu | Wilayah Tertentu di Daratan
Pelabuban atau mum; : an: | Dengan | di Daratan atau |  atau  Pessitan  sebogei
kegiatann | 3) Persyaratan lainnya sesusi Min Gol. l/a | 1. Verifi Persiran sebagai |  Pelabuhan  sesusi  dengan
15 hari | ya dengan persyaratan dan kams | o Verifka | Po tahapan tata cara pengajuan
Kerja penetapan lokasi. Kasi Jasa dan awal si awal penetapan lokasi Pelabuban,
untuk Pelobuban, - Fembengunen Te Ihari | 5 hori Pembangunan Pelabuhan dan
tahapa Pelsbuhan Pelabuhan 2. Paling | b. Verifika Pengoperasian Pelabuhan
Pengoperasian P-:kl.h\lhm dan lama6 | si
penesbi Kasubdit {enam) | tahap Selajutoye,  menyampelen
on Pelayanan bulan kedua Inporan/ notifikasi
persetuj Jasa dan waktu (apabil yang_telah kepadn




wan Usaha perbm | anda Tembnga 0SS
Pelabuhan kan perbaik
serta, atay an)
Bimbingan melen paling
Pengus gkapi lama 5
den pesyor | hani
Direkrur atan | Penetapa
Kepelabuhana | Paling n
n lama 15 | Pemenuh
tahun an
dilakuka | komitmen
o paling
pembang | lama 5
unan hasi
fasilitas
dermaga.
B. BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT
1. 1ZIN USAHA
Pejabat
Perizinan Berusaha l“‘,';h‘“ Pejabat Yang Waktu M — Yang Masa Waktu
No | e il Memm‘:km Menandatan Proses. Berlaku Persyaratan ﬂg) Verifikasi | Checklist Verifikasi Pengawasan Tata Cara Pengajuan
Melnlui Oss* s i Persyarata [ Evalussi
n
T. | fzin Usaha Angkutan | Lembaga Kepala 3 (tiga) jom | » Selama | 1. Sesuai 0SS SIUPAL Petugas/ | 30  Hari | 3 Han Kerja | Evaluasi SIUPAL
Laut terdiri dari: 0SS Atas | Lembaga terhitung | perusah | II Persyaratan Lainnya Rp.2.000.000 | Pejabat Kerja setigp 2 | 1. Pemohon ‘mengajukan
a lzan Ussha | Nema 08S  an | sejak e 1) Persyaratan dun  juta | yang - 20 Hari Tahun permohonan T Usahal
Angkutan  Laut | Menteri n pemenuha | masih memiliki paling sedikit 1| rupiah) Berkompet | untuk terhadap Angkutan Laut {Angkutan di
(Angkutan  di Perhubunga | n syaat | melaku (satu) orang fenaga ahli en Pemenu pelaksannan Perairan) (SIUPAL)  dan/ atau
Perairan) n Laut awal kan di bidang pelayaran aten han n  Kegiatan Izin Operasi tan Laut
(SIUPAL); ateas lengkap kegiata perkapalin dengan Persyar v Khusus (SIOPSUS)ke aplikasi
dan n berijozah ANT I aten ATT atan SIMLALA setelah mendapatkan
diserahikan | usahan Il atau D Ml Perkapalan - 5 Hori NIB melalui sistem Oniine|
oya susat [ ya . yang  dibuktikan dengan Verifikasi Single Submission (0SS)
pernyatan | masih i fjazah  yang 5 Hori 2. Pemohon menyampaikan surat
n memilik dilegalisir oleh instansi yang, Perbaikan permohonan kepada Direktur]
pemenuha | i kapal rwenang; Jenderal Perhubungan Laut|
n dan bl khusus  untuk  usaha dan mengupload  berkas
komitmen | melaks patungan  (joint  venture Persyaratan_administrasi dan
anakan PMDN dan PMA), komposisi teknis ke aplikasi SIMLALA
kewaiib sohsm  minmal 51 % 3. Berkas persyaratan yang telah
annya dikuasai  badan  usaha diupload perusahann akan dil
sesuni nasional; verifilasi oleh Pelaksana di
Izin ¢ memilili rencana usaha Subdit Pengembangan Usaha
¥ dan rencanal angkutan laut.
diberika pengoperasian kapal 4. Kesi Bimbingan Ussha dan
n. (shipping bussines Tarif Angkutan Laut meneliti
Perusah plan).dan ke benaran lokusmen
asn administrasi dan teknis yang
pemegan | 2) Persyaratan teknis: telah diupload.
I memilki  kapal bermotor 5. Kasubdit Pengembangan
SIUPAL (memiliki mesin penggerak Usaha  Angkutan Laut|
Waiib seniri) berbendera memeriksa dokumen
mengaju £ & persyaratan administrasi dan
ken :’"""""‘ yeog  lelkc:leut teknis yang telah diupload dan
alidasi ecgan ukuran paling kecil menginformasikan  kepadal
SIUPAL GT 175 secara kumulatf ; pemohon  untuk  membayar
setiap 2 atau PNBP.
tahun 6. Dircktur Lalu Lintas dan
sekali 2:memilli  kepel  tunds Angkutan  Leut  mengetahui

berbendera Indonesia yang.
loik laut paling sedikit 1
(satu) unit dengan ukuran
paling kecil GT 175; atau

(SIUPAL) dan/ atau Izin Operasi

Angkutan  Lant  Khusus

(SIOPSUS)pada aplikasi
IMLALA.

7. Diseletur Jenderal




3. memiliki tongkang bermotor Perhubungan Laut menyetujui]
(memiliki mesin penggerak Persetujuan Surat Izin Usaha
sendiri) berbendera Perusahinan tan Lot
Indonesia _yang laik laut (SIUPAL) dan/ atan Izin Operasi
paling sedikit | (satu) unit Angkutan  Laut  Khusus
dengan ukuran paling kecil (slomsjymin aplikasi
GT 175 dan dilampiri dengan
gambar Rencana Umum 8 Penwhon me lalukan
{Gem!rd Ammgemenv atau pembayaran PNBP  melalui
a tunda Sistem online SIMLALA
eahcortera Indonrsm yemg 9. Pemberian  mnomor  Surat
laik laut paling sedikit | Persetujuan Surat Izin Usaha
(satu) unit dengan daya Perusahaan  Angkutan  Laut
motor  penggerak  paling (SIUPAL) dan/ atan Izin Operasi
kecil 150 tenaga  kuda Angkutan  Lmut  Khusus
(TK/HP) ditambah  paling (SIOPSUS)pada aplikasi
sedikit 1 fsatu) unit tongkang. SIMLALA.
berukuran paling keail GT 10. Surat  Persetujuan  secara
175; atau otomatis akan terkirim online
5. Kepemilikan kapal ke sistem 0SS untuk
sebagaimana dimaksud butir diaktifkan Ijin Berusahanya
a.b.c dan d harus dapat 11 mencetak surat Persetujuan
dibuktikan melalui dokumen Surat Izin Usaha Perusahaan
grosse akta ki Anglutan  Laut  (SIUPAL)
6. Lak laut  seb ana dan/atau Iz Operasi
dimaksud butir 1. 2, 3 dan 4 Angleut Laut  Khusus
barus  dapat  dibuktikan (SIOPSUS) melalui  aplikasi
elalui: SIMLALA dasar
) surat ukur kapal yang penerbitan Surat Izin Usaha
masih berlaku; Perusahaan  Angkutan  Laut
b) Surat Tanda Kebangsann (SIUPAL)  dan/atau  kzin
kapal yang masih berlaku; Operasi  Angkutan  Laut
©) Sertifikat Guns Muat yang Khusus  (SIOPSUS)  di
masih be Kementerian Perhubungan
o) Sertificar  keselamatan 12. Pemohon / penanggung juwab
kapal yang masih berlaku; apat mendatangi
dan Kementerian  Perhubungan
¢) crewlist bagi  tongkang untuk mengambil Persetujuan
bermotor; SIUPAL dengan  membiwa
7. khusus untuk usaha parungan bukti Pembayaran ~PNEP
(l""" venture PMDN dan PMA), Pesetujuan Surat lzin Usaha
harus memiliki 1 fsa) unit Perusahaan  Anghutan  Laut
kapal ~bermotor berbenderal (SIUPAL)  dan/atau  Izin
Indonesia  dengan  ukuran| Operasi  Angkutan  Laut
paling kecil GT. 5000 dan Khusus (SIOPSUS)
digwaki  oleh  awak  kapal 13, Surat persetujuan digunakan
berkewarganegaraan Indonesia untk  Log in  dengan
yang dibuktikan  dengan menggunakan use: dan
dolumen password di simlala
1. grosse akta kapal: 14. Selanjutnya  menyampaikan
2. surat ukur kapal yang laporan/ notifikasi ~atas  izin
masih berlaku; yang telah diterbitkan kepada
3. Surat Tanda Kebangsasn Lembaga 0SS
Kapal yang masih berlaku
4. sertifikat keselamatan kapal
yang masih berlaku; dan
5. Sertifikat Klasifikasi kapal.
b, Tan  Opermsi | Lembaga Kepala 3 fga) jam |« Selama | I Sesuai 0SS Rp. 1. Petugas/ 3 Han Kerja | Bvaluasi SIOPSUS
Angkutan  Laut | 0SS Atas | Lembaga terhitung perusah | IL Persyaratan Lainnya: 500.000 Pejabat 30 Hari setiap 2
Khusus Nema 08s an | sej aan Gatu  juta | yang Kerja Tahun 1. Pemohon mengajukem
(SIOPSUS) Menteri Digen pemenuha | masih  |1) Persyaratan asi: lima  rams | Berkompet | - 20 Hari terhadap permohonan  ljin s
Perhubunga | n syarat ‘melaku memiliki  zin  usaha  atau| riburupiah) | en untuk pelaksannan Anglkutan Laut {Angkutan dil
n Laut wal kan rekomendasi  dari instansi. Pemenu n  Kegiatan Perairan) (SIUPAL)  dan/atau
lengkap kegiata pembina nunhn,mk ya; Izin Operasi tan  Laut
dan n b) memiliki pakng sedikit 1 Persyar Khusus (SIOPSUSJke aplikasi
diserahkan | usahan fsatu) orang tenaga ahli di atan SIMLALA setelah mendapatkan
nyasurat | ya . bidang pelayaran  atau - 5 Hari NIB  melalui  sistem  Online
pemyataa | masih per] dengan  berijazah Verifikasi Single Submission (OSS).
n memilik ANT Tl atau ATT 1l atau D 11 5 Huri 2. Pemohon menyampeikan surat
pemenuha | i kapal Perkapalan yang  dibuktikan Perbaikan permohonan kepada Direktur
n dan dengan salinan ijazah . Jenderal Perhubungan Laut|
Kkomitmen | melaks d.lk-gahsu oleh instansi yang dan  mengupload  berkas
anakan berwenang; Pessyaratan administrasi dan
kewajib ¢) khusus untuk usaha patungan teknis ke aplikasi SIMLALA.
annya Goint venture PUDN dan PMA), 3. Berkas persyaratan yang telah
sesuai komposisi saham minimal 51 % diupload perusahaan di
Izin dikuasai badan usaha nasional; verifikasi oleh Pelaksana di
yang d) memiliki rencana usaha dan Subdit Pengembangan Usaha
diberika rencana pengoperasian  kapal angkutan laut.
n. {bussines plan). 4. Kasi Bimbingan
Perusah Tarif Angkutan Laut meneliti
2)  Persyaratan teknis: ke benaran dokumen!
pemegan a. memiliki sedikit 1 administrasi dan teknis yang
fsatu) unit kapal |r|nh diupload.
SIUPAL berbendera Indonesia yang 5.
Wajib laik laut dengan ukuran Usulm Angkutan Laut|
mengaju dan tipe kapal memeriksa (ukl nen
kan disesunikan ~ dengan jenis persyaratan  administras:
validasi usaha pokoknya; teknis yang telah dm»lm-xd dan
SIUPAL b. Kepemilikan kapal dapat menginformasikan cpada
setinp 2 dibuktikan melalui: pemohon  untuk  membayar|
tahun 1) grosse akta kapal; FNEP.
sekali 2) surat ukur kepal yang 6. Direktur Lali  Lintas  dan
masih berlaku; Anglkutan  Laut  mengetahuil
3) Surat Tanda Kebangsaan Persetujuan Surat Izn Usaha
kspnlymgm&uh Perusahaan  Angkutan  Laut
(SIUPAL) dan/ atau Izin Operasi
4 mum.m keselamatan Angkutan  Laut  Khusus
kapal yang masih (SIOPSUS)pada aplikasi
berlaku; dan SIMLALA.
5) sertifikat klasifikasi kapal 7. Disektur Jenderal
jika kapal masuk klas Perhubungan Laut menyetujui
Pexsemjnm Surat Izin Usaha
ruschaan  Angkutan  Leut
(SIUPAL] dm/uau Izin Operasi
Khusus
gsmpsus]pndn aplikasi
SIMLALA.
8. Pemohon melalukan
pembayaran PNBP  melalui
Sistem online SIMLALA




Pemberian  nomor  Surat
Persetujuan Surat Izin Usahal
Perusahaan Angkutan  Laut|

(SIUPAL) danj atau Izin Operasi

utan Lout  Khusus
(SIOPSUS)pada aplikasi
SIMLALA.

0. Surat  Persetyjuan  secara

otomatis akan terkirim online
ke sistem 0SS untuk|
i Tjin Berusahanya

mencetak surat Persetujuan
Surat Izin Usaha Perusshaan
Angkutan  Leut  (SIUPAL)
danfatan  Izin  Operasi
Angkutan  Laut  Khusus

SIOPSUS) melalui  aplikas
SIMLALAse bagai dasar
penerbitan Surat Izin Usaha

su: Laut
SIUPAL)  dan/atau  Izin
Operasi  Angkutan  Laut
Khus: SIOPSUS)  di

Kementerian Perhubungan
2. Pemohon / penanggung jawab
dapat mendatang:
Kementerian  Perhubungan
untuk mengambil Persetujuan
SIUPAL dengan  membisea
Pembayaran  PNBP
Persetujuan Surat Izin Usaha
Perusahaan Ang

ighutan  Laut
SIUPAL)  danjatan  Izin
Operasi  Angkutan  Laut
Khusus (SIOPSUS).

3. Surat persetujuan digunakan
in  dengan

menggunakan usernume dan

posswe simlala.

4. Selanjutaya
laporan/ notif
yang telah d.lu'rbu.lmn epada
Lembaga 0SS

e empaan
pees

Tzin Usaha Angkutan | Pemda Gubemnur 3 (uga) jam | Izn T. Memilia NIB. PNEFP Petugas/ 3 (tiga) hari |1 Evaluasi | 1. Badan usaba mengajukan
ant Pelayaran atau terhitung | usaha 2. Memiliki kapal layar Pejabat kerja setisp 1 | permohonan kepada Gubernus
Rakyat (Angkutan Di Bupati/Wali | sej berlaku berbendera Indonesia yang laik yang (satu) atau  Bupati/Walikota  sesuai
vair Kota pemenuha | selama mt digerakkan Berkompet 7 hari Ketja [ Tabun dengan kewenangannya disertai
0 syarat | badan sepenubnya  dengan  tenaga en Dengan terhadap dengan dokumen persyaratan:
awal usaha angin. tahapan: pelaksann | 2. Berdasarkan permohonan,
lengkap masih 3. Memiliki kapal layar motor 1. Verifikasi Gubernur atau Bupati/ Walikota
dan menjala tradisional berbenddera dokumen |  Kegiatan sesuai dengan kewenangannya
diserabkan | nkan Indonesia  yang laik laut kelengka Usaha melakukan penelitian
nya surat | kegiatan berukuransampaidengan GT pan oleh persyaratan
pemyataa | usahany 500 dan digerakkan dengan persyarat | Gubernur |3, Dalam hal berdasarkan hasil
n a tenoga angin sebagai tenaga an IPeiabat penclitian  persyaratan  behum.
th, penggerak utama_dan_motor {dua) yang terpenuty,  Gubernur __atau
n schagm tenaga | penggerak han Gerwonan | Buped/ Wallkota sevuml dengm
komitmen bantu kesja: £ wenangannya mengembaliken
4. Memilli  kapal  motor 2. Permoho [2 Bvatuasi permohonan  secara tertulis
berheriders Ickiznsaia yao Jadk n terhadap kepada  pemohon  untk
erukuran GT 7 serta melengka | adanya melengkapi:
pn.lmg besar GT 35. i pelanggar | 4, Permohonan yang dikembaliken,
kekurang dapat diajukan kembali kepada
an kegiatan Gubernur atau Bupati/Walikota
persyarat usaha sesuai dengan kewenangannya
an pali dilaskukan | setelah permohonan dilengkapi:
lama 2 | oleh 5 Dalam  hal berdasarka  hosil
Petugas. penelitian  persyaratan
yang mpenuhi,  Gubernur  atau
berkompet |  Bupati/Walikota sesuai dengan
en poling | kewenangannya  menerbitkun
lama 7 | izinusaha
Heri Kerjn | 6. Selamjutnya  menyampaikan
laporem/ notifikasi atas zm yang,
3. Pengawas | telah diterbitkan ada
an Lembaga 0SS
dilakukan
Direktur
Jenderal
icje: Perhubun
Hubla gan Laut,
pali Pemerinta
lama 1 b Doerah
(dua) hari | dan
ketja Penyeleng
gara
Pelabuhan
setempat
Izin Usaha Jasa
Terkait  Dengan
Angkutan Di
Perairan, Meliputi:
T tzn Usaha
Banghac; * TMitng Pemerintah | Gubernur Selama |1 Sesuai 0SS Petugas/ 7 (wjuh) J. Evaluasi |1, Pemohon mengajukan
Barang; Daerah Melaluii 0SS | 1 (satu) | Menjalan Il Persyaratan Lain Pejabat hari Kegja sctigp 1 |  permohonan izin usaha melohui
melalui 0SS harikerja | kan 1. Akte penditisn perusahasn yang Dengan. (satu) aplikasi OSS;
Kegiatan yang didirikan kimsus untuk Berkompet tahapan: Tahun 2. Petugas yang berkompeten
Usahany kegiatan  usaha  bongkar en 1. Verifikasi terhadap melakukan verifikasi dokumen
a muat; dokumen |  pelaksann | permohonan, dan menyispkan
2. Hum‘l.ikx bukti kepemilikan kelengka asn dokumen izin usaha;
pat. usaha/scwa minimal Kegiatan (3, Pejabat  yang  berkompeten
Seloumn 2 ) Tebwun persyarat Us melakukann pomeri
3. Memilid Tenaga Ahli, dengan oleh dokumen izin ussha;
syarat minimal: (dua) hari Gubernur | 4. Gubernur/Pejabat yang
4. Pelsbuhan Utama : ANT II i [Pejabat berwenang ‘memberikan
dan/ atau DI 2. ¥ pemetujuan/ penolakan atas
Pelayaran/ Transpotrasi Laut injan berwenan Dokumen izin usaha,
5. Pelabuhan Pengumpul : ANT Lapanga e 5. Selanjutnya me nyampaikan
m dan/atau DI n lama 3 P Evaluasi laporan/notifikasi atas izin yang
Pelayaran/ Transpotrasi Laut, (samu) teshadap telah  diterbitken  kepada.
6. Pelabuhan L ANT han adanya




v dan/atau Dol pelanggar Tembaga 0SS
Pelayaran/ Transpotrasi Laut, an
7. Rekomendasi dari kegintan
Penyelenggara  Pelabuhan usaha
setempat: dilakukan
8. Persyaratan Teknis: oleh
« Forklife. Petugas
* Paller. = e
S erja; rkompet
% Ship sida. nel 4. Persetuju | en paling
* Rope sking; an/ Penol lama 7
« Rope net; akan Hari Ketja
« Wire net Gubernu Pengawas
T i an
lama 1| dilakukan
(dus) bari | Diseltur
kerja Jenderal
Perhubun
gan Laut,
Pemerinta
b Doerah
dan
Penyeleng
gara
Pelabubin
setempat
7.0zn Usaha Jasa
Pengurusan Pemerintah | Gubemnur Selama | Izin usaha perusahasn berbentuk Petugas/ 7 (mjub) [4 Bvalasi | 1. Pemohon mengajukan
Transportasi; Daerah 1 (satu) | Menjalan | patungan  @oint Venture) atau Pejabat hari Kerja setisp 2 permohonan Zzin usaha melahii
harikeria | kan Penanaman Modal Asing (PMA): yang Dengan (dua) aplikasi OSS;
Kegintan | 1. Sesusi 0SS Berkompet tahapen: Tabun 2.Petugas  yang  berkompeten
Usahany |1l Persyaratan lannya en 1. Verifikasi terhadap melakukan verifikasi dokumen
a ndirian  perusahann pelaksann permohonan, dan menyiapkan
yang didirikan khusus unutk dokumen izin usaha;
usaha  jasa  pengurusan Kegiatan | 3. Pejabat  yang  berkompeten
Usaha melakuk: pemeriksaan
oleh dokumen izin usaha;
Gubernur | 4, Gubernur/Pejabat yang
/Pejabat rwenang memberikan
2 pessetujuan/  penolakan  atas
Serikat) dan paling sediti berwenan okumen izin usaha,
25% (dun puluh lima per g 5. Selanjutnys  menyampaiken
seratus) dari modal dasar 5. Evaluasi laporan/notifikasi atas izin yang
ditempatkan _ dan terhadap telah  diterbitkan  kepada
disetor penuh dengan bukti adanya Lembaga 0SS
penyetoran yang ssh atau pelanggar
diaudit oleh kantor akuntan 3.
publik; ke giatan
Memildd bukti kepemiliken usaha
tempat usaha/sewa minimal dilakukan
2 {dua) Tahun; oleh
Memiliki  keterangan Petugas
tnggal  terbatas  dari yang
Kemenkumham bogi tenaga berkompet
ketja asing; 4 en paling
Memiliki izin lama 7
tennga Hari Kerja
erja asing dan Kementerian Gubernu |6, Pengawas
Ketenagakerjaan; © paling
Memiliki tenaga kerja ahli tama 1| dilakukan
WNI besijazahminimun D-III (dus) hari | Direktus
Pelayaran/ Maritim/ Penerban kesja. Jenderal
gan/ i/ IATA Perhubun
Diploma/ FIATA Diploma. S-1 gan Laut,
Logistk  atau  sertifikat Pemerinta
kompetensi profesi di bidang h Daerah
forwardes atau manajemen
supply chian atau sertidfikat Otoritas
ahli  kepabeanan  atau Transport
kepelabuhanan  falternatif i
atau kumulatif): setempat

1. Persyaratan Teknis:
1. Memiliki

atau  menguasai
kendaraam operasional
‘minimal roda 4 fempat) yang
ibuktikan ~ dengan
kepemilikan atau sewa yang
sah; dan

Memilikis sitem peralatan
perangkat lunak dan keras
serta sistem informasi dan
Komunikasi yamg terintegrasi

perkembangan teknologi.

Izin usaha perusahaan nasional
1. Sesusi 0SS
1L Persyaratan lainnya
1

Akte Pendirian perusahasn
yang didirikan khusus unutk

jasa  pengurusan
ansportasi;

Modal
1.200.000.000 (satu milyar
dua ratus lima pulh juta
rupish) dan paling sedikit
25% (dua puluh lma per
seratus) dari modal dasar
harus  ditempatkan  dan
disetor penuh dengan bukti
penyetoran yang sab atan
diaudit oleh kantor akuntan
publik;

Memiliki bukti kepemilikan
tempat usaha/ sewa minimal
2 (dus) Tahun,

Memiliki  keterangan  izin
tnggal  terbatas  dari
Kemenkumham bagi tenaga
kerja asing;

Memiliki izin




1. Persyaratan Teknis:
iy

memperkerjaken  tenaga
kerja asing dari Kementerian
Ketenngakerjnan;

Memiliki tenaga kerja ahli
WNI berijazah minimun D-TIT
Pelayaran/ Maritim/ Penerban
gan/ Transportasi/ IATA
Diploma/ FIATA Diploma. S-1
oo s

kompetensi profesi di bidang
forwarder atau manajemen
supply chian atau sertidfikat

kepabeanan  atau
kepelabuhanan  (alternatif
atan kumulatif)

atau  menguasai
kendarann operasional
minicial rode 4 empe) yog
dibuktikan  de

kepemilikan atau sewa ymg
sah: dan

Memilikis sitem  peralatan

perangkat lunak dan keras
serta sistem informasi dan

perkembangan teknologi.

3.Izin Usaba Tally

Mandiri; Pemerintah | Gubemnur Selama |1 Sesusi 088 Petugas/ 7 (mjub) [l Bvaluasi Pemohon mengajukan
Dacrah 1 (satu) Menjalan fI. vanmum Lain Pejabat ‘hari Kerja setiap permohionan Zzin usaha melalui
harikerja | kan Akte pendirian_perusshasn " Dengan figa) aplikasi OSS;
Kegiatan yang duticikan Kiiasus itk Berkompet an: bulan ,Petugas yang  berkompeten
Usahany kegiatan  usaha  Depo en 1. Verifikasi terhadap melakukar” verifikesi dolnmen
a Petikemas; dokumen pelaksann | permohonan, dan menyinpkan
2. Modal dasar paling sedikit kelenglka dokumen izin usaha;
Rp.20.000.000.000  {dua pan Kegiatan Pejabat  yang  herkompeten
puluh milyar rupiah) dan persyarat Usaba melakukann pemeriksasn
modal disetor oleh dokumen izin usaha;
Rp.5.000.000.000 flima (dug) hari | Gubernur | 4. Gubernur/Pejabat yang
milyar piah) yang kerja; /Pejabat berwenang mberikan
dibuktikan  dengan  bukti 2. Survey/T | yang persetujuan/ penolaken atas
setor ke bank nasional atau injens berwenan Dokumen izin usaha.
bank swasta nasional yang Lapanga g untuk Selanjutnya ‘menyampaikan
memiliki aset 0 lama 3 epo laporan/notifikasi atas izin yang
Rp.50.000.000.000 (lima (satu) Petikemas | telah  diterbitkan  kepada
pulub milyar rupiah); hari Lembaga 0SS
3. Persetujuan studi berada di
lingkungan  dari  instansi luar DLK:
pemerintah dacrah Pelabuhan
kabupaten/kota  setempat kelengka ;
dan provinsi untuk DK an Evaluasi
Jakarta, _termasuk syarat 1|  setiop 3
Snlrumiya s 2 totae: Toatu) figa)
4. Rekomendasi hasi bulan
dengan_rencana mm s Kerja; terhadap
wilayeh Kabupates/Lota dari 4. Persetuju | pe
Gubernur, an/ Penol aan
Walikota setempat; dan Kegiatan
5. kin  gengguan  dan Gubernu Usaha
perlindungan  masyarakat r paling | oleh
yang diterbitkan oleh pejabat lama 1 [ Gubermur
yang berwenang. (dua) hari | /Pejabat
6. Dalun hal rencana lokasi kerja yang,
depo peti kemas berada di berwenan
dalam  DLKr  pelabuhan, a0
dilengkapi ~ dengan Penyeleng
rekomendasi dari a
penyelenggara  pelabuhan Pelabnuha
setempat. o untuk
Depo
. Pereyoratan Tekni: Petikemas
Menguasai  lahan  paling yang
sedikit untuk jangka waktu 3 berada di
un - atau  mes i
lahan untuk Jokasi usaha DLEr
dengan luas paling sedikit Pelabuhan
5.000m* yeng  dibuktiken §
dengan  hak penguasaan
atan  kepemilikan  tanah Bualuasi
untuk usaha depo peti terhadap
kemas yang berada di huar adanya
DLKr  pelabuhan  yang pelanggar
diterbitkan  oleh  Badan
Pertahanan Nasional dan kegintan
menguasai lahan  sesuai usaha
kesjasama  dengan  Badan dilakukan
Usaha  Pelsbuban st oleh
operator untuk usaha depo Pev.uyu
peti kemas yang berada di
dalam DLEr pelabuhan; dan berkompet
2. Memilli atan  mengussai en paling
lahan penumpukan  yang 7
digunakan gan Heri
kemampusn  konstruksi Kerja
menampung beban sebagai
besikut: Pengawas
a)Minimal 4 (empat) tier peti
kemas kosong  (empty) dilakukan
dengan ukuran 20 feet, Direktus
bjMinimal 2 (dus) tier peti Jenderal
Perhubun
kemas  kosong  (empny) o Loutt,
dengan ukuran 20 feet. Pemesinta
3. Konstruksi lahan depo dapat b Duozah
menggunakan:
a.Paving; Penyeleug
b.Aspal; atan
c. Beton/ concrete. Pehbuhm
4. Memilki peralatan  paling

sedikit




a1 fsatu) unit reach stacker;

b1 fsatu) unit top loader;

©) 1 fsatu) unit side loader.

d)1 fsamu) unit forklift,

e)Fasilitas  perbaikan dan
perawatan peti kemas yang

M. atau 2 (dua) orang ahli
ketatalaksanaan atau
transportasi laut  berjjmzah
Diploma IN atau 2 (dua)
orang ahli yang sederajnt
dengan  pengalaman  kerja
paling sedikit 5 (lima) tahun
dalem pengelolamn depo peti
kemas dan tenaga survey
peti kemas yang memiliki
sertifikat  dari an
HNasional Sertifikat Profesi.

Izin usaha perusahasn berbentuk

patungan  (foint  Venture)  atam

Penanamen Modal Asing (PMA):

I SesuaiOSS

Il Persyaratan Lain:

1. Akte pendirian perusahann

yang didirikan khusus untuk
kegiatan  ussha  Depo
Petikemas;
Modal dasar paling sedikit
Rp.200.000.000.000  {dua
ratus milyar rupish) dan
modal disetor
Rp.50.000.000.000 (lima
pulub milyar rupish) yang
disetorkan ke bank nasional
atan bank swasta nasional
yang  dibuktikan ~dengan
bukti setor;

3. Memilild Tenaga Ahli paling

sedikit 3 (tiga) dengan

Kualifikasi Al

~

Ketatalaksanaan atau 2 (dua)
orang tenaga ehli dengan
pengalaman  kerja i
sedikit 5 (lma) Tahun dalam
bidang usaha petikemas;
4. Memiliki tennga ahli survey
petikemas  yang  memiliki
scrtifikat  dari  Badan
Nasional Sertifikasi Profesi;
Persetujuan studi
ling dan i

o

pemerintah daerah

dan _provinm untuk DKl
Jakarta, termasuk di
dalamnya kajian lodu lintas;

)

Rekomendasi  kesesuaian
dengan rencana tatn ruang
wilayah kabupaten/kota dari
Gubernur,  Bupati  atau
Walikota setempat; dan
8 kin an  dan
perlindungan  masyarakat
yang diterbitkan oleh pejabat
yang berwenmg.
9. Dalam hal rencana lokasi
depo peti kemns bernda di
dalam DLKr pelabuhan,
harus  dilengkapi  dengan

rekomendasi dari
penyelenggara  pelabuhan
setempat

L Persyaratan Teknis:
1. Me

sedikit untuk jangka wakt 3

o) tahun atau memiliki
lahan untuk lokasi usaha
dengan luas paling sedikit
5.000m yang dibuktikan

hak  penguasaan
atan  kepemilikan  tanah
untuk  ussha  depo  peti

DLKr  pelsbuban  yang
diterbitkan  oleh  Badan
Pertahanan  Nasional  dan
menguasai  lshan  sesusi
kerjasama  dengan  Badan
Usaha  Pelabuban  atan

dalam DLEr pelabuhan; dan
2. Memiliki atsu menguassi
lahan penumpukan yang

digunakan dengan
kemampuan  konstruksi
menampung beban sebagai
besilut.

o Minimal 4 (empat) tier peti
kemas  kosong  (empty)
dengan ukuran 20 feet;

b Minimal 2 (dua) tier peti
kemas  kosong  (empw)
dengan ukuran 20 feet

3. Konstruksi lahan depo dapat
menggunakan:

a Paving,

b.Aspal; atan

c. Beton/ concrete.




4. Memilla peralatan _ paling
sedikit:
a.1 fsatu) unit reach stacker;
b.1 fsatu) unit top loader;
c.1 faatu) unit side loader,
d.1 fsaru) unit forkiifs;
e Fasilitas perbaikan dan
perawatan peti kemas yang
memenuhi persyaratan.
.1zin Usaha Depo
Peti Kemas Pemerintah | Gubesnur Selama  [I Sesuai 0SS Petugas/ 7 (mjub) f. Bvalasi | 1, Pemohon mengajuken
Daerah 1 fsatu) | Menjalan fI. Persyaratan Lain Pejabat hari Kegja otisp 2|  permohonsn iin tiaaha melahii
harikerja | kan a.Akte pendirian perusaham yang yang Dengan {dus) aplikasi OSS;
Kegiatan didirikan khusus untuk kegiatan Berkompet tahapan. Tahun 2. Petugas  yang  berkompeten
Usahany usaha Tally Mandiri; en 1 terhadap melakukan verifikasi dokumen
a b.Memiliki peralatan, termasuk ﬁn“""m permohonan, ""“;""“"""k“"
peralatan  teknologi  informasi Kegiatan | 3, Pejabat  yang  berkompeten
ang digunaken; Usaha melakukann pemeriksaan
¢ Memiliki modal usaha, sebagai oleh dokumen izin usaha;
berikut: Gubernur | 4, Gubernur/Pejabat yang,
1) modal dasar paling sedikit / Pejabat berwenang memberikan
Rp.500.000.000 (lima ratus yang persetujuan/  penolakan  atas
juta  rupiah), untuk 2.8 :'r'enm : :)osu_n(;‘n izin usaha "

g Selanjutnys  menyampeikin
perusahaan yang melakukan Evaluasi lq:m,:nhzsuﬁkm: S yang
kegiatan tally di pelabuhan teshadip telah  diterbitkan  kepada
utama; adanya Lembaga 0SS

2) modal dasar paling sedikit pelanggar
Rp.250.000.000 (dua ratus 4
lma pulub juta  rupiah), 3. "’K'l"""
untuk  perusahaan  yang :;" mkm
melnkukan kegiatan tally di oleh
pelabuhan pengumpul; Potuges
3) modal dasar disesuaikan ang,
dengan kondisi pelabuhan berkompet
setempat, untuk perusahasn en
yang melakukan kegiatan 4 ﬂ: 7
di pelabuhan Kerja;
pengumpan pengumpan. Pengawas
d.Memiliki tenaga ahli di bidang an
tally, sebagai berikut: dilakukan
1) Paling sedikit 1 (satu) orang
dengan  kualifikasi  Ahl Jenderal
Neutika Ti I, atan  shli oo
kepelabuhanan dan ooy
Pelayaran  berjjazah D IV, h Deerah
atma  Strata  Satu  (S1)
tansportasi laut  atau Penycleng
sederajar, untuk perusshaan a
yang melakukan kegiatan Pelabuhan
tally di pelabuhan utama;
7) Paling sedikit 1 (satu) orang,
dengan  kualifikasi  Ahli
Nautika Tk I atau shli
kepelabuhanan dan
Pelayaran berijazah D III,
atan  sederajar,  untuk
perusahamn yang melakukan
kegiatan tally di pelabuhan
pengumpul;
3) Tenaga ahli disesuaikan
dengan kondisi pelabuhan
setempat, untuk perusahaan
yang melakukan kegiatan
tally  di  pelabuhan
Pengumpan pengumpan;
4) Rekomendasi dari
penyelenggara  pelabuhan
dan  esosiasi tally di
pelabuhan setempat.
5. Perawatan_ dan 7 fjub)
Perbaikan Kapal | Pemerintah | Bupati/Wali | 3 Jam Selama s 0SS Rp. 0 Petugas/ hari Kerjn Bualuasi | 1. Pemohon mengsiukin
Daerah kot Menjolan JI. Persyaratan Lain Pejabat Dengan setiap 2 | permohonmn izin usaha melalui
kan aAkte pendirian perusahaan yang yang an: {dua) aplikasi OSS;
Kegiatan | didirikan khusus untuk kegiatan Berkompet 1. Verifikesi | Tahun 2. Petugns  yeng  berkompeten
Usahany |  \igaha perawatan dan perbeiken en dokumen |  terhadap melakukan verifikasi do}
a Coonl: kelengka pelaksann | permohonan, dan menyinpkan
apal; 5
b Memiliki modal usaha, beverst | Sopatan | 5 Pejtber yoos. hedicmpeten
¢ Memiliki tensga shli di bidang an Usaba melakukann
perawatan dan perbaikan kapal; (dua) oleh en izin usaha;
d.Survey Lapangan (pengecekan hasti Bupati/W | 4. Bupati/ Welikota/ Pejabat yeng
persyaratan teknis) kerja; alikota/Pe | berwenang ‘memberikan
s jabat yang | pessetujuan/ penolakan atas
berwenan Dokumen izin usaha,

g 5.Selanjutnya  menyampaikan

Bualuasi laporan/ notifikesi atas izin yang

terhadap to diterbitkan  kepada

adanya Lembaga 0SS

pelanggar

kegiatan

usaha

dilakukan

oleh

Petugas

yang

3 berkompet
4. Persetuju en paling
an/Penol | lama 7
akan Hari
Gubernu Kerja:
1 paling Pengawas
1 an
(dun) bari | diiakukan




ena Pemermta
h Daerah
6. Penyewann A 7 (tuju) ban
Peralatan Pemerintah | Gubernur | 3 Jam Selama  [L Sesuai 0SS Rp. 0 Perugas/ erja Bvaluasi | 1. Pemohon mengajukan
Angkutan  Lant | Daerah Menjalan I Persyaratan Lain Pejabat Dengan setiop 2 | permohonan win usaha melahi
atan  Peralatan kan a.Akte pendirian perusahaan yang yang an: (dua) aplikasi 0SS
Jusa Terkait Kegitan | didirikan khusus untuk kegiatan Berkompet 1. Verifikesi | Tahun 2 Petugns  yang_ berkompeten
dengan Angkutan Usahany | usaha  Penyewaan Peralatan en terhadap melakukan verifikasi dokumen
Pt o Angkutan Laut atau Peralatan pelsiuann zx;":"‘:':‘n “‘:‘:‘;m_"’""""”“‘"
Jesa Terkeit dengen Angkutan Kegiatan | 3.Pejabat yang berkompeten
Laut; Usaha melakukann pemeriksaan
b.Memiliki modal usaha, oleh dokumen izin usaha;
c.Memiliki tenaga ahli di bidang Gubernur | 4. Gubernur/ Pejabit yang
Penyewaan Peralatan Angutan [ Pejabat berwenimg memberikan
Laut atau Peralatan Jasa Terkait e yang persetujuan/ penolakan  atas
Jingas ai ot berwenim Dokumen izin usaha.
Anglo ' g 5.Selanjutnya  menyampaikan
d.Survey Lapangan (pengeceken 2 Evaluasi laporan/notifikasi atas izin yang
persyaratan teknis) terhadap telah  diterbitkan kepada
adanya Lembaga 0SS
; pelanggar
3. Verifikasi
kegintan
usaha
dilalaukin
oleh
Potugas
yang
erkompet
a. en  paling
anfPenol | lama 7
akan Hari
Gubemnu Keja,
r paling Pengawas
lama 1 an
(dun) bari | dilakukan
kerja Pemerinta
h Dacrah
7. Angiutan Porairan B 7 (oajuh)
Pelabuhan Pemerintah | Gubernur | 3 Jam Sclama |1 Sesuai 0SS Rp.0 Petugas/ hari Kerjn Evaluasi | 1. Pemohon mengajukan
Dacrah Menjalan fI. Persyaratan Lain Pejabat Dengan setiap 2 |  permohonan in usaha melalui
kan a.Akte pendirian perusshasn yang, yang tahapen: {dus) aplikasi OSS;
Kegintan | didirikan khusus untuk kegiatan Berkompet 1. Verifkasi |  Tahun 2. Petugns  yang  herkompeten
Usshany | yesha  Angkutan  Perairan en dokumen | terhadap melakukan verifikasi dokumen
a ol kelengka |  pelaksann |  permohonan, dan menyiapkan
) pan aan dokumen izin usaha;
b.Memiliki modal usaha, persyarat Kegiatan | 3.Pejabat yang berkompeten
c.Memiliki tenaga ahli di bidang Usaha mel ann pemeriksaan
Angkutan Perairan Pelabuhan; (dus) oleh dokumen izin usaha;
d.Survey Lapangan (pengecekan hari Gubernur | 4. Gubernur/Pejabat yang
perayacatas telaxid) kerja; [Pejabat berwenang ‘memberikan
2. Survey/T i persetujuan/ penolaken  atas
injaux berwenan | Dokumen izin usaha,
Lapanga e 5. Selang
 lama 3 |2 Evaluas Taporan/ notifikns: atas 7 yang
(saru) techadap telah  ditesbitkan  kepada
hari ndanyn Lembaga 0SS
kerj pelanggar
3. Verifikasi
i kegintan
kelengka | usaha
pan dilakukan
syarat 1| oleh
{saru) Petugas
yang
kerja; berkompet
4. Persetuju [ en palmg
anfPenol | lama 7
akan Hari
Gubernu | Kerja:
+ paling |3 Pengewas
lama 1|
(dus) hari | dilakukan
kerin Pemerinta
h Dacrah
2. 1ZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
y Lembaga ’ . Waktu
Perzzinan Berusaha Pojabat Yang | Waktu Pejabat Yang Masa ;
No Ym: Dilnksanalon M“:::i';km Menandatanga | Proses B:“”"‘ Persyaratan Biaya Verifikasi Checklist }’E;‘:}:”“ Pengawassn Tata Cara Pengajuan
lelalui Oss® rre ni ki Persyaratan
T | Porsetujuan Kementerian | Montert o Pengevaluasi Paling T. Pemohon ‘mengaukan
el sesuni Persyaratan: 5.000.000 | Persyaratan ! 7 ‘permohonan juan
Asing (IPKA) n 3 figs) | perseruj I. Rencana  ketja  yang | (ma juta | Data  dan {twjub) hari | Monitoring dan Penggunaan Kapal Asing (IPKA)
jam uan dilengkapi dengan jadwal | rupish) | Laporan keria evaluasi kepada Menteri c.q Direktur
penggun dan wilayah kerja kegiatan Anglautan setelah wilayah  kerja Jenderal.
aon IPKA yong  ditandai  dengan Laut Khusus dokumen | IPKA,  dalam | 2. Pengevalunsi Persyaratan Datn
koordinat geografis. dilengkapi lengkap | hal IPKA lebih dan Laporan Angkutan Laut
2. Charter Party, Izin Usaha dengan sesuni dari | tahun Khusus  meneliti  kebenaran
Perusahnan Anglutan Laut kompetensi persyarata | pengawasan dolumen persyaratan.
Nasional (SIUPAL) dengan Ketatalaksan 0 des dilakukan oleh | 3. Kasi Angkutan Lant  Khusus
pemilik aan Disjen  paling meneliti kebenaran  dokumen
kontrak  kerja  dan/atau anglutan sebagai lama 6 bulan persyaratan
Letter of intent (LOI) dari Inut berikut: sekali 4. Knsubdit Anglutan Laut Khusus
pemben kegja dan  Usaha Jasa  Terkait
3. Copy Surat Izin Usaha Verifikasi memeriksa dokumen
Perusahaan Angkutan Laut dokumen persyaratan dan menentukan
(SIUPAL)  dI Legalisir/ melahsi jadwal rapat evaluasi perihal
Endorsment pembahns ketersedinan kapal berbendera
4. Copy Sertifikat  Tanda an  yang Indonesia sejenis.
kebangsann/ Pendaftaran ‘melibatka 5. Dircktur Lalu  Lintas  dan
Kapal: n instansi Angkutan  Laut  menerbitkan
5 Copy sestifikat pemerinta Hasil _Berita _Acara _Rapat




kesclamatan; T evaluns,
6. Copy sel keamanan dan/ atan 6. Sekretaris Direktorat Jenderal
kapal ISSC/ISPS CODE); stakehold Perhubungan  Lout  menchiti
7. Copy sertfikat pence er terkait benaran dokumen
pencemaran P persyaratan dan Berita Acara
8. Copy sertifikat Kklasifikasi lama 2 Rapat,
kapal: hari 7. Direktur Jenderal Perhubungan
9. Copy daftar/sijil  awak dengan Laut  meneliti  kebenaran
n _ persyaratan  dan
10.Dokumen  pengumuman o berita Rapat Tim Evahiasi
lelang  atau bukti acara 5 T evlumsi tedin  dan
pelelangan  penggunaan perbaikan Direktorat Lalu  Lintas dan
kapal berbendera dan/ ate Angkutan  Laut,  Dircktorat
Indonesi persetuju Kepelabuhanan. irelctorat
11.Sarat  dukungan  dari an  atan Kenavigasian, Direktorat
Eeminmois] - instacel penolakan Kesatuan Penjagaan Leut dan
pembina terkait dan/ atau Pantai, Biro Hukum Kemenhub,
mstansi permll.k pekerjann Dalam hal Bagion Hukum Sesditien Hubla,
perbaikan DPP INSA, Instansi Pemerintah,
pelaku terkait (SKK Migas, Kominfo
usaha Kementerian  ESDM).
diberikan Pemilik Pekerjaan, Perusahaan
waktu Angkutan Lt (Pemilik
paling SIUPAL) Stakeholder lainnya.
lema 3 9. Kepala Bio Hukum meneliti
hari kebenaran dokumen
untuk persyaratan den menerbitkan
penyempu Draft Persetujuan Penggunann
" Kapal Asing (PKA)
. Paling 10. Direktur Jenderal Perhubungan
lama 2 mengetahui drafl Persetujuan
i Penggunaan Kapal Asing (IPKA)
Dirjen 11 Sekretaris Jenderal Kem
Hubla Perbubungsn Menyetuj
‘melakuka rsetujuan Penggunann Kapal
n proses Asing (IPKA)
persetuju 12. Menteri Perhubungan menyetujui
an Persetujuan Penggunasn Kepal
Asing (IPKA)
13 Biro Hukum Kemenhub memberi
nomor Persetujuan Penggunaan
Kapal  As (PKA)  pada
aplikasi sistem  Online  Single
Submission (0SS)
14. Biro Hukum menyampaikan
persetujuan Menhub kepada
Ditjen Hubla
15. Ditjon Hubla menyampaikan
notifikasi melalui Sistem 0SS
yang tesintegrasi dengan Sistem
Kementerian Perhubungan;
Persctujuan Rencana | Kementran | Kasubdit Maksima | & Surat Permohonan RPK dan | Rp Pengevaluas: Waib T. Pemohon ‘mengajukan
Pengoperasian Kapal | Perhubunga Angkuum Laut | Paling 13 (tiga) RPK sebelumnya bagi yang | 100.000 | Kepala Seksi 2 {dua)
Pada Teayek Tidak [0 noma | lama 1 | bulan telah mengaj (lseratus | dan Kasubdit hari Voyage Report Bencenn_ Perguperosim  Hapel
Tetap dan  Tidak D..,m hari b Foto Knpl&upal/&opsus sibu per Bulan Pada Trayek Tidsk Tetap dan
Tefatii _ Adgkaitan perhubungan sesuai | c.  Salinan Spe rupiah) kemampuan Tidak Teratur Angkutan Leut
Taut Dalam HNegert Laut persctuj | . Surat Docking (diperiukan T, Dalam Tegen (Tranpen melalui
(Trampen) uan apabila kapalperhu docking) Ketatalaksan aplikasi 0SS,
Rencana | e, Dokumen untuk pengangkut am  dan 2. Petugas  yang  berkompeten
Pengoper barubara/bahan berbahaya Anglutan melakukan ~ verifikasi dokumen
asian yang dikeluarkan oleh Laut permohonan, dan  menyiapkan
Kapal kementerian terkait [Netikn/ Te dokumen Persetujuan Rencana
Pada knika. Pengoperasian Kapal Pada Trayek
Trayck Tidak Tetap dan Tidak Teratur
Tidak Angkutan Laut Dalam Negeri
Tetap (amper
dan 3. Kowi Bimbingan Usaha dan Tarif
Tidak tan  Laut  memeriksa
Teratur dolumen  Persetujuan Rencena
Angkuta Pengoperasian Kapal Pada Trayek
n  Laut Tidak Tetap dan Tidak Teratur
Dalam Angkutan Laut Dalam Negeri
Negeri (Trampen);
(Dramper 4. Kasubdit pengembangan Usaha
) tan Laut Surat keterangan
spesifikasi  kapal  dokumen
Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal Pada Trayek
Tidak Tetap dom Tidak Teratur
Angkutan  Laut Dalam  HNegeri
(Tramper);

5. Direktur  Lalu L dan
Angkutan  Laut  memberikin
persetujuan/  penolakan  atas
Dokumen Persetujusn Rencena
Pengoperasian Kapal Pada Trayek
Tidak Tetap dan Tidak Teratur
Angkutan  Laut Dalam  Negeri
(1am,

6. Diien Hubla menyampaikan
laporan notifikasi atas Zin yang
telah  diterbitken  kepada
Lembaga 0SS

Fersetujuan Kementerian | AN DIFERTUR T. Surat permohonan PREA FNBP: Pengevaluas: paling T Koordinasi | 1. Pemohon ‘mengajukan
Pemberitahuan Perhubunga | JENDERAL 3 figs) | sesuai 2. Copy SIUPAL/ 500.000 Persyaratan lama dengan KSOP permohonan Persetujuan
Keagenan n TEuEunGAN | jom persetuj SIOPSUS/SIUPKK (PKKA Data  dan (satu) hari | terkait Pemberitahuan Keagenan
Asing (PKKA) U mwp v uan Copy Agency Agreement atau | Tramper) | Laporan 2 Monitoring Asing (PKKA) ke aplikes sistem
PKKA Letter of Appointment & Angleu Check and The Oniine Single Submission (OSS).
mmnrrm u\u’r 4. Copy Ce 1.000.000 | Laut  Luar Spot keagenan | 2. Pengevaluasi Persyaratan Data
KASUBDIT Classification (PKKA Negeri Kapal Asing dan Leporan Angkutan Laut
ANGKUTAN LAUT 5. Copy Certicate of Rtgmtry Lintas ileng} Luar Negeri meneliti kebenaran
LUAR NEGERI 6. Copy CSO, ISSC, S Batas) dengan dokumen persyaratan.
7. Copy Crew List kompetensi 3. Kasi Angkutan Laut Laut Luar
8 Copy RPT Angkutan Laut Kef an Negeri meneliti  kebenaran
Dalam Negesi atau Khusus aan dokumen persyaratan,
yang masih berlaku angkutan 4. Kosubdit Angkutan Laut Laut
9. Copy IOPP, CAS (Kapal laut war  Negeri  memeriksa
Tanker diatas 25 Tahun yang dokumen  persyaratan  dan
mengangkut OIL) Menyetujui  Draft Persetujuan
10, Copy Spesifiknsi Kapal Milik Pemberitahuan Keagenan Kapal
11. Copy Surat Persetujuan Asing (PKKA)
Impor Beras dari BULOG 5. Ditjen Hubla menysmpukan
12, Surat Pernyataan Mengikuti laposan/ notifikasi




Besaran THC dan BL Fee

yang telah_diterbitkan_ kepada

funtuk anglutan peti Lembaga 0SS
kemas/ container)
13. Copy Shipper Instruction
(Khusus Kapal Muatan
Batubara)
14. Copy COF (khusus Kapal
Tanker muatan Chemical)
15. Copy PPKM untuk Angkutan
Laut Luar Negeri yang masih
berlaku
16. Copy Surat Keterangan
Docking dari Galangan Kapal
17. Copy Surat TNI / Polri Untuk
Bahan Peledak
18. Copy Surat Kemendag Untuk
Gula Dan Garam
19, ITC kapal > GT 5000)
20. Copy SIKPI (Khusus Kapal
Pengangkut Tkan)
21. Copy ET (Khusus Kapal
Muatan Batubara)
22. Copy CAIT (Khusus Kapal
Wisata [ PBA)
Persetujuan Kementorian | AN DIRERTUR Selama Persyaratan: - T. Petugas T. Evaluasi T Pemohon ‘mengajukan
Keagenan Kapal Perhubunga | JENDERAL 1 (sat) | Melaksa LAkta Pendirian Perusahasn ang 7 hari setiap 2 permohonan persetujuan
(SIUPKK) n PRmAUENaA | net an Khusus dibidang Keagenan Berkompet Kesia T keagenan kapal (Usaha Keagenan
BOREKTUR LALU Kegiatan Kapal ) en Dengan terhadap Kapal) melalui aplikasi 0SS,
s AN Usshann | 2.Bukti  kepemilikan  tempat 2. Kepala aspan: pelaksan |2. Petugas  yang  berkompeten
ANGKUTAN LAUT ya usaha sewa minimal 2 (dua) Seksi 1. Vesifika melakukan  verifikasi dokumen
tahun; Usaha si Kegiten | pormohonen, den menyispken
3.Jjazah tenaga ahli minimol Jasa dokum Usaha kumen  Perse agenan
ANT . 1 Terkait en 2. Bvaluasi Kapal (Usaha Keagenan Kapal]
Ketatalsksanas 3. Kepala kelengk terhadap |3, Kesi  Usaha  Jasa  terkait
/Transportasi Sub ay adanya memeriksa dokumen Persetujuan
4.Susat Referensi Bank Disektorat persyar pelanggara Kesgenan Kapal (Usaha Keagenan
5.Surae penganghatan. schagai Ankgutan atan 2 n kegiatan | Kapal);
tenaga ab Lant (dus) usaha . Kasubdit Anglutan Lant Khusus
6.Surat pe kerj Khusus hari if dan  Usabn  Jasa  Terkait
tensga shli 2 Tahun pada dan Ussha kesja oleh memeriksa dokumen Persetujuan
perusahaan pelayaran Jasa 2. Permoh Petugas Keagenan Kapal (Usaha Keagenan
7.lventarisasi s Terknit on ):
prasarana kantor. 4. Disekmus melengk berkompete |5. Direktur  Lalu  Lintas  dan
Lalu api P Angutan  Laut  memberikan
Lintas dan kekuran lama 7 Hari | persetjuan/  penolak;
Anglutan gan Kesja n Persetujuan
Laut persyar | 3. Pengawasa Persetujuan  Keagenan  Kapal
atan ) (Ussha Keagenan Kapal).
paling 6. Ditien  Hubla  menyampaikan
lama 2 Direkrur no atas izn yang
(dua) Jenderal el e kepada Lembagn
hari Perhubung
kenja; an Laut
3. Verifika dan
51 akiir Penyelengg
Kelengk ara
Pelabuhan
syasat 2 setempat
(dua)
hari
ketja;
4. Persetuj
uan/ Pe
nolakan
Dirjen
Hubla
paling
lama 1
(dua)
kerin
Keterangan Kementerion | A1~ TIRERTUR Selama | I. Rp. Petugas/ 2 (dua) Evaluasi setiap | 1, Pemohon ‘mengajukan
Perubahan  Pada | Perhubunga ;2'; o 3 figa) | Melnksa | 2. SIUPAL/SIOPSUS . Pejabat yang hari kerja 2 Tahun permohonan persetijuen
SIUPAL v [ n i jam ke 3. Rotaris pengacigketsn | {dna ratus' | Berkompeten terhadap Keterangan  Perubahan
SOPaL: BRERTUR Ly Kegi penanggungjawab yang baru | lima SIUPAL dan SIOPSUS meldm
LINTAS TN Usalumn | 4. KTP Penangggungiowab yeng | puluh Kegintan aplikasi 0SS;
ANGKUTAN LAUT ya baru ribu Usaha 2.Petugas  yang  berkompeten
5. Domisili rupiah) melakukan  verifikasi  dokumen
6. NPWP permobonan, den  menpispken
7. IMTA apabila rangan Perubshan

penanggungjiwabnys WNA

Kete
Pada STUPAL dun SIOPSUS;
3.Kasi Bimbingan Usaha dan Tarif
Angkutan  Laut  memeriksa
dokumen Persetujuan Keterangan
Perubohan  Pada  SIUPAL dan
SIOPSUS;
4.Kasubdit pengembangan Usaha

Anglutan Laut Surat keterangan
spesifikasi dokumen
Persetujuan Keterangan
Perubohan Pada  SIUPAL  dan
SIOPSUS;
5 Diektur  lalu  Lintas  dan
ton  Laut  memberikan
persetnjuan/  penolskan  atas
Dokumen Perseupum
Persetujuan angan
Perubotan Padn SIOPAL e
SIOPSUS.
6 Ditien  Hubla  menyampaikan

Inporan/ notifikasi atas izn yang,
telah diterbitkan kepada Lembaga
oss

Sertifikasi di Bidang
Lali  Lintas  d
Anglutan
meliputi

Laut,




a

Surat

Kementerian

Direktur Jenderal

apesifiknsi
kapal

n

Laut
Dissketur Lalu
Lintas Dan
Angutan Laut

1 {sat)
hari

ERETEPISES

Permohonan
SIUPAL/SIOPSUS

Gross Akte Kapal

Surat Keselamatan Kapal

Shipparticular

Rp.
100.000

Petugas/
Pejabat yang
Berkompeten

3 2 (dua)
Hari Kegja

T Pemohon Tmengaukan

o

permohonan  Surat  keterangan
spesifikesi kepal melalui aplikasi
oss;

Petugas  yang _ herkompeten
melakukan  verifikasi dokumen

permohonan, dan  menyiapkan
dokumen  Surat  keterangan

keterangan spesifikasi kapal;

Kessubdit pengembangan  Usaha

Anglutan  Laut  memberikan
persetuan/  penolnkan  utas
Dokumen Persetujuan
Persetujuan  Surat keterangan
spesifikesi kapal;

Ditien  Hubla  menyampaikan
laporan/ notifikasi atas izin yang
telah diterbitkan kepada Lembaga
0ss

angkutan  laut
dalam negeri

Kementerian
Perhubunga
n

Rasubdit
Anglutan Laut
atas  nama
Dirjen
perhubungan

Laut

1 (sata)
Hari

kerja

Maksima
13 (tga)

bulan

sancp

Surat Permohonan RPK
Foto Kopi Siupal/ Siopsus
Salinan Spek Ka

batubara/bahan berbahaya

Rp.
100.000
(lseratus,

rupiah)

T (sam)
hai kerja

Waih
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rencana  pengoperasion  kapal
pada trayek tetap dan teratur
angkutan laut  dalam  negeri
‘melalui aplikasi 0SS;

Petugas  yang  berkompeten
melakukan ~ verifikasi dokumen
permohonan, dan  menyiapkan
dokumen  Persetujuan rencana
pengoperasian kapal pada trayek
tetap dan teratur angkutan laut
dalam negeri ;

Kasi liner subdit anglautan dalam
negeri terkait memeriksa Surat
ketesangan  pembukasn  kantor
cabang;

Kasubdit Angkutan Leut Dalam
Negeri Angkutan Laut
‘memberikan persetyjuan/
penolakan  atas  Dokumen
Persetujuan rencana
pengoperasian kapal pada trayek
tetap dan teratur angkutan lant
dalam negeri;

Diien Hubla menyampaikan
laporan notifikasi atas in yang
telah  diterbitkan  kepada
Lembaga 0SS

Persetujuan
pengoperasian
kapal nasional
fopkn)  untuk
anglutan  lant
luar negeri

Kementrian
Perhubunga
n

AN_DIRERTUR

Ji RA

FERHUBUNGAN
T

DIREKTUR LALL
LINTAS DAN

ANGKUTAN LAUT

KASUBDIT
ANGKUTAN LAUT
LUAR NEGERI

& s

mNow

Surat permohonan PPRN
Copy SIUPAL / SIOPSUS
Copy Agency Agrecment
atau Letter of Appointment
Copy Certifikat of
Classication

Copy Certifikat of Registry
Copy Spek Kapal

Jadwal Kegiatan

Daftar Awak Kapal (Crew
List )

1 (satu)
hari kerja

Pemohon mengajukan
permohonan Persetujuan
pengoperasian kapal nasional
ippkn) unt laut
luar negen ke mphkesi sistem
Onii Single  Submission
(0s8)

Pengevalunsi Persyaratan Data
dan Leporan Anglutan Laut
Luar Negeri meneliti kebenaran
dokumen persynratin.

Kasubdit Angkutan Laut Laut
Luar  Negeri  memeriksa
dokumen  persyaratan  dan
Menyetujui Draft Persetujuan
pengoperasian kapal nasional
(ppkn) untuk angkutan laut
luar negeri;

Ditien Hubla menyampaikan
laporan/ notifikasi  atas  zin
yang telah diterbitkan kepada
Lembaga 0SS

d.

Surat

Kementrian

AN DIRERTUR

pembulcien

kantor cabang

JENDERAL
7R GAN
LAUT

DAREKTUR LALL
LINTA:
ANGKUTAN LAUT

3 figa)
jom

Selama
Melaksa
naken
Kegiatan

ya

AN B

Permohonan

SIUPAL/ SIOPSUS

Surat Rekomendasi dari UPT

setempat

RPK

Surat Pengangkatan KC deari
Tusahann

Pes

KTP KC
Domisili
NPWP

Rp.
500.000

Petugas]

Berkompeten

2 (dua)
Hari Kerj
Dengan
tahapan:

1. Verifikasi
dokumen
kelengkap
an
persyarata
n 1 (sam)
hari;

Surat
Persctujua
n

"~ Pemohon mengankan
B

Voyage Report
per Bulan
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@

urat
pembukesn  kantor  cabang
‘melalui aplikasi 0SS:

Petugas  yang  berkompeten
melakukan  verifikasi  dokumen
permohonan, dan  menyiapkan
dokumen  Surat  keterangan
spesifikesi kapal;

Kasi Bimbingan Usaha dan Tarif
Angkutan Laut terkait memeriksa
Surat  keterangan  pembukaan
kantor cabang;

Kasubdit pengembangan Usaha
Angkutan  Laut  memberikan

Persetujuan  Surat  keterangan
spesifikasi kapal;

Dien  Hubla menyampaikan
laporan/ notifikasi ates izin yang
teloh  diterbitkan  kepada
Lembaga 0SS

Kementrian
Perhubunga
n

AN, DIREKTUR
JENDERAL
FERHUBUNGAN
ITCa
DIREKTUR LALU

LINTAS DAN
ANGKUTAN LAUT

3 (tiga)
jam

1 Tahun)

I, SesusiOSS
I Syarat Lainnya

Surat  penunjukan  dari
perwakilan
Perusshaan Angkutan Laut

Petugas/
Pejabat yang
Berkompeten

Weib
‘melampirkan
Voyage Report
per Bulan

Pemohon ‘mengajukan

of
Owners Representative (COR)
untuk  angkutan laut  huar
negesi ke aplikasi sistem Online




Nouaw

Asing

Kartu Izin Tinggal Sementara

Pas Foto

Daftar riwayat hidup

Surat Keterangan Domisili
alinan Serifikat Keahhan

NPWP yang masih beaku

dan Surat Pelunasan Pajak

Single Submission (08S).
Pengevaluasi Persyaratan Data
dan Laporan Angkutan Laut
Luar Negeri meneliti kebenaran
dokumen persyaratan.

Kasi Anglutan Leut Laut Luar
Negeri ~meneliti

dokumen persyaratan,

Kasubdit Angkutan Laut Laut
Luar  MNegeri  memeriksa
dokumen  persyaratan  dan
Menyetujui Draft. Certificate Of
Owner's Representative (COR)
untuk  angkutan laut  har
negen

Ditjen  Hubla menynmpmkml
laporan/ notifikasi _ atas

yang, tlah diterbitkan kepada
Lembaga 0SS

Fersetujuan
deviasi/ omisi/

substitusi

Kementrian
Perhubunga
n

A Direktr
Jenderal
Perhubungan
Laut
Direktur Lelu
An,)(ulmll,nul

Kasubdu
Anglutan Laut

Maksima
13 (dga)
bulin

aoen

Surat Permohonan RPK Rp.
Foto Kopi Siupal/ Siopsus 100.000
Salinan Spek Kapal (Iseratus
RPK Sebelumnya ribu
rupish)

Pengevaluasi,
Kepala Seksi
dim Kasubdit
memiliki
kemenpuan
l\:lmlnka.n
dan

Aogkatid

Laut
/Natika/Te
knika

T (sam)
hari kesja

Waib

Pemohon ‘mengajukan

Voyage Report
per Bulan
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devinsi/ omisi/ substitusi melahui
aplikasi OSS;

Petugas  yang  berkompeten
melakukan  wrifkesi dokumen
permohonan, dan menyiapkan
dokumen  Persetujuan deviasi/
omisi/ substitusi,

Kasi liner subdit angkutan dalam
negeri terkait memeriksa
Persetujuan  deviasi/  omisi/
substitusi;

penolakan  atas  Dokumen
Persetujuan  deviasi/  omisi/
substitusi;
Dien  Hubla menyampaikan
laporan/ notifikasi atas in yang
twlah  dite

Lembaga 0SS

Persetujuan
penambahan
pelabuhan

singgah/
ugensi muatan

Kementeran
rhubunga

AN Direktr
Jenderal
Perhubungan
Laut
Direkrur  Lalu
Lintas  Dan
Anglutan Laut
Ub.

Kasubdit
Angkutan Laut

1 (satu)
ari

kerja

Maksima

13 (dga)
bulan

anop

Surat Permohonan RPK Rp-

Salinan Spek Kapal (lserats
RPK Schelumnya ribu
rupiah)

Pengevaluasi,

T (sam)
hari kerja

Wb

" Pemohon mengajukan

Voyage Report
per Bulan

o

penambahan pelabuhan singgah/
urgensi muatan  melalui aplikasi
0ss;

Petgas  yang  berkompeten
melakukan * verifikasi - dokumen
permohonan,  dan mny‘apkm
dokumen tujuan
penamba.hanpelnhu.hmsmmh[
urgensi muatan ;

._Kasi liner subdit angkutan dalam

*

negen ekt mmcrﬂmu
Persetujuan nambahan
peluhuhnn S orgeoal

muatan
Kasubdit Anglutan Laut Dalam

Negeri Angkutan Laut
memberikan perse tujum/
penolakan  atas  Dokumen
Persetujuan penambahan

pelabuban  singgab/  urgensi
muatan;

tien  Hubla menyampaikan
\aporas/ notficnsi atas zin yang
wlah  diterbitkan  kepadn
Lembaga 0SS,




o

BIDANG KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI
IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL

kabel bawah

Perizinan Berusaha “’,‘;‘""‘" Pejabat Yang Waktu Bl Pejabat Yang Masa Waktu
No | Yang Dilaksenaken | ‘:Fk Menandatang Proses. B:‘"‘“l S Persyaratan ya Verifikasi Checklist | Verifikasi Pengawasan Tata Cara Pengajuan
Melahsi Oss*s it eni & (Rp) Persyaratan /Evaluasi
T. | Persetuuan KEMENRUB Digien T hori | Selama | 1. Sesuai OSS Rp. T Pengevaluasi | 6 bulan 3 (aga) “Monmitoring |1, Pemohon ajukcan
Perusahamn  Salvge Perhubungan | kega perusah | 2. Persyaratan Lain: 3.000.00 Persyaratan hari kerja | melalui permohonan Persetujuan
dan Peketjaan Laut unmuk aan 0 inistrasi | Dengan laporan untuk Salvage
Bewah Air NB masih B (tiga juta dan teknis | Tahapan © mengngetahui Pekegann  Bawah At melahui
menjala | Teknis rupi eksistensi aplikasi Of
nkan Iy kualifikasi | 1. 7 (oajub) keberadsan, |2, Petugas  yang  berkompeten
usahany 'u“"":hz'“"""“;sm dan kelikan | hari untuk susunan melakukan  verifikasi dokumen
3 haia e e T o jenis pemeriksa direksi, permohonan.
. puan merencanakan 5
kerja {seumur Ao metiaastan Goiag peralatan an penanggung | 3. Kasi  Pekerjnn  Bawah  Air
untuk hidup) S0 s Dk B""m"‘ 8 selom  dan | kelengkap Jjawabnya, memeriksa dokumen kelengkapan
tahapan Air {dibuktiken dengan peralatan an aktifitas dokumen Persetujuan
penerbita gk sy pendukung | persyarata perusahaan Perusah ldme o
n X 2. 4 Orang Tenaga Penyelam ya. (B Peletjang Bawah Alr;
persetuju {ibuktiken d:',‘:_‘ it 3. Memohami | administra . Kasubdit enanggulangan
an o legalitas s dan Musibah dan Pekerjann Bawah
peaye pembentuka | persysrata Air mengetahui dan menyetujui
Péralatan: Kesja n  badan [ tekni il pemerik: okumen;
hukum apabila 5. Direktur  Kesatuan  Penjagasn
a. 1 setalat las bawah air dan untuk tidak Laut dan Pantai memberikan
alat potong bawah ai kegiatan lengkap persetujuan/  penolakan
b. 1 SetAlat Selam  Surface Salvage ke aken Dakumen Pe
Supliied Bre athing dan/ ataun dikembalik Perusahaan Salvage
Apparatus (SSBA) atau 4 pekerjaan an/ ditolak Pekerjann Bawah Air.
set alat selam Self Contained bawah air unt 6. Ditlen  Hubla  menyampaikan
Undenwater Apparatus 4. Memahami | dilengkapi laporan/notifikasi atas izin yang
(SCUBA) pengetahua | oleh telah diterbitkan kepada Lembaga
c. 1 setalat pompa salvage n  tentang | pemohon; o0ss
dan pekesjann bawah air status
d. 1 setalat survei hokum 2.5 (ima)
e. 1 set kompressor selam Kapal, b
tekanan rendah (L) i
£ 1 set kompressor sclam
tekanan tingsi (HF)
mc?l K"j:km Kapal. i
a Gross ;
b. Sertifikat Kapal Yang Masih S. Peng R
Berlaku; gelamsn
1). PerusahaanSalvage : s|s
é"““w‘“’*’“‘;’ﬂ“#:" tahun  di | pemeriksa
rane au 4
Boat berbendera ;‘ame ani "‘;m,k’ &
1adonsela; PRA setelah
2) Perusahann FBA : SMakakan
1 Unit kapal jenis
Pipe/ Cable Laying Telengkap
Barge/ vessel atan Tug
Boat berbendera persyarata
Indonesia. n 2 (dug)
erja.
penambahan  syarat telah
il emeriksaan
berdasarkan standar sesuai maksimal
permen nomor 71 tah 14 had
2013 diubah dengan pm 33 proses
tahun 2016 dan pm 38 pemberian
tahun 2018 persetujua
o/
Catatan: penolakan
untuk Badan Usaha Patungan atas
(Joint Venture) en
1. Utk Perusahaan Salvage, Persetujua
harus memiliki 1 Unit keapal
ketja Jenis Crane Barge 2 Perusahaa
200 Ton atau Tug Boat % n Salvage
5000 HP benbendera dan
2. Utk Perusahaan PBA. harus Pekerjaan
memiliki | Unit kapal jenis Bawah Air
Pipe/Cable Laying di
Barge/vessel2 5000 GT atau Direktorat
Tug Boat 2 5000 Kesatuan
HPberbenders Indonesia. Penjagaan
Laut
Panta.
2. | Surat Tein | KEMENEUB Dijen T han | Se 1. Pengevaluas | 6 BULAN T Melakukan | 1. Pemohon ‘mengajukan
Membangun, Peshubungan | kesja pemanfa | 1. Sesusi OSS; 4 i i Izin
Memindehken  dan Lot untuk tn 1L Persyaratan Lainnya: o Persyaratan 3 (tige) | kesiapan Meminduhkan dan Membongkar
Membongkar NB (satu juta | administrasi hari kerja pelaksanan angunan dan/ atau Instalasi
Bangunan dan/atau n atau 1. Berita Acara peninjauan | hma damn teknis n melalui aplikasi OSS;
Tnktalmal inst Lokasi; ratus 2. Menguasai pembangun |2, Petugas  yang  berkompeten
pipa/ka Surat Pernyatasn ribu ploting an melakukan * verifkasi - dokumen
3 hari | bel a Kepemilikan  faset | rupiab) lokasi bangunan/i | permohonan.
kegja bawah instalasi pipakabel; renc nstalasi 3. Kasi  Peke ah A
e s untuk air b. Bersedia  melakukan bangunan ipa  atan | memeriksa dokumen kelengkapan
 Mamtesgos tahapan pembongkaran jika kabel bawah permohonan  Izin
et s penerbita sudah tidak digunakan instalasi air Membangun, Memindahkan dan
terdin dasi 2 (dus) n lngi dan menempatkan i pipa 2. Melakukan Membongkar dan/ atau
o persetuju uang  jeminan  sby atau  kabel Monitors Instalas
Fo an pengganti biaya pada  peta pelaksana | 4. Kasubdit Penanggulangan
pembongkaran Tt kegiatan Musibah dan Pekerjann Bawah
5 c. Lama  wakiu  pe- Indonesia sesusi Air mengetahui dan menyetujui
s ',',".‘”‘ manfantan dan 3. Memahami kualifikasi hasil pemeriksaan dolumen;
stalasi pa bersedia  bertanggung hasil survey berdasarkan | 5. Direktur  Kesatian Penjagasn
atan Kabel; jaweb  jika terjadi bethymetri etentuan Laut dan Pantai memberikan
kerugian  terhadap bawah  air yang persctujuan/  penolakan  atas
pihak  lain  akibat pada Derlaku; Dokumen  Persetujuan  lzin
pelaksanaan renc Membangun, Memindahkan dan
pembangunan bangunan Membongkar Bangunan dan/ atan
pipa/kabel dan dan
keberadaan pipa/kabel. instalasi 6.
pipa atau




air 088
4. Memahami

pengetahua
n  ten
metode
kerjn
terhadap
rencana
bangunan

Lapisan Dasar Perairan dan

[subsv" msmlns-

e Koordinat

pendmnm (Landing knbel Ty

Poiny);

2. Perhitungan  teknis  dan 5. Memahami
Gambar Desain pengetahua
Bangunan/ Ins ntentang

3. Leama Waktu dan Jadwal Perhitungan
Pelaksanaan Kegiatan; teknis  dan

4. Metode Kerin dan Analisa Gembar
Teknis; Desai

5. Rekomendasi aspek B /1
keselamatan pelayaran deri nstalasi
penyelenggara  pelabuhan
(sesuai PM 129 Th 2016)

KSOP/ UPP setempat:

6. Rekomendasi dari Distrik
Navigasi sete

7. Dokumen Studi
Lingkungan yang mendapat
Pengesahan Pejabat Yang
vorwensog:

8 Surat tidak keberatan atas
persilangan pipa at kabel
ye yg telsh terpasang
(existing), pemilik konsesi;

(sesuai PM 129)

9 Dokumen Hasil Kajian
Analisa  Risiko  (Risk
Assessment);

KEMENTUB Disjen T Pengevaluas | 6 fenam) T Melakukan | 1. Pemohon mengajul
b Kabel  saluran Perhubungan | 1 hari | Seloma |1, Sesuai 0SS 1.500.00 i 3 (tiga) | monitoring permohonan Izin Kabel Saluran
udara Laut kerja pemanfa I Persyaratan Lainnya 0 fsatu [ Persyaratan hasi kerja kesiapan Udara

untuk atan 1. Berita acara peninjeuan | juta lma | administrasi | Dengan pelaksanas melalui aplikasi 0SS,

NEB kabel lokasi T dan teknis | Tahapan: n 2. Petugas  yang  berkompeten
saluran | 2. Surat  penunjukan/kuasa | ribu 2. Menguasai pembangun | melakukan  werifikssi  dokumen
udara i dlleku/prmplnm rupiah) ploting 1. 7 (tujub) permohonan.

perusahaan. lokasi hari untuk saluran 3. Kasi  Pekerjaan Air

3 hari 3. Kepemilikan Jaset rencana pemeriksa udara memeriksa dokumen kelengkapan

kerja instalasi pipa/ kabel bangunan 2. Melakukan dokumen Izin Kabel

untuk 4. Bersedia ‘melakulkan kelengkap Monitoring Saluran Udara;

tahapan pembongkaran jika sudah instalasi pelaksana | 4. Kasubdit Penanggulangan

penerbita tidak digunaksn lagi den jalur  pipa | persyarata Kegiatan Musibah dan Pekesjasn Bewah

menempatkan uang atau  kabel | n sesuai Air mengetahui dan menyetujui
persetju jeminan  sbg  pengganti pada  peta | administea kualifikasi hasil pemeriksaan dolumen;
baya pembongm t s dan berdasarkan | 5. Dircktur  Kesatuan  Penjogann

5. Lama_wakta Indonesia | persyarata ketentuan Lout dan Pantai
dan_bersedia_bertanggung, S Memohami | o teknis yang, pemsctujuan/  penolakan _ atas
jawab jika terjadi kerugian hasil survey Derlaku: en Persetujuan Izin Kabel
terhadap pihak lain akibat bethymetri | tdak Saluran Udara
pelaksanaan pembangunan bawah  air | lengkap 6. Ditien  Hubla ml\)ampniknn
ipa/ kabel pada an/notifikasi
keberadazn pipa/ kabel. rencana dikembalik hcluh ditesbitken kepadn Lemboga

bangunan | an/ ditolak

fleknis untuk

3 Besil Survoy Tokeia melipusi: instalasi dilengkapi

Posisi  Geografis Jalur pipa  atau | oleh
Bangunan/ Instalasi; kabel bawah | pemohon;
b. Data Hidrografy. air
c. Titik Koordinat 4. Memahami | 2. 5 (ima)
pendaratan  ( Landing pengetahua | bulan
Point); n  tentang | untuk
2. Perhitungan  Teknis  dan metode melengkap
Gambar Desain kerja i
Bangunan/ nstalasi; terhadap kekuranga
s W dan  Jadwal rencana 0
Pelaksanam Kegiaton; kabel persyarata
4.Metode Kerja dan Analisa saluran n
Tel udara

5. Rekomendasi pek 5. Memohami | 3.
kesolamatan pelayacan  dari pengetahna | pemeriksa
penyelenggara  pelabuban n tentang | an ke 2
fsesuai PM 120 Th 2016} Perhitungan | (dua)
KSOP/ UPP setempat; teknis  dan | setelah

6. Rekomendasi Gambar dilakukan
keselamatan penerbangan: Desain kelengkap

7. Rekomendasi  dari  Distrik Bangunan/1 | an
Navigasi setempat; nstalasi persyarata

8. Rekomendasi terkait n 2 (dua)

ntman  ruang  bebas hari kegja.
(Clearance,

9. Dokumen Studi Linglungan a.
yang mendapat Pengesahin ‘maksimal
Pejabat Yang berwenang. 14 had

oses
pemberian
persetujua
penolakan
atas
Dokumen
Persctujua
Perusahaa
o Salvage
dan
Pekerjaan
Bawah Air
di
Direktorat
Kesatuan
Penjogaan
Laut  dan

Pantai.




7. Peneriitan  lzin | KEMENHUB Dirien T han | 1 Tahun |1, 1 Sesum 0SS 1. Pengevalua | 6 fenam) T. Pemohon mengaukan
Membongkar Perhubungan | kegja Wl Persyaratan Lainnya: si bulan 3 (uga)
bangunan Lot untuk Persyarata hari kerja ‘monitoring Bangunan dan/ atau Instalasi
dan atau instalasi NEB n Dengan kesiapan ‘melalui aplikasi OSS:
Teknis : Tahapan: pelaksanaa | 2. Petugas  yang  berkompeten
1. Hasil Survey Teknis n melakukan * verifikasi - dokumen
‘meliputi: 1.7 (tjub) pembangun permohonan.
3 hari a Posisi Geografis Jalur hari untuk an  kabel |3, Kosi  Pekerjnon  Bawah  Air
Keja Bangunan / Instalasi pemeriksa saluran memerikaa dokusmen kelengkapan
untuk b. Data Batimetsi an udara dolumen  permohonan
tahapan c. Data Hidrografy: kelengkap - Melakukon | Membongkar Bangunan dmlnlml
penerbita d. Data  jems  dan an Monitoring Instalasi;
n kondisi lapisan dasar persyarata pelaksana | 4. Knsubdit Penmnggulangin
persetuju perairan (sub soi) n i Musibah dan Pekerjann Bawah
n 2. Gambar Desain administra sesuai Air_ mengetahui dun mumnwm
Bangunan/ nstalasi; s dan alifikasi hasil pemeriksaan doloume
3. Lama Waktu dan Jadwal persyarata berdmenka |3 Dirktur, Keommon  Pomiogaii
Pelaksanaan Kegiatan; n o teknis ketentuzn Laut den  Pants memberikin
4. Metode Kerja dan Analisa yang persetujuan/  pen atas
Teknis; Indonesin | tidak berlaku; Dokumen  Persetujum  lzin
5. Standart Operating 3. Memahami | lengkap Membongkar Bangunan dan/ atau
ose hasil maka akan Instalasi.
membongkar survey dikembalik 6. Ditien  Hubla  menyampaikin
sudah  disetujui bethymetri | an ditolak laporan/notifikasi atas izin yang
tansi pembina pemilik bewah air | untuk telah diterbitkan kepada Lembaga
instalasi pada dile: i oss
6. Lokasi  penyimpanan rencana oleh
hasil  pembongkaran pembongka | pemohon;
bangunan  dan/atau ranbangun
instalasi; an  dan | 2. 5 (ima)
instalasi bulan
pipa  atan | untuk
kabel mele:
bewah sic | i
4. Memahami | keluranga
engetahu | n
an tentang | persyarata
metode n
kerja
terhadap | 3.
rencans pemeriksa
pembongka | an 2
ran (dua)
bangunan | setelah
atau dilakukan
inslasi pipa | kelengkap
atan_kabel | an
bawah air | persyarata
n 2 (dua)
5. Memahami | har kerja.
pengetahu
an_tentang
Peshitunga mak:unal
0 teknis hasi
dan pmu
Gambar pemberian
Desain persetujua
Tnstalos penolakan
tas
Dokumen
Persetujua
Perusahan
n Salvage
dan
Pekesjaan
Bawah Air
Disektorat
Kesatunn
Penjagaan
Laut  dan
Pantai.

3. | Penetapan Reconized | KEMENHUE Dinen 2 (Dua) | 1. Sesum OSS 2 juta Pejabat Yang, ). Laporan 1. Badan Hukum telah terdaftar di
Security Organization Perhubungan | 1 hari | Tahun | 2. Persyaratan Dua Verifikasi: kegiatanper |  Sistem 0SS serta mengaj
®S0) Lout kerja lain: Juta Maksimal | Maksimal 6 fenam) permohonan  penetapun  sebagai

untuk Rupiah) | 1). Penyusun | & (delapan) | 2 (dua) ulan Recognized Security Organization
N a). Surat Penganglastan bahan hari kerja, | hari kerja  P). Bukti (®S0) melalui Sistem 0SS,
dari Perusahaim evaluasi dengan setelah Tagihan . Kasubdit Patroli & Pengamunin
Sebagai Tenaga Ahli pengamana pan: | selurub Pembayaran |  meneliti kebenaran  dokumen
b). Sertifikat Pera n persyarata P persyaratan.
2 hadi naga Ahli RSO 2). Pengolah - Maksim | n lengkap 3. Kasie Pengamanan memeriksa
kesja €). Surat Penetapan bahan all dokumen  persyaratan  dan
untuk Scbagai RSO yang evahuasi (satu) ‘menginformasikan kepada
tshapan habis masa pengamana | hari Ket: Penyusun atan Pengolah buhun
penerbita berlakunya (hanya kerja, - Maksim evalunsi
n untuk RSO yang akan persyara | al2 untuk  membuat  undangan
persetuju memperbaharui/ mem (dus) presentasi company profile.
an perpanjangan izin) Persyaratan diverifik | hari 4. Penyusun atau Pengolah
Pejabat asi oleh kerja engamanan  membuat
1), Telnis: dimaksud, Penyusu | untuk dan mendistribusiken \mdmlwn
Melaksanakan presentasi sbb: nfPengo | Dit. presentasi company py
Company Profile KPLP: 5. Pemohon melakukan pre’enlmx
1). Memiliki  Menge Company Profile.
Sertifikat Evaluasi valuas 6. penyusun atau pengolah bahan
Keterampil Pengam i cvnlunai pengamanan ‘membuat
an1SPS anan Lapor verbal meminta
Code - Maksim an persetujuan Du]cn Peshubungan
2). Mini al 2 pemen Laut
memilili 3 (dua) 7.verbal telah  disetyjui  Disjen
tahun hari Kelaur Hubla dan Mendapatkan Nomor
pengalama kesja, angan dari  Bagien Umum  Dan
n kegja Pemoho terseh Periengkapan
terkait 1SPS | n: ut 8. Pemohon melakukan pembayaran
ode * Meng, fika PNBP
uploa ditem 9. Dircktur  KPLP  memberikan
d ukan notifikasi Penetapan Recognized
Kelur ada Seouriy Organization (RSO) ke
an kelaur Sistem OS:
persya angan
ratan sant




kerja.




ujuan
Penct
apan
Recog
nized
Securi
“w
Organi
zation
(RSO)
di
Siste
m
oss.
Ponerbitan SoCPF KEMENAUB | an _ Digen | 1 han | 5 (Lma) | I Sesus 0SS 500 tibu | Pejabat Yang | Makeimal | Maksimal | Laporan 1. Badan Bukum telah terdafiar &
& Sementara Perhubungan | ketja Bulan | 2. Persyaratan {Lima erifikasic 10 3 (tiga) Pemenuhan Sistem 0SS serta mengajukan
Laut untuk Lain: Ratus 1). Penyusun | (sepuluh) | hari kerja i SOCPF
Direktur KPLP | NIB bundel PFSA dan 1 Ribu bahim hari kerja, | setelah di PFSA Sementarn melalui Sistem 0SS,
bundel PFSP yang telah | Rupiab) evaluasi | dengan seluruh 2. Knsubdit Patroli & Pengamanan
diapproved oleh PFSO pengama | tahapan: | persyarata meneliti  kebenaran  dolumen
dan Ka. UPT DJPL nan n lengkap persyaratan,
3 har dimana fasilitas 2). Pengolah | - Maksim 3. Kasie Pengamanan memeriksa
keria pelabulum tersebut bahan all dokumen  persymratan  dan
untuk rada evaluasi fsatu) | Ket: menginformasiken kepada
tahapan b) Surat fjin Operasional pengaman | hari - Maksim Penyusun atau Pengolah bahan
penerbita (Surat Izin Terminal an kerja, al3 evaluasi
n Umum/Khusus/ Kepentin persyara | (tiga) untuk  membuat  undangan
persetuju gan Sendir) tan presentasi hasil PFSA
an ©) SK Penunjukan Sebagai diverifik 4. Ponyusun ateu Pengolah bahan
Port Facility Security asi oleh pengamanan  membuat

i
Officer/ PFSO dam mendistnbusiken undangan

s
d) Sertifikat Port Facility nfPengo | KPLP: presentasi hasil PFSA
Security Officer/ PFSO lah * Menge 5. Pemohon melskukan  presentasi
valuas i
1. Teknis: Melaksanakan Evaluasi i 6. Pembayaran  PNBP  dilakukan,
presentasi hasil PFSA Pengam lapora jika:
n a). Presentasi hasil PFSA tidak
- Maksim pemen ditemukan kekurangan; atan
al3 uhan b). Laporan pemenuhan
(tiga) kelur kekurangan dari pelaksanasn
hari angan presentasi  hasil  PFSA
kerja, terseb (disampaikan ke Dit. KPLP
Pemoho ut maksimal 3 (tiga) hari kesja)
n: ik telah disetujui oleh Dit, KPLP.
* Meng ditem 7. Pemohon membayar PNBP
uploa ukan 8. Pencetakan SOCPF Sementara
ada 9. Direktur  KP) menye s
kelaur kelaur Penerbitan SOCPF Sementara dan
angan angaa memberikan notifikasi ke Sistem
persya n saat 0ss.
ratan prese
ke ntasi
sistem hasil
oss; PFSA);
danja dan
tau * Mence
« Uika 3
ditem Nota
ukan Tagih
ada an
kelour PNBP:
0a dan
n saat * Mence
prese tak
ntasi socP
hasil F
PFSA) Seme
Memb ntara
uat + Menye
din jui
menya SoCP
mpaik F
an Seme
Lapor natara
an
pemen
uhin
angan
pelaks
anzan
prese
ntasi
hasil
PFSA
ke Dit.
KPLP
- Maksim
al2
(dus)
kezja.
Dit.
KPLP
untuk:
« Koordi
nasi
Dit.
KPLP
dg.
pemo
n
untuk
mene
ntuka
n
tangg
al
prese
ntasi;




uat &
mendi
stribu
undan
pan
prese
ntasi
hasil
PFSA
- Maksim
all
(satu)
hari
keria,
pel
naan
presenta
Leyess:
PFSA,
- Maksim
al 3
(tga)
hari
kerja
untuk
Dit.
KPLP:
* Menge
valuas
i
lapora
n
pemen
uhin
kekur
angan
tersels
ut;
dan
* Mener
bitkan
Nota
Tagih
an
PNEP;
* Mence
tak
SOCP
F
Seme
ntara
* Menye
tuju
soce
F
Seme
ntara
B Permanen KEMENHUB | an  Digen 5 fima) Sesuai 0SS p Fejabat Yang al | Maksimal | Hasil 1. Badan Hukum telah terdafiar di
Perhubungan | 1 hari | Tabun Persyaratan Lain 2.000.00 | Verifikasi: 40 fempat | 4 empat) | pelaksanaan Sistem 0SS serta mengaukan
Lant kesja &) Surat Permohonan 0 (Dua 1). Penyusun | pulub) harikerja | verifikasi ke permohonan  Penerbitan SOCPF
Direktur KPLP | untuk b) Surat Jjin Operasional Juta bahan hari kegia, | setelah fasilites. Permanen melalui Sistem 0SS
NIB {contoh: Surat Izin Rupinh) evaluasi | dengan selurub pelabuban 2, Kasubdit Patroli & Pengamenan
Te rminal pengaman ;| persyarata | setiop2.5 (dua |  meneliti kebenaran  dokumen
Umum/ Khusus/ Kepenti an 0 lengkap | setengah) persyaratan
ngan Sendiri) 2). Pengolah | - Maksim wn, 3.Kasie Pengamanan memesiksa
4 hari ) SK Penunjukan Sebagai bahan all dokumen  pers
kegja Port Facility Security evahnsi (satu) Ket ose-out memunjuk 1 atan 2 Auditor
untuk Officer/ PFSO pengaman | hari temuan melakukan verifikasi ke
tahapan d) Sertifikat Port Facility n kerjat, Maksim | verifikesi fasilitas pelabuhin,
penesbita Security Officer/ PFSO persyara all tersebut 4. Aud yang  ditunjuk
n €} SoCPF yang akan habis (satu) mengmformasikan ke pemohon
persetuju masa berlakunya Persyaratan diverifik i, untuk  pelaksanaan  verifikasi
an jaabist asi oleh Auditor tersebut (peluksenam verifikei 3
10, Teknis: Melaksanakan dimaksud, Penyusu | yang hari kerja).
verifikasi ke fasilitas b: nfPengo | melakuk 5. Pemohon memenuhi hasil temuan
pelabubin 1), Memiliki ) an verifikasi tersebut, membuat dan
if Bahan verifikas ‘menyampaikan Surat
Keterampi Bvaluasi | i Pemenuhin/ Close-out  Temuan
lan ISPS Pengam tersebut Verifikesi di fasilits
Code anan mengev pelabuhannya ke Auditor yang
2). Minimal | - Maksim aluasi melakuken verifikasi moksimal 30
memiliki 3 [ al2 Surat (tiga puluh) hari kerja.
tahun (dus) Pemenu 6. Auditor  yang  melakulon
peng hari han/ clo verifikasi, mengevaluasi  Surat
an kerja kesja, se-out Pemenuhan/ Close-out  Temuan
terkait Pemoho | - Maksim Verifikasi tersebut dan
ISPSCode [ n al3 menyetujui  untuk  diproses.
mengupl | (tiga) pencetukan SoCPF Permanen.
oad hari 7. Pemohon membayar PNBP.
kekuran | kerja 8. Pencetakin SOCPF Permanen
gan untuk 9. Direktur  KPLP  menyetujui
persyara | Dit. Penerbitan SOCPF Permanen dan
tan ke KPLP: memberikan notifikasi ke Sistem
sistem « Mener 0ss.
0ss bitkan
- Maksim Nota
ald Tagih
(tiga) an
hari PNBP;
kesja « Mence
pel tak
naan soce
verifikas F
ike Perma
fasilitas nen
pelabuh * Menye
tjui
- Maksim S0CP
al 30 F
(tigapul Perma
nen







D. BIDANG PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
1ZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL

Perzinan Berusaha "‘;“’“’" Pejabat Yang | Waktu " " Pejabat Yang Masa v“’r;f‘k'“. ”
Yang Dilaksanskan | ”";‘,' Menandatan Proses B(“fh:“ Persyaratan Ry, Verifikasi Checklist ;“mﬂ"{ ngewasan Tata Cara Pengajuan
Melalui Osg*s “"i;“"‘“’" i o Rp.) Persyaratan /Evaluasi
Sertfikasi  Bidang
Perknpalan, meliputi:
o Surat Rementerion | Diektnr 7 {ual | 3 Bulan THdak dn Tegmwa 7 @um ban | Monitoning dan | 1. Pemohon engakan
i hari a buki  pembayaran yang kesja, setelah | evaluasi permohonan Persetujuan/
i n dan B of Sok) yemy memiliki persyaratan terhadap Penggantian Bendera Kapal Asing
Bendera  Kapal Kepelautan dilegalisasi kompetensi lengkap pemenuhan Menjadi  Bendera  Indonesia
Asing Menjadi Nolgia.aten kb pendafiaran persyaratan kepada Dircktur Jenderal c.q
Bendera pejabat  pemerintah dan o l@atu) hari | sesuai dengan Direktur rkap, dan
Indonesia yang berwenang dari kebangsann untiuk komitmen oleh Kepelautan
negara bendern asal Kerpal erifikiasi Abli Ulur dan | 2. Staf Sub Direktorat Pengukuran,
kapal; termasuk persyaratan | Penyusun Pendaftaran  dan  Kebangsaan
b.berita acarn  sersh Kepala_seksi Buhim Kapal  meneliti  kelengkapan
terima kapal (Protocol dan  Kepala b. 1 (satw) hari dokumen
Delivery  and Sub untuk Kapal 3. Kasi Penguluran Pendaftaran dan
Acceptancel; Direktorat penerbitan Kebungsamn Kopal Bareng dan
¢ surat  keterangan in Poti Kemas atau Kasi Pongukuran
penghapusan Pendaftaran  dan  Kebangsaan
(Dele Certificate] Kapal Penumpang dan Kapal Tkan
yang diterbitkan oleh menyetujui (approvel kelengkapan
negara bendera asal dokumen persyaratan.
Keapal; 4. Kasubdit Pengukuran

d surat dan _sertifikat Pendaftaran  dan  Kebangsaan
kapal yang diterbitkan Kapal  menyetujui  (approve)
oleh negara bendera kelengkapan dolcumen
asal kapal: dan persyaratan.

e gambar  rancangan 5. Direktur  Perkspalan  dan
urmum  bangunan Kepelautan Mengetahui Approval
kapal General yang diberikon oleh Kasubdit.
Arrangement 6. Diien  Hubla me“ynmpmkmi

laporan/notifikasi atas izin
olah dieshétkion Kepada Lambaga
. Surat  Tanda | Kementorian | Kesubdit Sclama o fotokopi _ grosse | PNBP Pegawal 7 (agub) hani | 2 _(dua) han T Pemohon
2 (dus) | kapal tidak akta pendaftaran | berdasarkan | yang kesia kerja tahunan oleh |  Surat Tanda Kebangssan Kapal
Kapal n Pendaftaran | hari berubah kapal atau | besaran  GT | memiliki UPT kepada Dircktur Jenderal c.q
dan muatan grosseakta kapal sesuai | kompetensi Dircktur  Perkapalan  dan

Kebangsaan aktanya baliknama kapal; | PP 15 tshun | pendaftaran Kepelautan.

Kapal fukuran, b ﬁnnkopl Surat | 2016 dan 2.Staf Sub Direktorat Pengukuran,
nama kebangsaan Pendaftaran  dan  Kebangaaan
kapal, e keterangan kapal Kapal  meneliti  kelengkapan
pemilik, dari pemilik kapal termasuk dokumen persyaratan
mesin, mengenai  data Kepala seksi 3. Kasi Pengukuran Pendaftaran dan
Kategori) dan  penggunaan dan  Kepala Kebangsaan Kapal Barang dan Pots

kapal b Kemas atau Kasi Pengukuran
Direlctorat dan__Ke
. Lembaga . ” Waktu
Perizinan Berusaha Pejabat Yang | Wakeu ; Pejabat Yang Masa (o
o | Yang Dilaksanakan | Yang Menandatan Proses Mas Persyaratan Biaya Verifikasi Checklist Vet Milcant Pengawasan Tata Cara Pengajuan
Melalui Oss** machitkan omi Baskn ®e) Persyaratan {Evaliiaal
Izin L ¥
Kepal Pernmpnng dan Kapal Tk
menyetujui (@prove) kelengkapan
dokumen persyaratan
4. Kasubdit Pengukuran Pendaftaran
dan Kebangsann Kapal menyetujui
approvd kelmgkn.mn dokumen
persyar
5 Diten " Hubln  menymmpoikan
an/notifikesi atas izin yang
telah diterbitkan kepada Lembaga
oss
T Surat Kementorian | Kasubdit Selama 3 Surat Ukur  bagi | Tidak ada Pegawal 7 (wjuh) han | 1_fatu) han | Monitonng dan | 1. Pemohon mengmukan permononan
Penetapin Perhubunga | Pengukuran, | 2 (dua) | kapal tidak kapal dengan yang keria kerja evaluasi Surat Penetapen Cell Sigl kepads
Tanda n Pendaftaran | hari berubah u:mmn tonase kotor ‘memiliki Direktur Jenderal c.q
Panggilan  (Call dan Kategori i Perkapalan den Kepelautan
sign) Kebangsann e {tujuh pendafiaran 2.Staf Sub Direktorat Pengukuran,
Kapal Gross Tonnage) atau dan Pendaftaran  dan  Kebangsaan
lebihyat kebangsanm Kepnl  meneliti  kelengkapan
b Surat Keterangan kapal dokumen persyaratan
Ukuron bagi kapal termasuk 3. Kesi Pengukuran Pendaftaran dun
dengan bogi kapal Kepala_seksi Kebangsaan Kapal Barang dan Pets
dengan an dan  Kepala Kemas atan Kasi Pengukuran
tonase kotor kurang Sub Pendafiaran  dan  Kebangsam
dari GT 7 fujuh Direktorat Kapal Penumpang dan Kapal Tkan
Gross Tonnage)atan msnpenifil (@ivied kibngayen
¢ serifikat  radio dokumen persyar:
Kapal atau laporan 4. Kasubdit pengulouran Pendaftaran
hosil  pemeriksaan dan Kebangsaan Kapal menyetujui
per (approve) kelengkapan dokumen
komunikasi  radio persyaratan.
kapal: dan 5.Ditien  Hubla  menyampaikan
grosse akta laporan/ notifikasi atas win yang
pendaftaran  kapal telah diterbitkan kepada Lemboga
atau grosse akta
d. Dokumen Kementerian | Kesubdit Sclama. PHBP scsuai | Pegawai Monitoring dan | 1. Pemohon mengajukan permohonan
Riwayat Kapal | Perhubunga | Pengukuran, [ 2 (dua) | kapal tidak PP 15 tahun | yang 2 f{dun) hari | evaluasi Dokumen Riwayat Kapal kepada
(Continuous n Pendafiaran | hari berubsh |3, Surat  fiin  Usaha | 2016 ‘memiliki kesja, setelah Direletur Jenderal c.q Direktur
Synopsis dan muatan Perusshasn  Angkutan kompetensi persyaratan Perkapalan dan Kepelautan.
Record) Kebangsaan aktanya Laut  (SIUPAL)  atau pendaftaran lengkap 2.Staf Sub Disektorat Pengukuran,

Kapal fukuran, Surat  ljin  Operasi dan Pendaftaran  dan  Kebangsaan
nama Anglautan Laut Khusus kebangsaan a lfsam) has Kapal  meneliti  kelengkapan
kapal, (SIOPSUS); kapal untuk dokumen persyaratan
pemilik, b grosse akta pendaftaran termasuk verifikasi 3. Kasi Pengukusan Pendaftaran dan
mesin, kapal atau grosseakta Kepala seksi persyarata Kebangsaan Kapal Barang dan Pets
Kategori) baliknama kapal; dan  Kepala b. 1 (satu) hari Kemos ot Kosi  Pengukuran

c. Surat Tanda Sub untuk Pendaftaran  dan  Kebangsasn
Kebangsaan Kapal; Dircktorat penerbitan Kapal Penumpang dan Knpal Tkan
d sertifiat  manajemen izin menyetujui {approve) kelengkapan
keselamatan  (Safety dokumen persyaratan.
4. Knsubdit




o Lembaga ; ” Waltu
Perizinmn Berusaha Pejabat Yang | Waktu : Pejabat Yang Masa skt
No | Yang Dilaksanakan mvm!‘ Menandatan Proses Masa Persyaratan Biaya Verifikasi Checklist Verasi Pengawasan Tata Cara Pengajuan
Melalui Oss** machitien i Badsn ®e) Persyaratan {Evakiinal
Tzin & Y
Certiicate [SMC); Gon Kebmngaamn Kapal menyetujum
e. dolumen  penyesuaian (approve) kelengkapan dokumes
manajemen persyaraton.
keselamatan [Document 5. Ditien  Hubla  menyampaikan
of Complinnce /DOC); Iaporan/notifiksi atas izin yang
M sertifikat ke telah diterbitkan kepada Lembaga
kapal  internasional oss
(international ship
Secuity
Certificate/1SSC);
9. sertifikat-sertifikat
dan
b dafiar s tentang
informasi riwayat kapal
©. Penerbitan Akta | Kementerian | Kesubdit Selma PHBP Pegawai Wonitorng dan |1, Pemohon mengajukan permohonan
Perhubunga | Pengukuran, | 5 flima) berdasarkan | yang 5 (ima) hasi | Evaluasi ke | Akta kepada Dircktur Jenderal c.q
n Pendafiaran | b kerja | belum Akta Pendafiaran Kapal: besaran  GT | memikiki kerja Pelabuban Direktur  Perkipuln  dun
dan  Kasi berpindah kapal sesuai | kompetensi 3 (tiga) hari | Pendaftar Kepelautan
Pengukuren, kepemilika | o bukti hak milik atas | PP 15 tabun | pendafiaran untuk D. Staf Sub Dircktorat Pengukuran,
Pendafiaran kapal; 2016 dim verifikesi Pen dan Kebangsum
dan b. identitas pemilik kebangsann persyaratan K meneliti  kelengkapan
Kebangsaan kapal: al dokumen persyaratan
Kapal barang ¢. Nomor Pokok Waib termasuk 2 {dus) has Kasi Pengukuran Pendaftaran dan
dan Peti Pajak; Kepala seksi untuk Kebangsaan Kapal Barang dan Peti
Kemas atau d. surat ukur; dan  Kepala penerbitan izin Ke tou  Kasi Pengukuran
Kasi e lsporan pemeriksasn Sub Pendaftaran  dan  Kebangsaan
Penguluran, kesclamatan  kapal Direktorat Penumpang dan Kapal
Pendafiaran yang  dibust  oleh menyetujui {approve) kelengkapan
dan Pejabat  Pemeriksa dokumen persyaratan.
Kebangsaan Keselamatan Kapal; h. Kasubdit Pengukuran Pendaftaron
Kapal dan Kebungsasn Kapal menyetujui
Penumpang f. surat kuasa untuk {approve) kelengkapan dokumen
an  Kay mengajukan persyaratan.
Then permobonan dm B. Ditien Hubla  menyampaiken
pengurusan laporan/ notifikasi_atas izin yang
ndaftaran kepal dari telah diterbitkan kepada Lembaga
pemilik kapal (apabila
dikuasakan);
¢ bukti pelunasan bea
balk  nama  kapal
sesusi dengan
ketentuan  peraturan
perundang undangan;
dan
h. rekomendasi dasi
menteri yang
bertanggung  jawab
terhadap  kepiatan
khusus apal
penangkap
Selama
. Lembaga . ” Waktu
Perizinan Berusaha Pejabat Yang | Waktu ; Pejabat Yang Masa (o
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apal Akt Buhknama Kapal
masih s bukti pengalihan hak
dalam milik atas kapal;
pembebana | b. identitas pemilik kapal
n hipotek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
7 ayat (3);
¢ Nomor FPokok Wajib
Pajak:
d surat ukur atau surat
sementara;
e grosse aktn
pendaftaran  kapal
atau  grosse  akta
bakiknama kapal
Akta Hipotek Kapal:
8 perjanjian kredit;
b oash  prosse ki
pendaftaran  kapal
grosse  akta
baliknama kapal
T Surat Kementorian | Kasubdit Selama Penggunaan Nama Kapal. | Tidak ada Pegawai 7 (dus) han | Monitonng dan | 1. Pemohon mengajukan permohonan
2 (dus) | kapal tidak yang kesja, setelah | evalusi Surat Penggunamn Nama Kapal
Nama  Kapal | n Pendafiaran | hari kerja | berganti & Bukti kepemilikan ‘memi persyaratan atau Persetujuan Ganti  Nama
dun dan nama b, Identitas pemilik kompetensi lengkap Kepal kepada Direktur Jenderal
Persetujuan Kebangsaan pendafiaran cq Direktur Perkapalan dan
Ganti  HNama Kapal Persetjuan  Ganti Nema dan a lfsatu) hari Kepelautan.
Kapal : kebangsanm untul 2.8tafl Sub Direktorat Pengukuran,
& Surat Ukur al verifikasi Pendaftaran ~ dan  Kebangsaan
b. Grosse Akta termasuk ersyarata Kepal  menelii  kelengkapan
Pendaftaran/ Bliknama Kepala_seksi b. 1 (satu) hasi dokumen persyaratan
Kapal dan  Kepala untuk 3. Kasi Pengukuran Pendaftaran don
ub penesbitan Kebangsaan Kapal Barang dan Pet
Dircktorat ijin Kemas atmn  Kasi Pengukuran
Pendaftsran  dan  Kebangsaan
Penumpang dan Kapal Tkan
menyetujui {approve) kelengkapan
dokumen persyaratan.
4. Kasubdit Pengukuran Pendaftaran
dan Kebangsasmn Kapal menyetujui
{approve) kelengkapan dokumen
persyaratan.
5.Ditien  Hubla  menyampaikan
laporan/ notifikasi_atas win yang
telah ditesbitkan kepada Lembaga
0SS
T Serufikat Fementerian | Kesubdit PNEP scsum | Pegawar 7 {dus) ban | Monitonng dan | 1. Pemohon mengmukan permohonan,
2 (dus) PP 15 tahun | yeng kesja, setelah | evaluasi Penghapusan  Kapal  kepada
Kapal (Defetion | n Pendaftaran | hari kerja a8 grosse akta | 2016 ‘memiliki persyaratan Dircktur Jenderal c.q Direktur
Certificate) dan pendaftaran kapal kompetensi lengkap Perkapalan dan Kepelautan

_Staf_Sub_Direktorat
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Kepal atan grosse  akia dmn W 1(an) han Pendafiaran  dan  Kebangsaan
baliknama kapal: kebangsaan tuke Kapal  meneliti  kelengkapan
b surat ukur; kapal verifikasi dokumen  persymratan  dan
¢ surat termasuk persyaratan mengecek daftar i
kebangsann kapal Kepala seksi b. 1 (satu) hari 3. Kesi Pengukuran Pendaftarn dan
dan  Kepala untuk ebangsasn Kapal Barang dan Peti
Sub penerbitan Kemms ot Kot Pengukuran
Dircktorat Pendafiaran  dan  Kebangsam
Kapal Penumpang dan Kapal Tkan
menyetujui {approve) kelengkapan
dokumen persyaratan.
4. Kesubdit Pengukuran Pendaftaran
daan Kebmngsam Kapal menyetujui
(approve) kelengkapan dokumen
persyaratan
5.Ditien  Hubla  menyampaikan
laporan/ notifikasi atas zin yang
telah diterbitkan kepada Lembaga
08s
T Surat Kementerian | Kesubdit 3 Bulan & Kontrak pembangunan | Tidak ada Pegawa 7 (um han | Monitoring dan | 1. Pemohon mengaukan permohonan
2 (dua) kapal yang dilegalisasi yang kegja. setelah | evaluasi nggunaan Bendera Kapal Lelang
Bendera Kapal | n Pendafiaran | hari kerja ol omd st ‘memiliki pemsyaratan kepada Direktur Jenderal c.q
Lelung, dan pejaba lengkap Direltur  Perkapalen  dan
Kebangsaan S tervinig. da pendaftaran Kepelautan.
Kapal negara tempat kapal dim . lsata) har 2.Staf Sub Direktorat Pengukuran,
dibangun kebangsann untuk Pendaftaran  dan  Kebangsaan
b, gambar gambar Kapal verifikasi Kepal  meneliti  kelengkupan
rancang bangun kapal termasuk persyaratan dokumen persyaratan
yang telah disahkan Kepala_ seksi . 1 (satu) hari 3. Kasi an Pendaftaran dan
. berita acara sersh dan  Kepala untuk Kebangasn Kapal Baxang dan Pet
terima kapal; Sub penerbitan Kemns atau Kasi Pengukuran
d. susat Keterangan Direktorat Pendafiaran  dan  Kebangsaan
pem Kapal Penumpang dan Kapal Tkan
e. rekomendasi  dari menyetujui (aprove) kelengkapan
Menteri yang dokumen persyaratan.
bertanggung  jawab 4. Kasubdit Pengukuran Pendaftaran
dalam bidang kegiatan dan Kebangsasn Kapal menyetujui
penangkapan  ikan, (approve) kelengkapan dokumen
khusus  bagi kapal persyaratan.
penangkap ikan 5. Direktur Pe:
Kepelautan Mengetahui Amnaval
yang diberikan oleh Kasubdit
6. Ditjen Hubla  menyampaiken
laporan/notifikesi atas in yang
telah diterbitkan kepada Lembaga
oss
T Sumat Kementerian | Kasubdit Selama & Bukti kepemilikan Tidak ada Pegawai Monitoring dan | 1. Pemohion mengajukan permohonan
2 (dua) | kapal tidak yang 2 {dun) hani | evaluasi Surat Penggunaan Nama Kapal
HNama Kapal n Pendafiaran | hariketja | bergant b. Identitas pemilik ‘memiliki kerja,  setelah kepada Divektur Jonderal cq
dan a kompetensi persyaratan Direktur ___ Perkapalan
. Lembaga . Waktu
Perizinan Berusaha Pejabat Yang | Wakeu ; Pejabat Yang Masa (o
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Kebangsann pendaftaran Tengkap Kepelauton,
Kapal 2. Staf Sub Disektorat Pengukuran,
kebangsamn a lfsatu) has Pendaftaran  dan  Kebangsaan
al untuk Kapal  meneliti  kelengkapan
termasuk verifikasi dokumen persyaratan
Kepala seksi persyaratan 3. Knsi. Pengukuran Pendaftaran dan
dan  Kepala b. 1 (satu) hari 0 Kapal Barng, dan Peti
ub untuk Kemas ot Kasi Pengukuran
Direktorat peneshitan Pendaftaran  dan  Kebangsaan
iin Kapal Penumpang dan Kapal Tkan
menyetujui (approve) kelengkapan
dokumen persyaratan.
4. Kasubdit Pengukuran Penduftaran
dan Kebangsaan Kapal menyetujui
(approve) kelengkapun  dokumen
persyaratan
5. Ditien  Hubla  menyampaiken
laporan/ notifikasi atas win yang
teloh diterbitken kepada Lemboga
3 Swat  Roya | Kementerian | Kasi Sclama . surat  perseaujuan | Tidak ada Pegawa Monitoring dan | 1 Pemohon me ngajukan permohonan
Kepal Perhubunga | Pengukuran, [ 2 (dua) | masa dari penerima yang 2 fdus) har | evaluasi Surat Roya Hipotek Kepal aplikesi
n Pendaftaran | hari kerja | berlakunya hipotek atas kapal; ‘memiliki kesja,  setelah kepada Direktur Jenderal c.q
Untuk roya dan hipotek b. se akta hipotek kompetensi persyaratan Direltur  Perkapalan  dan
hipotek yang Kebangsaan kapaldan atau pendattaran e Kepelautan
merupakan  surat Kapal barang grosse dan 2.Staf Sub Direktorat Pengukuran,
menunjukan Peti pengalihan  hipotek kebangsann a lsatm) hari ndaftaran  dan  Kebangsaan
kalau kapal sudah Kemas atau kapal: dan kapal untuk meneliti  kelengkapan
Iunas, Kasi grosse termasuk verifikisi dokumen persyaratan
diogunkan  lagi Pes an pendaftaran  kapal Kepala_seksi persyaratan 3. Kasi Pengukuran Pendaftaran dan
yang  berlaku Pendafiaran u o prosse  akta dan  Kepala b. 1 (satu) has Kebangsaan Kapal Barang dan Peti
Sebagai  penutup baliknama kapal Sub untuk Kemas atau  Kasi  Pengukuran
hipotek Kebangsaan Dircktorat nerbitan Pendaftaran  dan_ Kebangsaan
Kapal Kapal Penumpang den Kapal lcan
Penumpang menyetujui (@prove) kelengkapan
dan  Kapal dokumen persyaratan.
4. Kasubdit Pengukuran Pendaftaran
dan Kebangsann Kapal menyetujui
{approve) kelengkapan dokumen
persyaratan.
5 Ditien  Hubla menynmpaikan
laporan/ notifikasi _atas
s diterbitkan kepada Lemhaga
oss
k. Halaman Kementerian | Kesi Sampa @ surat  ukur  unnik | Tidak ada Pegawai Woniioeg dee. | 1. Petuohion mengajaken permotioni
Tambahan Perhubunga | Pengukuran, | 2 (dus) | kepal perubahan nama kapal, yang 2 (dus) hasi | evaluasi Halaman Tambshan Grosse
Untuk  Grosse | n Pendaftaran | hari kerja | dibalknam |  ukuran, danfatsu tonase ‘memiliki kesja,  setelah Kapal kepada Disektur Senteret
Akta dan a c.q__ Direktur dan
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Re Teapal; pendaftaran Tengkap Kepelmton
Kapal barang dan 2.Staf Sub Disektorat Pengukuran,
dan Pt b. surat A lfsat) Pendaftaran  dan  Kebangsamn
Kemas atau nggantian mesin dari al hari untuk Kapal — meneliti kelengkapan
o Syahbandar preey termasuk verifikasi dokumen perayaratan
Pengulauran, sertifkat  Mas unhik Kepala scksi persyarata 3. Kesi Pengukuran Pendoftaran dan
Pendafiaran i dan  Kepala Kebangsam Kapal Barang, dan Peti
dan k""‘::“"'"" mesin induk Sub b 1 (satu) Kemas atnu  Kosi  Pengukuran
Kebangsaan e Direktorat i untuk Pendaftaran  dan  Kebangsaan
Knpal penerbitan Kapal Penumpang den Kapal Tan
Penumpang . perubahan sin senyouii fanproeel kelangkapen
don  Kapal enggaran  dasar yang dokumen persyexatan.
ken telah mendapatkan 4. Kasubdit Pengukuran Pendaftaran
pengesahan dari pejabat dan Kebangsaan Kapal menyetujui
yang berwenang untuk {approve)  kelengkapan  dokumen
perubahan nama persyaratan.
perusahaan; atau 5. Diten  Hubla  men «mpmkm
lsporan/ notifikasi atas izin
d. sertifikat  keselamatan telsh dterbitkan Jepada voichogs
unt perubahan
kategori  pendaftaran
Kap
T Swat  Ukur | Kementerian | Kasubdit 3 Db |a buki hak milk atas | PNBP Pegawai Monitoring dan | 1. Pemohon mengajukan permohonan
7 ftujub) u kapal sesuai dengan | berdasarkan | yang 7 {ujub) hari | evaluasi Surat Ukur Sementara kepada
n Pendafiaran | hari kerja 1 ketentuan  peraturan | besaran  GT | memiliki kegja,  setelah Direktur Jenderal c.q Direktur
dan a perundang-undangan; | kapal sesuai | kompetensi persyaratan Perkapalan dan Kepelautan Ahli
Kebangsaan n el PP 15 tshun | ABli  Ukur lengkap Ukur  meneliti  kelengkapan
Kapal 2016 Kpal dokumen  persyaratan
y termasuk a 6 (enam) membuat D
biigacobin gaibir kipal Kepala seksi hari untuk 2. Kasi Pengukuran Pendaftaran dan
yang diperhikan dalam oo - Minrsipaiia
T ol oo Kep ‘membuat apal Barang n
b daftar Kemas atau  Kasi  Pengukuran
pengukuran kapal Direktorat ukur Pendaftaran ~ dan  Kebangsaan
bl g Kapal Penumpang dan Kapal Tkan
hari untuk menyetujui (@prove) kelengkapan
penerbitan dokumen persyaratan dan Daftar
ijin Ulur.

3. Kasubdit Pengukuran Pendaftaran
dan Kebangsasn Kapal menyetujui
(approve) kel okumen
persyaratan dan Daftar Ukur.

4.Ditien  Hubla  menyampaikan
laporan/ ng i atas yang.
telah diterbitkan kepada Lembaga
oss

m. Surat Rementerian | Kasubdit Sampai & Daftar Ukur Tidak ada Pegawai Monitoring dan | 1. Pemohon mengajukan permohonan
7 ftujub) | terbit Surat yang 7 fujub) hari | evaluasi Pengesahan Daftar Ukur kepada
Daftar Ukur n Pendaftaran | hari kerja | Ukur b Bukti kepemilikan ‘memiliki kea,  setelah Dircktur Jenderal c.q Direktur
dan kapal kompetensi persyaratan Perkapalan dan Kepelautan.
Kebangsaan lengkap 2 Ahli_Ukur menelit kele-skapm
. Lembaga . Waktu
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Kepal ‘parnbar_gambar kapal g dokumen  persyaratm  dan
termasuk a 6 fenam) memeriksa dan menyetujui Daftar
d. dentitas pemilik Kepala_scksi hari Ukur
Kepala untuk 3. Kasi Pengukuran Pendaftaran
b verifikasi Kebangsaan Kapal Barang dan Peti
Dircktorat daftar Kemas atwu Ko Pengukuran
ukur Pendaftaran  dan  Kebangsaan
b1 (satu) Kapal Penumpang den Kapal Tan
hari menyetujui (approve) kelengkapan
untuk dokumen  persymatan  dim
penerbita mengetahui Daftar Ukur yang telah
nijin disetujui Ahhli Ukur,

5. Kasubdit Pengukuran Pendaftaran
dan Kebangsaan Kapal menyetujui
(approve) kelengkapun _dokumen
persyaratan dan Daftar Ukur.

6. Ditien  Hubla  menyampaiken
lsporan/ notifikasi atas izin yung
telah diterbitken kepada Lembaga
oss

n. Dokumen Kementerian | Kepala  Sub Maksimal 5 | » Audit Pertama PNBP Auditor 1SM | 6 bulan 3 (Gga) b, AnnualAudit | 1. Pemohon ‘mengajukan
Penyesuaian Perhubunga | Dire (tiga) | flima) (Initial Audid Code a 2(dua) hasi | untkD.O.C permohonan  kepada  Direktur
Manajemen n Pencegahan | hari, tahun a Fowkopx Surat lzin termasuk untuk Jenderal Perhubungan Laut C.q,
Keselamatan Pencemaran | setelah Usaha  Angkutan Kompetensi e i Direktur Perkapalan dan

ument  Of dan persyarata Laut atau Surat Izin Kepala  Sub persyaratan Kepelautan Mendisposisi untuk
Compliance/DO Manajemen | n lengkap Pengoperasian Direktorat cvaluasi kepada Kasubdit
<) ' Keselamatim Kapal; dan Kepala b1 fsatu) hari 2. Disposisi kepada Kasi
Sertifilat K dan b, Profil  Perusahasn Seksi untuk 3. Disposisi kepada Auditor
Manajemen Peslindunga (Compary Profite): penesbitan 4. Mencliti  keabsahan  dokumen
Keselamatan 0 c. Dokumen Sistem zin (ermasuk  hasl  sudit)  dan
(Safety Lingkungan Manajemen membuat laporan kepada Kasi
Management di Perairan Keselamatan  (Safety 5. Memwerifikasi keabsalun
Certificate/SM) Management System 6. dokumen
Manual/ SMs 7. Menyetujui dan menandatangani
Manual); dan

&

Fotokopi _sertifikat-
sertifikat kapal dan
dokumen Keapal
1

lainnya.
« Audit Tahunan (Anmual

Audif)
a Fotokopi  Dokumen

&

Penyesusian
Manajemen
Kesclamatan
(Document of
Comptiance)

. Fotokopi  Sertifikat
Manzjement
Keselamatan  (Safety

surat/dokumen
PNBP

8

9. Mendistribusi ke pada pemohon

10.Ditien  Hubla  menyampaikan
laporan/notifikasi atas izin yang
telah diterhitkan kepada Lembaga
oss
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Certhcate | SMC); dan
c. Fotokopi _ sertifikat-
sertifikat knpal dan
dokumen al
lainnya.
o Audit  Pembaharuan
Renewal Audit)
& Fotokopi  Dokument
Penyesuai
Manajemen
Keselamatan
{Document of
Comphance / DOC)
yang ki
b. Fotokopi _ Sertifikat-
sertifikat kapal dan
dokumen
lainnya.
o Audit Tambahan
(Additional Audit).
a. Alamat Perusahaan
yang baru;
b. Fotokopi  Dokumen
Penyesusianm
Manajemen
Keselamatan
(Document of
Comphiance / DOC);
c. Fotokopi  Laporan
Audit  schelumnya:
dan
d. Fotokopi  Sertifikat-
sertifikat kapal dan
dokumen Kapal
lainnya.
Persyaratan Lainnya
sM.C:
« Audit Pertama (hitial
Audi).
& Fotokopi  Dokumen
Penyesusian
Manajemen
Keselamatan
{Document of
Compliance/  DOC)
okumen
Penyesuaian
Mansjemen
Kescl
Sementata  {interim
Document of
. Lembaga . ” Waktu
Perizinan Berusaha Pejobat Yang | Wakeu . Pejobat Yang Akt
o | Yang Dilaksanakan Yang Menandatan |  Proses Mot Persyaratan Blaya Verifikasi Micicast Pengawasan
Melalui Oss** Menecbition - Feciaka (®Rp) Rl JEvaluasi
Izin L ¥

Comphiance ] Interim
DOC);

b Dokumen  system
emen
Keselamatan  (Safety
Management  Sistem
Manual/ SMS

e
£
4
22
8
H

* Audit Ant
(intermediate Audit).
. Fotokopi Dokumen
Penyesuaian

(Document f
Complismce/ DOC);

b. Fotokopi sertifikat
Manajemen
Keselamatan (Safety
Manage ment
Certificate | SMC);
dan

c. Fotokopi _sertifikat-
sertifikat kapal dan
dokumen  kapal
lainnya.

« Audit Tambahan
(Additional Audit).
a Alamat perusahasn

baru
b. Fotokopi dokumen

Audit  Antara
(Intermediate
audit)
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Manajemen
Keselamatan
(Document
Compiiance| DOC):
. Perjzmjian
kenasama
operasional  kapal;
atau
d. fotokopi  laposan
audit  sebelumnya:
dan
e. fotokopi sertifikat-
rtifikat kapal dan
dokumen  kapal
lsinnya.
o, Serufikat Kementerian | Menteri e R PNBP Marine 3 (uga) ban. | (Anmual T. Pemohon ‘mengajukan
3 (gl | d d.Copy Surat tanda | PP. 15 | Inspector setelah Survey) permohonan  kepada  Direktur
Ballast  Water | n n hai, 5 (ima) | kebangsasm Tahun 2016 | termasuk i Jenderal Laut C.q
Management setelah tahun e. Copy sertifikat Kompetensi lengkap Tahunan Direktur  Perkapalan  dan
BWM) persyarata Pencegahan pencemaran Kepala Sub Kepelautan
nlengkap £ Buku catatan air ballas Direktorat a. 2{dun) has 2. Mendisposisi untuk  evaluasi
Walllast Water Record dan Kepala untuk kepada Kasubdit
Bool Seksi veri 3. Disposisi kepada Kasi
& Rencana mansjemen air persyaratan | Pemeriksaan | 4. Disposisi ke pada Auditor
Dallast b. 1 (sat) hari | Antara 5. Meneliti keabsshan dokumen
h. Copy sertifikat untuk (Intermediate ftermasuk  hasil audit) dan
keselamatan peverbitan | Survey) membuat laporan kepada Kasi
i Data Instalasi Peralatan izin 6. Memverifikasi keabsahan
pencegshan pencemaran dolcumen
oleh minyak; dan 7. Mengetiol den ménandstzngeni
j. Laporan  Pemeriksaan o/ doioumen
pencegahan 8
pencemaranaleh minyak 5. Mondintibusi kepada pemohon
Audit  Antara | 10. Ditien Hubla  menyampaikan
(Intermediate Iaporan notifikasi atas izin yang
audit telsh  diterbitkan  kepada
Lembaga 0SS
3 Kementrian | Menteri Tidak lebih | a. Copy surat ukur PNEFP arine T Bulan 3 (uga) ban, | Annual 1. Menerima Pemohon
Nasional Perhubunga | Perhubunga dari 5| b y tanda | PP. 15 | Inspector setelah Survey mengajukan permohonan
Pencegahan n n (tiga) | Tahun kebangsaan Tahun 2016 | termasuk persyaratan (Pemeriksaan kepada  Dircktur  Jenderal
‘Pse;cmmm m:im ¢. Copy e sertifikat ﬁmun;b lengkap Tahunan) Perhubungan Laut C.q. Dircktur
e pencegahan e, Perka Jaul
persyasata pencemaran oleh Direktorat a 2dus) has 4 Mend;wignnn:@m‘::k ':«':dnnsi
n lengkap minyak; dan  Kepala untuk e sacda lcamnbudit
d. Copy sertifikat Seksi wverifikasi SDSP“ e b
keselamatan pessyaratan - Disposiat kepada kasi S
e. Data Instalasi Peralatan "ll,)";’l’:::" kepada  Marine
ncegahan b 1 (saty)
i oo ! 5. Mencliti dokumen
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minyak; dan untuk Antara (termasuk  hasil pemenksaan
£ Laporan Pemeriksaan penerbita | (Intermediate M) dan membuat laporan
pencegahan nizin Surver) kepada Kasi
pencemarancleh 6. Memverifikasi keabsahan
minyak dokumen
7. Menyetujui dan
menandatangani surat/
dokumen
8, PNBP
9 mndumbuu kepada pvlnollon
Ditjen ubla
mmyampu.km lapomnlnouﬁkm
atas izin yong telah diterbitken
kepada Lembaga 0SS
G Sertiikat Kementrian | Mentern Tidak Tebihi | o Copy surat ukur PNBP Marine T Bulan S (6ga) ban, | Anual Swivey | 1. Menerima surat permohonan
i 3 (tiga) | dari 5 | b. Copy PP. 15 | Inspector setelah {Pemeriksann pemohion
Pencegahan n n b, Tahun kebangsam Tahun 2016 | termasuk pemsyaratan Tahunan) menyampaikan kepada
Pencemaran setelah c. Copy sertifikat Kompetensi lengkap Direktur
Oleh  Minyak persyarata pencegahan Kepala Sub Isposk i
10PP) 0 lengkap pencemaran oleh Direktorat a2 (i hod | Pemeciiesen: | % ﬂ;;‘:i’f:’:h:;'“k Vit
minyak; dan  Kepala untuk Antara 3. Disposisi kepada kasi
d. Copy sextifikat Seksi verifiksi Untermediase | 3+ JEPOSE KORACH S
kese] persyaratan | Survey) o TNSpOsIl ~oope e
o Dt Tntattied Fecaiaiaa b. 1 (satu) hari Inspector
peicopahon il 5. Mencliti keabsahan dokumen
i oleh penerbitan (termasuk hasil pemeriksaan
minyak; dan izin M) dan m:mbum laporan
f Laporan Pemeriksaan kepada Kasi
pencegahan 6. Memverifkasi  keabsahan
pencemaranolech dokumen
minyak 7. Menyetujui dan
menandatangani surat/
dokumen
8. PNBP
9. Mendistribusi kepada
pemohon.
10.Ditien  Hubla  menyampaikan
oren) otk ates zin yasg
telah  diterbitkan
Lembaga 0SS
T Sertifikat Kementrian | Menteri THA P60 | & Copy Surol Ukur PNEP Marine T Bulan 3 (tgn) han, | Annunl Survey | 1. Pemohon mengajukan
i 3 (tigs) | deri 5 | b Copy Surat Tanda | PP. 15 | Inspector setelah (Pemeriksaan permohonan kepada Direktur
Pencegahan n 0 hari, Tahun Mbml;:mml\up«.l. Tahun 2016 | termasuk persyaratan Tahunan) Jenderal Perhubungan Laut
Pencemaran setelah e Copy Sertifikat Kompetensi lengkap C.q. Direktur Perkapalan dan
Oleh  Bahan persyarata Pencegahan Kepala Sub Kepelautan
Cair  Beracun 0 lengkap Pencemaran oleh Direktorat a 2(dua) has tcsii i
pers] oramers g s 2. Mendisposisi untuk evaluasi




‘Waktu

’ Lembaga ; .
Perizinn Berusaha Pejabat Y: Waktu : Pejabat Yan Masa skt
No | Yang Dilaksanakan | .. Yang iy Proses Masa Persyaratan Biaya Veriiconi® |  Checidist Verasi Pengawasan Tata Cara Pengajuan
Melalui Ossa* machitien omi Badsn ®e) Persyaratan {Evakiinal
Izin L e
@ Datn_ Muntan  Bahan Seicst orifkm epada kasubdit
Cair Beracun: dan persyaratan | Pemeriksaan | 3. Disposisi kepada kasi
e Laporan  Pemerikswm b. 1 (satu) hari | Antara 4. Disposisi  kepada  Marine
Pencegahan untuk {Intermediate Fiapecior
Pencemaran oleh bahan penerbitan | Surveg) 5. Menecliti keabsahan dokumen
cair berncun. zin (termasuk hasil pemeriksaan
M]) dan  membuat laporan
kepada Kasi

6. Memverifikasi keabsahan

dokumen

7. Menyetujui dan

menandatangani surat/
dokumen

8. PNBP

9. Mendistribusi kepada

pemohon,

10. Ditien  Hubla  menyampuiken
oren notifiksi atis izin yang,

telah  diterbitkan  kepada
Lembaga 0SS
5. Sertifikat Kementrian | Menteri Tidak Jebih | a. Copy Surat Ukur PNBP 1 Bulan 3 (iga) han, | AnouslSurwy | 1. Menerima surat permohonan
3 (tgs) | dari 5 | b Copy Surat Tanda | PP. 15 | Inspector setelah (Pemeriksann dari  pemohon serta
Pencegahan n n hari, Tahun Kebangaann Kapal. Tahun 2016 | termasuk persyaratan Tahunan) menyampalkan kepada
Pencemaran setelah ¢ Copy Sertifikat ompetensi lengkap Dircktur
Oleh  Kotoran ersyarata Pencegahan Kel Sub i i
(ISPP) gy s oleh n.»,‘l“'kﬁ,m a 2(dun) hari . r::n‘::‘;:’::b:;:mk evaluasi
minyak daa Kepala untuk 3. Disposisi kepada kasi
d. Data Sertifikat Seksi verifikasi S By Rt aeer
Pencegahan persyaratan * m_‘::m P
= ety b 2 W) ] 5. Meneliti keabsahan dokumen
e. Laporan  Pemeriksaan penerbitan (termasuk hasil pemeriksaan
Pencepalion isia M]) dan  membuat laporan
acemaran oleh kepada Kasi
sewage 6. Memverifikasi  keabsahan
dokumen
7. Menyetujui
menandatangani surat/
kumen

8. PNBP

9. Mendistribusi kepada

pemohon.

10, Ditien  Hubla  menyampsikan
oran/ notifikas: atas izin yang
lah  diterbitkan  kepada

Lembaga OS
. Lembaga . ” Waktu
Perizinnn Berusaha Pejabat Y: Waktu ; Pejabat Yo Masa (o
No | Yang Dilaksanakan | . Yang b Proses Mas Persyaratan Biaya Verificosi© |  Checidist Vet Milcant Pengawasan Tata Cara Pengajuan
Melalui Oss** machitkan omi Baskn ®e) Persyaratan {Evaliiaal
Izin L ¥
T Serufikat Rementrian | Menteri Tidnk lebih | a. Copy Surat Ukur PHBP Marine T Bulan 3 (oga) ban, | Annunl Survey | 1. Femohon ‘mengajukan
i 3 (tiga) | dari 5 | b. Copy Surat Tanda | PP. 15 | Inspector setelah ({Pemeriksaan permohonan kepada Direktur
Pencegahan n n hari, Tahun Kebangsann Kapal Tahun 2016 | termasuk persyaratan Tahunan) Jenderal Perhubungan  Laut
Pencemaran setelah c. Copy Serti Kompe tensi lengkap C.q. Dircktur Perkapalan den
Oleh  Udara persyarata Pencegahan Kepaln  Sub plsiitan
(1AP) 0 lengkap Pencemaran oleh udara Direktorat a 2(dua) hari 2. Mendisposisi untuk evaluasi
d. Data ot dan Kepala untuk Kepada lawubdit
Pencegahan Seks verifikasi A, Tk
Pencemaran oleh udara persyaratan b D‘P“ 1 P"h el
e Laporan  Pemeril b1 (satn) har L) i) e A
Penceg; untuk Inspector
Pencemaran oleh udara penerbitan 5. Meneliti keabsahan dokumen
(termasuk hasil  pemeriksaan
M) dan  membuat laporan
kepada Kasi

6. Memverifikasi keabsahan

dokumen

7. Menyetujui dan

menandatangani surat/
dokumen

8.

9. Mendistribusi kepada

pemohon.

10.Diien  Hubla  menyampaikan

Inporan/notifikasi atas izin yang
telah diterbitkan kepada Lembaga
oss
W Sertifikat Kementrian | Menteri 3 (tgal | Tidnk lohihi | & Copy Surat Ukur PNBP arine T Bulan 3 (tga) han, | Anoual Survey | 1. Pemohon mengajukan
i hari, dari 5 | b. Copy Surat Tanda | PP. 15 | Inspector setelah (Pemesiksann permohonan kepada Direktur
Efisiensi Energi | n n setelah Tahun Kebangsaan Kapal. Tahun 2016 | termasuk persyaratan Tahunan) Jenderal Perhubungan Laut C.q.
(IEEC) persyarata c. Copy Sertifikat Kompetensi lengkap Direkmr  Perkapalan  dan
o lengkap keselamatan Kepala  Sul Rafvelaniail,
d. Copy Serifikat IAPP Direktorat a 2(dua) hasi 2. Mendisposii untuk  evaluasi
e Data mesin induk dan dan  Kepala Kepada Kasubdit
mesin bantu Seksi verifikasi Epada :
f Copy sertifikat class persyaratan 3. Disposisi kepada kasi
untuk mesin b: 1 (sat) hesi 4. Disposisi  kepada  Marine
g Data kapsitas dan jenis untuk Inspector
bahan, bakat  yooR penesbitan 5. Meneliti keabsahan  dokumen
digunnkan kapal H (termasuk hasil  pemeriksaan
h Data rute dan lama M) dan  membuat laporan
pelayaran kepada Kasi
i Copy buku SEEMP yang 6. Memverifikasi keabsahan
telah  disyshkan oleh dokumen
flag state 7. Menyetujui dan
menandatangani surat/
dokumen




o Lembaga ; ” Waltu
Perizinmn Berusaha Pejabat Yang | Waktu : Pejabat Yang Masa skt
Yang Dilaksanakan mvm!‘ Menandatan Proses Masa Persyaratan Biaya Verifikasi Checklist Verasi Pengawasan Tata Cara Pengajuan
Melalui Oss** machitien i Badsn ®e) Persyaratan {Evakiinal
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8. PNBP

9. Mendistribusi kepada
pemohon

10. Ditjen Hubla
menyampaikan  laporan/ notifikesi
atas izin yang telah diterbitkan
kepada Lembaga 0SS

V. Sertiikat Rementrian | Menter: . Copy Surat Ukur PNBP Warine T bulan 3 (oga) hem, | - T. Pemohon ‘mengajukan
Penilaian Perhubunga | Perhubunga | 3 (tiga) b. Copy Surat Tanda | PP. 15 | Inspector setelah permohonan kepada Direktur
Kondisi  Kepal | n n hari, Kebangsamn Kapal Tahun 2016 | termasuk persyaratan Jenderal Perhubungan Laut
(Condition setelah c. Copy Sertifikat Kompetensi lengkap C.q. Direktur Perkapalan dan
Assessment persyarata Keselamatin Kepala  Sub Kepelautan
Scheme /CAS) n lengkap d. Copy Sertifikat CAS Direktorat a 2(dua) hari 2 Pty i

sebelumnya dan  Kepala untuk i &;;%“;";;:‘b‘;’l‘:"'k evalumi

e. Rencina Survey Seksi verifikasi 3 Disoelst lebade ik

£ Penilaian kondisi persyaratan S DEn T e

g Copy gambar lines pln, b1 (satn) har d posisl pa e

GA  plan, Shell untuk Inspector

expansion plan, penesbitan 5. Meneliti keabsahan dokumen

construction plan, Tank izin (termasuk hasil pemeriksaan

capacity plan, yang Mi) dan  membuat laporan

telsh  disyahken oleh kepada Kasi

flag state 6. Memverifikasi keabsahan
h. Copy laporan dokumen

pengedokan Menyetujui dan

i Copy laporan menandatangani surat/

pengukuran  ketebalan lcmen

< e 8. PNBP

J.;Lapoean oo 9. Mendistribusi kepada
pemohon.

X 10. Ditien  Hubla ~menyampeiken
laporan/ notifikasi atas izin yang
telsh  diterbitkan  kepada
Lembaga 0SS

Sertifikat Dana | Kementrian | Menteri T talun | a Copy Surat Ukur PHBP Marine T Bulan 3 (Gga) ham, | - T. Pemohon mengajukan
Jaminan Ganti | Perhubunga | Perhubunga | 3 (tiga) | sesuai b Copy Surat Tanda | PP. 15 | Inspector setelah permohonan kepada Direktur
Rugi n n hari, dengan Kebangsaan Kapal Tahun 2016 | termasuk persyaratan Jenderal Perhubungan Laut
Pencemaran setelah insurance | c. Copy Sertifikat Kompetensi lengkap C.q. Direktur Perkapalan dan
cLe) persyarata keselamatan Kepala Sub Kepelautan
n lengkap d. Copy SNPP{IOPP atau Direktorat 5] Menleposiel Wik vl
NS dan  Kepala ety
e Asli atan copy bukti Seksi pags kmubet
o oot Srerad 3. Disposisi kepada kasi
e 4. Disposisi  kepada  Marine
£ Asli atau copy blue card Inspector
nbik el bl 5. Mencliti keabsahan dokumen
Kurang 2000 DWT (termasuk hasil pemeriksaan
B Asli__atau copy polis M) dan membuat laporan
. Lembaga . ” Waktu
Perizinan Berusaha Pejabat Yang | Waktu ; Pejabat Yang Masa (o
o | Yang Dilaksanakan m"f“? Menandatan Proses Mas Persyaratan Biaya Verifikasi Checklist Vet Milcant Pengawasan Tata Cara Pengajuan
Melalui Oss** machitkan omi Baskn ®e) Persyaratan {Evaliiaal
Izin L ¥
uransiuntuk kapal kepada Kasi
150 DWT s/d dibawah 6. Memverifikasi keabsahan
2000 DWT dokumen

7. Menyetujui
menandatangani surat/
dokumen

8. PNBP

9. Mendistribusi kepada
pemohon.

10. Ditien  Hubla  menyampuikan
laporan/ notifikasi atas izin yang
telsh  diterbitken  kepada
Lembaga 0SS

W, Sertfikat Dana | Kementrian | Menteri T tahun | a Copy Surat Ukur PNBP Marine T bulan 3 (uga) han, | - T. Pemohon mengajukan
Jaminan Genti | Perhubunga | Perhubunga sesuai b. Copy  Surat  Tanda | PP. 15 | Inspector setelah permohonan  kepada Direktur
Rugi n 0 3 (tiga) | dengan Kebangsaan Kapal. Tahun 2016 | termasuk persyaratan Jenderal Perhubungan Laut C.g.
Pencemaran hai, insurance [ c. Copy Sertifikat Kompetensi lengkap Dircktur  Perkapalan  dan
Dari  Bahan setelah keselamatan Kepala Sub Kepelautan

ar  Minyak persyarata d. Copy SNPP/IOPP atau Direktorat a 2(dua) has 8. Mandlspesel. Jokik {rvatiaal
(CLC BUNKER) n lengkap NLS dan Kepala untuk Y badls b Alt
e Asli atau copy bukt Seksi verifikasi paca o
. 3. Disposisi kepada kasi
pembayaran premi persyaratan Db e -
asuransi b. 1 (satu) hari VDRSS epada e,
£ Asli atau copy blue card untuk Inspector
untuk  kapal  lebih penerbitan 5. Meneliti keabsahan  dokumen
Kkurang 1000 DWT izin (termasuk hasil pemeriksaan
g Asli atau copy polis M) dan  membuat laporan
asuransi untuk kapal kepada Kasi
150 DWT s/d dibawsh 6. Memverifikasi keabsahan
2000 DWT dokumen

7. Menyetujui dan
menandatangani surat/
dokumen

8. PNBP

9. Mendistribusi kepada
pemohon.

10. Ditjen Hubla
menyampaikan laporan/ notifikasi
atas izin yang telah diterbitkan
kepada Lembaga 0SS

% Serikat Kementrian | Menteri S0bulan | a Copy Surat Ukur PNEP Marine T bulan 3 (Gge) ban, | Anoual Survey | 1. Pemohon mengajukan

i b. Copy Surat Tanda | PP. 15 | Inspector setelah {Pemeniksann permohonan  kepada Dircktur
Sistem  Anti | n 0 3 (igs) Kebangsaan Kapal. Tahun 2016 | termasuk persyasatan Tahunan) Jenderal Perhubungan Laut C.q.
Teritip  (Anti- hari, c. Copy Sertifikat Copy Kompetensi lengkap Dircktur ~ Perkapalan  dan
Fouling setelah sertifikat AFS Kepala Sub Kepelautan
System/AFS) persyarata sebelumnya Direktorat a 2(dus) has 4. Meadmpoetel it ‘svabaa
n lengkap d. Copy Laporan dan  Kepala untuk Kepada kasubdit
penerapan system anti Seksi verifikasi 3. Disposisi kepada kasi
Fouling _dari _pabrikan bk




Perzinan Berusaha
No | Yang Dilaksanakan
Melalui Oss**

Lembaga

Menerbitkan
Tzin

Pejabat Yang
Menandat
gomi

Walktu
Proses

Masa
Berlaku

Persyaratan

Biaya
®p)

Pejabat Yomg
Verifikasi

Persyaratan

Masa
Checklist

Waltu
Verifikasi
JEvaluasi

Pengawasan

Tata Cara Pengajuan

" bebas THT
Buku

dan cat [ galangan
Copy sertifikar  Cat
laporan
pemeriksam
pencegahan
pencemaran dari system
anti tritip dikapal

b 1 (satu) han
untuk

penerbitan
zin

@

)

8

8.
9

10.

Disposit

kepada  Marne

Inspector

. Meneliti keabsahan dokumen

(termasuk  hasil
M) dan
kepada Kasi
Memverifikasi
dokumen
Menyetujui
menandatangani
dokumen

PNBP
Mendistribusi kepada pemohon,

2 Ditien Hubla
‘meny laporan/ notifikasi
atas izin yang telah diterbitken
kepada Lembaga 0SS

pemeriks aan
membuat  laporan

keabsahan

dan
surat/

Y. Serfkat
Keselamatan
dan
Instruksi
Internal

Kementerian
Perhubunga
n

Kepala Sub,
Direktorat
Keselamatan
Kapal

(tiga)

setelah
persyarata
nlengkap

T

Maksimal 5

tahun

‘Surat Permohonan
Surat Laut

aogm

Sertifikat
Keselamatan
Sertifikat Klas
Sertifikat
Pencegahan
Pencemaran
Pengesahan gambar
Buku laporan

-

Fe

Pemeriksasn
i Laporan
pemeriksaan
Grosse ake kapal

15 /2016

3 bulan

Pemeriksaan
Tahunan oleh
M (Annual
Inspection)

Pemohon ‘mengajukan
permohonan  kepada  Direktur
Jenderal Peshubungan Laut C.q.
Direktur  Perkapalan  dan
Kepelutan
admin  akan  melakukan
verifikesi Kelengkapen
bl Jiks tidak lenghap akean
dikembaliken den s

b2 Jika
dispatching
Kepaln SubDit Keselamatan

Keapal

Kasubdit Keselamatan Kapal

akan mendisposisi Ke  Kasie
Ki

Kapal (Marine Inspector)
Pejabat Pemeriksa Keselamatan
Kapal (Marine Inspector) akan
melakukan  ds meneliti
persyaratan  dan
pemeriksaan keselamatan kapal
i Pemeriksa
(Marine

aken  melakuken

Perizinan Berusaha
Yang Dilaksanakan
Melalui Oss**

g

Lembaga
Yang
Menerbitkan
Izin

Pejabat Yang
Menandatan
gami

Waktu
Proses

Masa
Berlaku

Persyaratan

Biaya
®p)

Pejabat Yang
Verifikasi
Persyaratan

Masa
Checklist

Waktu

JEvaluasi

Pengawasan

Tata Cara Pengajuan

14,

pemerikannn keselamatan kapal
untk  penerbitan  Instruksi
Internal

Pejabat Pemeriksa Keselamatan
Kepal (Marine Inspector) akan
melakulan evaluasi.
Pejabat_Pemeriksa Keselamatan
Kapal (Marine Inspector) akmn
‘melakukan kesimpulan
terhadap hasil pemeriksan

1. Jika tidak dapat diterbitkan
akon  terupdate  status  tket
permohonan  dan  diberkan
Notifikasi  Ditol Proses
Selesu

2. Jika dagat diterbitkan maka
akan  dilakuken  Pembustan
Data Sertifikat dan Instruksi
Internal

Pejabat Pemeriksa Keselamatan
Kapal (Marine Inspector) akan
melakukan  Pencetakin  Data
Sertifikat dan Instruksi Internal
Kasie Sertifikosi Keselamatan
Kapal akan memberikan paraf
Dokumen  Sertifkat  dan
Instruksi Internal.

Kasubdit Keselamatan  Kapal
akan mendandatangani
Sertifikat dan Instruksi
Untuk  penerbitin
Keselamatan

i Pembayaran  PNBP
yang diterbitkan oleh Stafl TU

pternal.
Sertifikat

dan
SubDit

Pengesahan /Stempel Dokumen
Sertifikat dan Instruksi Internal
oleh  Stafi TU  SubDit
Keselamatan Kapal

MNotifikasi Dokumen  Sertifikat
dan Instruksi Internal selesai
Ditjen Hubla menyampaikan
notifiknsi melalui_ Sistem 0SS
kepada Lembaga OSS,




Lembaga
Yang
Menerbitkan
Izin

Pejabat Yang
Menandatan
gomi

Walktu
Proses

Masa
Berlaku

Persyaratan

Pejabat Yomg
Verifikasi

Persyaratan

Waltu
Verifikasi
JEvaluasi

Pengawasan

Tata Cara Pengajuan

Kementerian

Kasubdit

n

Kapal

3 (tiga)
hari,
setelah
persyarata
n lengkap

Maksimal 5
{lima)

poEs

Surat Permohonan
Surar Laut
Surat Ukur
Sertifikat
Keselamatan

at Klas

15 /2016

3 (6ga) ban,
setelah

persyaratan
lengkap

Pemeriksam
Tahunan oleh
M (Annual
Inspection)

1. Pemohon ‘mengajukan
permohonan kepada Direktur
Jenderal Perhubungan Laut C.q
Direktur  Perkapalan  dan
Kepelautan.

2. admin  akan  melakukan
verifikasi kelengkapan
dokumen
bl Jika tidak lengkap akan
dikembalikim dengan catatan,
b2 Jika lengkap  aken
dispatching  Permohonan ke

Kepala  SubDit  Keselamaten

pal

3. Kasubdit Keselamatan Kapal
akan mendisposisi Ke Kasie
Sertifikesi Kesclamatan Kepal

4. Kasie Sertifikasi Keseluatan
Kepal akin  mendisposisi ke
Pejabat Pemeriksa Keselamat
Kapal (Marine Inspector)

5. Pejabat Pemeriksa Keselamatan
Kapal (Marine Inspector) akan
melakukan pemerksam dan
menelil dokumen persyaratan
sebelum
pemeriksuan.

6. Pejabat Pemeriksa Keselamatan
Kopel (Merine lnspector) aken
melakukan  evaluasi  terhadip
lm!l.lpermnksam.

7. Pejabat Pemeriksa Keselamatan
Kapal (Marine Inspector) akan
melakulan kesimpulan
terhadap hasil pemeriksaan
1. Jika tdak: dagr it
nknn terupdate  status

e ko
Notifkaai — Diolak,  Proses
Selesai.
£.2. Jika dapat diterbitken maka

9. Kasubdit Kesclamatan Kapal
akan mendandatangan:
Sertifikat Exemption.

10. Untuk  penerbitan  Serifikat
Exemption _akan _dilakukan

g

Lembaga
Yang
Menerbitkan
Izin

Pejabat Yang
Menandatan
gomi

Waktu
Proses

Masa
Berlaku

Persyaratan

Biaya

®p)

Pejabat Yang
Verifikasi

Persyaratan

Waktu

JEvaluasi

Pengawasan

Tata Cara Pengajuan

Pembaymran  PNBP  ymng
ditesbitkan oleh Staff TU SubDit

Kesclamatan Kepal.
12 Pengesahen /Stempel Dokumen
Sertifikat Exemption olch Stafl
TU SubDit Keselamatan Kapal.

16. Notifikasi Dokumen Semﬁkllt
Exemption Selesai.

17. Ditien Hubla menyampuiken
laporen/ notifikasi ates izin yang,
telah pada
Lembaga 0SS

Kementerian
Perhubunga
n

Kepala _Sub
Direktorat

Stabilitas

dan  garis
Muat Kapal

3 (iga)
hari,

setelah

persyarata

nlengkap

Selama

tidak  ada

perubahan
Fostrukst
Kapal

@ Salinan _ Sur,
(pengantar) rlm-i I)nﬁ
Pelaksana
Direktorat
Perhubungan

pal Bangunan Baru
dmlam uegen)

.7

&

pembangunan

Rancang
m.m Kapal sebanyak
3 (tiga) rangkap
Salis

untuk  kepal  yang
dilakukan

Dinas.

Jendrml
Laut

sebelum

an proses
pengesahan  gambar
bangun

PNEP

berdasarkan

besaran
panang
kapal

Pegawai
yang

me
Kompetensi
sebgai
Pejabat
Pemeriksa
Keselamatan
Kapal

3 (tiga) hari,
setelah
pesyaratan

lengkap

a 2 (dus) has
untuk

e i
persyaratan

‘Monitoring dan
Evaluasi

T Pemohon mengajukan permohonan

2. Marine  Inspector meneliti  dan
dan

pembingunan
dan
perombakan
Kapal di UPT

gorbes, cenceng bongun Lapa {
Jlkl! (l||rrlnk dilaksanakan

pada gambar rancang bangun
kapal

4.Marine Inspector mengetik dan

mengkonsep Surat Pemeriksaan/
Pengesshan  gambar  rencang
bangun kap:

5 Kepula Seksi meneliti, memeriksa
dan  memverifikasi dan
gambar rancang bangun kapal
yang telah dikonsep dan diperiksa
oleh Marine Inspector

6.Kepala Seksi menyetujui hasil
konsep dan pemeriksaan surat dan
pambar rancang bangun kapal oleh
Marine Inspector

7.Kepala Sub Dircktorat menerima
hasil persetjuan Kepala Seksi den
menandatangani surat  serta
gambar rancang bargun kapal

0.Staf  Adminstrasi  melakukan
Penomoran  surat  Pengesahan
Gambar

10. istribusi ke




Lembaga ; . Waltu
Perizinan Berusaha Pejabat Yang | Waktu : Pejabat Yang Masa skt
Yang Dilaksanakan | o Yang Menandatan Proses Masa Persyaratan Biaya Verifikasi Checklist Verasi Pengawasan Tata Cara Pengajuan
Melalui Ossa* machitien omi Badsn ®e) Persyaratan {Evakiinal
Tzin & Y
4 Surat  persetujuan pemohon
penggunaan bendera 1. Ditjen Hubla
untuk kapal baru menyampaikan  laporan/ notifikasi
yang dibangun di atas izin yang telah diterbitkan
luar negeri/ Surat kepada Lembaga 0SS
persetujuan
penggantian bendera
untuk  kapal yang
ganti bendera.
f. Pealaansan Survey/
eeiksaan | fisik
e
b, Pengesahin Kementerian | Kepala  Sub Selama a Gambar PNBP Pegawa 3 (Gga hari | 5 (Oima) han, | Veribkasi Fisik | 1. Pemohon mengaukan permohonan
Gambar Perhubunga | Dircktorat 5  (ime) | tdok ada | Bangun Kapal :rbmlyuk berdasarkan | yang setelah kpal di lokasi | 2. Marine Inspector  meneliti  dan
Rancang n Rancang hari, perubahan 3 (tiga) rangkap. besaran ‘memiliki persyaratan dimana kapal | memerksa  permohonan dan
Bangun Kapal Bangun, setelah kostruksi | b1 (Sats)  rangksp | panjang kompetensi lengkap dirombak gambar rancang bangun kapal (
Dalam  Rangka Stabilitas persyarata | kapal Gambar rancang bangun | kapal ~ dan | sebagai apabila Jika diperlukan, melaksanakan
Perombukan dan  garis | nlenghep Kapal sebelum | sesusi Pejabat a4 fempat) | perombakan Survei kondisi fisik kepal din
Must Kapal perombakin untuk | dengan PP | Pemeriksa hariuntuk | sudah membuat lisporan)
pengesahan  gambar | 15 Tahun | Keselomatan verifikasi sanakan | 3. Marine Inspector memberikan
rancang bangun kapal | 2016 Kapal persyaratan rekomendasi dan cataton merah
dalam rangka termasuk pada gambar rancang bangun
perombakan Kepala  Sub b1 fsatu) hari Kanpal
c. Persyaratan  tambahan Direktorat untuk 4.Marine Inspector mengetik dan
untuk untuk kapal yang dan Kepala penesbitan mengkonsep Surat Pemeriksasn/
sudah/sedang dilakukan Seksi izin Pengesahon  gambar  rancang
perombakan  sebelum bangun kapal
dilakuken proses 5. Kepala Seksi meneliti, memeriksa
pengesahan  gambar dan  memverifikasi surat dan
rancang bangun gambar rancang bangun  kep
kapaloya: yang te psep dan diperiksa
) Surat  Pernyataan oleh Marine Inspector
Tanggung  Jewab 6 Kepala Seksi menyetujui hasil
Mutlak  (Apabila konsep dan peme; ur
Kapal Sudsh pambar rancang bangun kapal oleh
dirombak) Marine Inspector
2) Salinan Surat Tands 7. Kepala Sub Direktorat menerima
Kebangsann ~ Kapal hasil perse tujuan Kepala Seksi dan
yang lama sebelum menandatangani  surat  serta
perombakan gambar rancang bangun kapal
3) Salinan Surat Ukur 8.Staf/ petugas PNBP Membuat
Kapal sebelum i (kode  billing)  PNEP,
perombakan menyampaikan  tagihan ke
5) Peloksanaan pemohon dan mencrima
Survey/ pembayaran PNE|
pemeriksann  fisik 0.Staf  Adminstrasi  melakukan
kapal Penomoran  surat  Pengesahan
Gambar
12. Mendistribusikan ke pemohon
13. Ditien  Hubla mmvumpnikm
laporan/ notifikasi atas izin
i pedla Lasibaga
. Lembaga . ” Waktu
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0ss
. Sertiikat Kementerian | Kepala Sub Waksmal 5 Sewum  GT | Pegawan T Gatu) han | Monitoring dmn | 1. Pemohon mengajskan permohonan
Nasional/ Perhubunga | Drektorat 1 (satu) | fima) a Laporan kapal  dan | yang kerja Evaluasi garis | 2. Marine Inspector meneliti  dan
temasional | n Rancang hari, tahun pemeriksaan garis | berdasarkan | memiliki muat kapal di | memeriksa  permohonan dan
Garis  Muat Bungun, setelah muat kapal ashi yang | PP 15 Tahun | kompetensi uPT kelengkapannya sesum
Kapal Stabilitas persyarata ditandatangani 2016 sebagai persyaratan
dan garis. n lengkap pejabat pemeriksa Pejabat 3. Merine laapector_ mergetlk don
Muat Kapal keselamatan kapal Pemeriksa enghonsep sertifat gacia miiat
dan atasan Keselamatan poes
langsungnya dimana Kapal a Kepnln Seksi mencli, memerken
ki riks termasuk dan memverifikasi sertifikat garis
b. Salinan surat tnda Kepala  Sub anint. koWl gong. tokli, Alkonmep
kebangsaan kapal Direktorat oleh Marine Inspector
c. Sertifikat garis muat din Kepala 5 Kepala Seksi menyetujui  hasil
kapal sementara Seksi Konsep sertifikat garss muat kapal
inan surat ukur oleh Marine Inspector
kapal 6. Kepala Sub Direktorat menerima
e. Gambar rancang hasil persetujuan Kepala Seksi dan
bangun kapal yeng menandatangani  sertifikat. garis
sudah disahkan muat kapal
f. Buku stabilitas yang 7.Staf] petugas  PNBP  Membuat
telah disahkan (kode  billing) PNBP,
an
pemohon den mencrima  bulti
pembayaran PNBP
8.Staf  Adminstrasi  melakukan
Penomoran  sertifikt garis muat
kapal
10 Mendistribusikan ke pemohon
11.Diten  Hubla  menyampaikan
laporan/notifikesi atas izin yang
telah diterbitkan kepada Lembaga
qd._Surat Autorisnsi | Kementorian | Kepala Sub - Sesum GT | Pegawai T (satu) han | Monitonng I Penishon mengafakan penbohoomn
Muat | Perhubunga | Direktorat 1 (sam) Persyaratan: kapal dan yang kesia 2. Marine Inspector meneliti  dan
Kapal n Rancang hari, . Salinan sertifikat garis | berdasarkan | memiliki Tciincin,  pecmshanan dai
Bangun, setelah ‘muat kapal dari klas PP 15 Tahun | kompetensi kelengkapannya sesuni
Stabilitas persyarata (sertifikat 2016 sebagai persyaratan
dan garis. n lengkap sementara/ permanen) Pejabat 3. Marine Inspector mengetik  dan
Muat Kapal b. Salinan sertifikat Pemeriksa isasi
Klosifikasi Kesclamatan
c. Salinan surat ukur Kapal
kapal termasuk
d. Salinan surat Kepala Sub
pemeriksaan gambar Direktorat
kapal dan Kepala
Seksi
6 Kepa]n Sub Direktorat meperima
tambahan Kepala Selksi dan
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Wtk knpal yang, TmenAndAtAnEAT] _ Surat mutorsns]
penesimasn klas atan 7.Staf] petugas PNBP Membuat
transfer of clas tagiban  (kode  billing)  PNBP,
1) Surat keterangan menyampaikan  taghan ke
penerimaan klas bahwa pemohon  dan  menerima  bukti
kapal diklaskan pada pembayaran PNBP
Kias yang akan 8.Staf  Adminstrasi  melakukan
‘menerbitken sertifikat Penomorem surat autorisasi
garis muat 9. Mendistribusikan ke pemohon
2) Surat TOCA {transfer of 10 Ditien ubla
class) untuk kapal yang menyampaikan laporan) notitlcosi
transfer klns izin yeng telah diterbitkan
Fepada Lemboga 035
ce. Persetujuan Kementerian | Kepala Sub | 5 (tga) Pegawa T ot et T-Pemohon mengajuknn permotionan
Pencucin Peshubunga | Direktorat hari kerja yang, Persetujuan  Pencucian ki
Tanki  Kapal | n Kepelautan | apabila ‘memiliki Kapal (Tank Cleaning) kepada
(Tank Cleaning persyarata kompetensi Direktur Jenderel Pertmbungen
n sebagai Lt 5 Divakii Feskretan’
dinyataken Pejabat Kepela
lengkap Pemeriksa 2.5uaf Direktorat Perkapolen dan
Kesel Kepelautan ‘melalukan
Kapal pemeriksann Wolongkspan
termasuk dokumen persyaratan.
Kepala Sub 3. Kepala Seksi menyetsjui (approve)
Direktorat kelengkapan dokumen persyaratan
dan Kepala dan mengetahui dokumen  yung
i telah disetujui.

4. Kasubdit  menyetwjui  dan
menandatangani  kelengkapan
Persetujuan  Pencucian  Tanki
Kapal (Tank Cleaning.

5. Ditien  Hubla  menyampaikan
laporan/ notifikasi_atas izin yang
telah diterbitken kepada Lembaga
oss

W Sertiikat Rementerian | Kepala Sub | 3 (Gga) Pegawai T satu) hari | Momitoring T Pemohon mengajulan permohonan
Attestation Perhubunga | Direktorat | hari kerja yong rifikat Attestation Removal of
Removal  of | n Kepelautan | apabila memi Wrecks 2017 (WR) kepada Direktur
Wreoks 2017 persyarata kompetensi Jendetal Portaibmogen. Lant Co:
(WR) n sebagai Dicskid Forkagelas

dinyatakan Pejabat Ko
iengkap Pemeriksa 2. e Divetorat Perkapalan  dan
Keselamatan Kepelautan melalulean
2 pemeriksaan kelengkapan
termasuk dokumen persyaratan.
Kepala Sub 3. Kepala Scksi menyetujui (approve)
Direktorat kelengkapan dokumen persyaratan
dan Kepala dan mengetshui dokumen yang
Seksi telah disetujui
4 Kasubdit  menyetwjui  dan
. Lembaga . ” Waktu
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Sertifikat A ttestation Removal of
Wrecks 2017 (WR).

5 Diten  Hubla  menymmpuikan
laporan/notifikasi atas in yang
telah diterbitkan kepada Lembaga
0ss

Sertiikasi  Bidang

Kepelautan, meliputi:

T Dokumen Kementerian | Menteri 3 (gl | Maksumal 1 PNBP sesum | Kompetensi | 5 (imm) hari | 7 {ub) har | Monitoring dan | 1. Menerima Surat Permobonan dar

hari kerja a. Surat Permohonan engan PP | Marine erja evaluasi pemohon serta menyampaikan

Safe Manning | n n apabila b, Salinan  Sersfikat | 15 /2016 Inspector terhadap  Unit kepada Direltur
ent) persyarata Keseselamatan termasuk. Pelayanan 2. Mendisposisi untuk evaluasi

c. Salinan Surat Ukur Kepala Sub Teknis  yang kepada kasubdit

dinyataken d. Salinan Surat Laut Direktorat menerbitkan | 3. Disposisi kepada kesi
lengkap e. Salinan Crew List dan  Kepala Dokumen 4. Disposisi kepada Staf Pelaksana
f Salinan  Sertifikat Seksi Pengawakan | 5. Mencliti keabsahan dokumen den
Crew membuat laporan kepada Kasi

6. Memverifikosi Keabsuhn
dokumen

7. Menyetujui dan menandatangani
surat/ dolumen

8. Mendistribusi kepada pemohon

5. Dien _ Hiubla  mesyempalen
laporan/ notifikasi atas zin yang
telah diterbitin kepada Lembaga
oss

3. Seafarers Rementerian | An Menteri | & (Ggs) | Maksimal 5 Rp. 350.000 | Kompetensi | 5 (ima) har | 7 @b har T. Menerima Surat Permohonan
Identity Perhubunga | Perhubunga | hari kegja | Tahun a Terdaftar di website | / Kartu arine kerja dari pemohon serta
Document (SID) | n o ila pelaut uktikan Inspector ‘menyampaikan kepada Direktur

Direltur persyarata dengan  print  out termasuk, 2. Mendisposisi untuk  evaluasi
Jenderal n internet); Kepala Sub ke pada kasubdit
Perhubunga | dinyataken b. Foto pemohon sudah Direktorat 3. Disposisi kepada kasi
n Laut Iengkap online i website dan  Kepala 4. Disposisi kepada Staf Pelaksana
pelaut; Seksi 5. Meneliti kesbsshan dokumen
«8 K € K dari dan membuat laporan kepada
Kepolisian  (Polres. Kasi
dengan tercantum 6. Menginput data dan melaksaken
el sk i pengambilan foto dan  Proses
& Paapor. dan Penerbitan Kartu
7. Menyetujui
. Sortine 8 Mendistribusi kepada pemohon
ke ahlian/ keterampil 9. Diten Hubla menyampaikan
an asli dan salinan; Iaporan/ notifikasi atns izin yang
£ Surat pengantar dari ditesbitkan  kepada
perusahaan. Lembaga 0SS

3. Buku  Pelaut | Kementerian | An Menteri | 3 (igs) | @ Tahun & Surat Permohonan | Rp. 100.000 | Kompetenst 7 {oul) hari | Momitoring dan | 1. Menesima Susat Permobonan dari
Baru/  Habis | Perhubunga | Perhubunga | hari kerja | dan  dapat b.Surat  pemyataan | / Buku Marine cvaluasi pemohon serta  menyampaikan
Masa_Berlaku/ | n n apabila diperpanja belum pernah Inspector terhadap Uit kepada Direky
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Rehibmgon Direktur peryarata | g 2 kah memihia Bk Termasulk, Pelayanan 7. Mendisposim _untuk  evaluas
Jenderal a masing? pelaut Kepala Sub Teknis  yang kepada kasubdit
Perhubunga | dinyatakan | berlaku 2 <. Copy Sertifikat Dircktorat menerbitkan | 3. Disposisi kepada kasi
n Laut lengkap . pelaut dan  Kepala Buku  Pelaut | 4. Disposisi kepada Staf Pelaksana
(Total 7 dan/atau_ Sertifikat Seksi Baru/  Habis | 5. - Meneliti keabsahan dokumen
Tahun) keterampilan pelaut, Masa Berlaku/ danmembuat laporan kepada
Surat  keterangan Kehilangan Kosi
praln bagi Taruna/1 - Menginput data dan  proses
yang akan pencef
melaksanakan
prakrek kerja laut 6. Menyetujui dan menandatangani
d. Surat Keter: Buku Pelaut
sehat dari Dokter 7. Mendistribusi kepada pemohon
e Surat  Keterangan & Dien Hubla menyampakan
Catatan  Kepolisian laporen/ notifikasi atas in yeng
(SKCK): telah diterbitkan kepada Lembaga
f Foto  Copy Akt oss
Kelahiran/ Surat
Kenal Lahir/ Kartu
Tanda  Penduduk
KTP).
g Pas Foto Berwama
Terbaru Ukuran 5x5
em dan  3x4 cm
masing -masing
scbanyak 2 Lembar,
dengan Baju Wamna
Putih Polos Latar
Belokang  Wama
Biru untuk  Pelaut
Bagian Deck atau
Latar Belakang
Merah Untuk Pelaut
Bagian Mesin;
hSurat  Keterangan
Kehilangan  Buku
Pelaat dori  Polisi
atau  Foto  Copy
Laporan Kecelakaan
Kapal:
i Buku Pelaut Lama
(Asli).

4. Penyjlan Awok | Kementerian | An  Menteni | & (tiga) | Maksimal | a Permohonan dari - Kompetensi | 5 (lima) han | 7 {tujub) hari Monitoring dan | 1. Menenma Surat Permobonan dari
Kapal  Pada | Perhubunga | Perhubunga | hari kerja | Tahun perusahaan; Marine kena evaluasi pemohon serta  menyampaikan
Buku  Pelaut | n 0 apabila b. Perjanjian Kesja Inspector teshadap  Unit kepada Diselctur
Dan Direktur persyarata Laut; termasulk, Pelay 2 isi untuk  evaluasi
Pengesahan Jenderal n c. Buku Pelaut Kepala Sub Teknis  yang kasubdit
Perjanjian Kegja Perhubunga | dinyatakan {Asli). Dircktorat meloksanakan | 3. Disposisi kepada kasi
Laut o Laut lengkap dan  Kepala Penyijilan 4. Disposisi kepada Staf Pelaksana

Seksi Awak  Kapal | 5. - Meneliti keabsahan dokumen
ada___ Bulu dan_membuat_laporan_kepada,
. Lembaga . ” Waktu
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Pelaut __ Dem Ko
- Menginput data, dan
Perjanjian penomoran pada PKL
Kerja Laut 6. Menyetujui dan menandatangani
Buku Pelaut dan Perjanjian Kerja
Laut
7. Ditien Hubla  menyampaiken
laporen/ notifikasi atas in yang,
telah ditesbitkan kepada Lembaga
oss
5. Rekomendssi | Kementerian | An Menteri | 1 han T.Surat Permohonan B Kompetensi | 2 (dua) bari | 1 satu) hari T Menerima Surat Permohonan dasi
keria dari Perusahaan; Marine kexia pemohon  serta  menyampaikan
Pelmt Warga | n a 2.Copy Cestifikat Of Inspector kepada Direktur
Negara Asing Dircktur persyarata Competensi (COC) dan s 2. Mendisposisi  untuk  evaluasi
Jenderal n Copy Certifikat OF Kepala  Sub kepada kasubdit
Perhubunga | dinyatakan Propeciency (COP): Direktorat 3. Disposisi kepada kesi
n Laut lengkap 3.Surat Keterangan dan Kepala 4. Disposisi kepada Staf Pelakasana
Keaslian Sertifikat Seksi 5. Meneliti keabsahan dokumen den
€OC dan COP serta membuat laporan kepada Kasi
Dokumen dari Negara 6. Memverifikasi Keabsahan
Penerbit atau Aol
Recognize Of 7. Menyetujui dan  menand i
Certificate (COR). Y awantdatsogel
8, Mendistribusi kepada pemohon
9.Ditien  Hubla  menyampaikan
laporan/notifikasi atas izin yang
telah diterbitkan kepada Lembaga
08s

G, Sertifikat Rementerian | Dien Hubla | 2 hari | Maksimal | Pene ar PHBP [PP15 | PUKP] Staf | Masa 5 han | 2 Hari kena TPURP Mengirmkan secara onkme
Pengukuhan Perhubunga kerja 5 tabun tahun 2016 | Sertifikasi/ | kerja (upload) formulir yang telah diisi
(Certificate  Of | n ila 1. Hasil yudisium Kasi lengkap  kepada  Administrasi
Endorsement) persyarata 2. Poto copy ijazah SMK Pengawakan Umum

0 + Sertifikat ANT/ATT, Kapalss 2.Staf Sertifikasi Melakukean evaluasi
dinyatakan DI DIV atau Surat Standarisasi kelengkapan dokumen
lengkap Tanda Tamat Sertifikasi danbdisposisi kepada Kasi.
Pendidikan Pelaut 3Kasi  Pengawakan  Kapalt
Kepelautan (STTPK) t Standardisasi  Sertifikasi  Pelaut
Mansjesial/ Tingkat Manaje rial
Kasubdit 4.Dilen  Hubla  menyampaikan
3. Sertifikat  Kesehatan Kepelautan/ Iaporan n i atas izin yang
Pelaut dari Rumah Direktur telah diterbitkan kepada Lembaga
Sakit yang Perkapalan oss
direkomendasikan
Kepelautan/
staf
4. Soft copy pas foto plaksana
PNEP

memakai lengan putih
panjang berdasi hitam
dengan latar belakang
biru untuk  nautka
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don _ merah  untuk
E
Sertifikasi/
Kasi
Pengawakan
1 Kapalds
Standarisasi
Sertifikasi
Pelaut
Tingkat
aslidanfoto copy Manajerial/
a lﬁﬁkatpenguku.hm Kasubdit
Kepelautan/
4. Pas foto 3x4 sebanyak Direktur
3 lembar bajuputih, Perkapalan
berdasihitam,  dasar dan
warna biru laut untuk Kepelmutan/
bagian dek, merah staf.
sin plaksana
(belakang foto diber PNEP
insama)
7. Serthikat Kementerian | Dijen Hubla | 1 hari | Maksimal | 1. Surat Permohonsn dari | PNBP /PP15 | PUKP/  Stal T fatu) ban 0 Verifikesl elongkepen dokouanen
Pengukuhan Perhubunga keria 1 tahun Perusahann tahun 2016 | Sertifikasi/ kesja administr
Warga  Asing | n apabila Copy ljazah keahlian, Kasi b) Memue riflcnss Ke absahan dokumen
(COR) persyarata keterampilan,  data Pengewakan BiDitien  Hubla  menyampaikan
0 base pelaut. Kapalds laporan/ notifikasi atas izin yang
dinyatakin 3. Surat laut  kapal, Standarisasi telah diterbitkan kepada Lembaga
lengkap sertifikat  keselamatan Sertifikasi oss
kapal Pelaut
4. Pas foto 3x4 sebanyak Tingkat
3 lembar Manajerial/
Kasubdit
Kepelautan/
Direktur
. Penerbitan Rementerian | Menteni T Tt T Surat PNBP [PP15 | PUKP] Stal 3 Hari kena 1) Pemohon e ngajukean
Approval Perhubunga | Perhubunga | kerja Permohonan ke Dirjen | tahun2016 | Sertifikasi/ permobonan  kepada  Direktur
Lembaga Diklat | n 0 apabila Hubla; Kasi Perkapalan dan Kepelautan;
persyarata 2 Bukti Pengawakan 2) Permohonan  diteruskan ke
n kepemilikan lembaga Kapalds Kasubdit  Kepelautan  untuk
dinyatakan diklat; Standarisasi disposisi;
lengkap 3. Manual Sertifikasi 3)  Permohonan diteruskan ke Kasi
mutu dan internal Pelaut Pengawakon dan  Standarisasi
audit; Tingkat Sertifikasi  Pelaut  Tingkat
4. Laporan Mansjesial/ Mangjerial  untuk  untuk
Fosilitns lembaga Kasubdit pengecekan dokumen;
diklat ruang kelas, Kepelautan/ 4)  Permobonan di disposisikan
laboratorium, Direktur kepada auditor untuk dilakuken
simulator, bengkel pemeriksaan  dokumen  dan
ketja, dll), jika ada dilakukan sudit, setelsh audit
dibuat __laporan darft
. Lembaga . ” Waktu
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Approval

5) Laporan Audit dan  draft

Bpperl . reticn oadi
Pengawakan
Stenderison Serabiml Pelout
Tingkat  Manajerial  untuk

diperiksa dan diparaf.

6) Penetbitm  Approval  yang
ditandatangani oleh Dirkapel
setelah diperiksn dan  diparaf
oleh Kasubdit Kepelautan

7)  Ditien Hubla menyampaiken
Iaporen/ notifikasi utas i yang

telah  diterbitkan  kepada
Lembaga 0SS
3| Persetujuan Kementorian | Menteri T han | Selama T, Surat lzn  Usaha | PNBP /PPI5 | PUKP/ Stal T Hari kega 1) Pemonon jukan
dan kerin menjalanka Perdagangan; tun 3016 | Sertifasi/ Periiolistnm Lepeda: ik
Penempatan n a apabila nusaha 2. Akte Notaris Pendirian Perkapalan dan Kepelautan;
SIUPPAK)  Awak persyarata Perusahaan; l’eny,mrnkun 2) Permohonem  diteruskin ke
Kapal n 3. Akte Perubahan Kapalds Kmubd-t Kepelautan  untuk
dinyatakan terakhir (Bila Ada): Standarisasi
lengkep 4. Surat  Keputusan Sertifikasi 3) Pormaoieaen diertskon o el
Pengesahan dari Pelaut Pengawakan dan Standarisasi
Kemenkumham  (Bila Tingkat Sertifikesi  Pelaut  Tingkat
Ada) Manajerial/ Operasional ~ untuk  untuk
5. NPWP Perusahasn; Kasubdit pengecekan
6. Surat e 4) Permobonan disposisikan
Domisili Perusahaan: Direktur kepada auditor or untuk Aiosken
7. Salinan/ Copy KTP pemeriksaan  dokumen  dan
Pemilik Perusahaan; dilakukan audit, setelah audit
8 Sainan/ Copy Sisim dibuat laporan  dan  darft
Manajemen Mutu; SIUPPAK
9. Salinan Data Base 5) Laporan Audit dan  draft
Pelaut yang telsh di SIUPPAK _diserahkan  kepada
tempatkan ~ diatas Kosi  Pengawakan  dan
kapal; Standarisasi Sertifikasi Pelaut
10. Manning  Agreement Tigkst Operaelonal  unik
dengan Principal: diperiksa dan dipar
a Letter Of Appointment 6) Penerbitan SROPPAK yang
yang telah di Endors ditandatangani  oleh  Dirjen
oleh Perwakilan setelah diperiksa dan diparal
Indonesiadi negara oleh Kasubdit, Direktur Kappel
asal principal / owner. dan Kabag Hukum
b, Principal’s commercial 7) Diien Hubla menyampaiken
registration yang telah laporan/ notifikasi atas izin yang
di endors perwakilan telah  diterbitkan  kepada
Indonesia di negara Lembaga 0SS
asal principal / owner.
c. CBA/KKE  dengan
serikat pekerja.
d. Surat kussa untuk
bertindak _atas _nama




. Lembaga . « Waktu
Perizinn Berusaha Pejabat Yang | Waktu : Pejabat Yang Masa skt
Yang Dilaksanakan | o Yang Menandatan Proses Masa Persyaratan Biaya Verifikasi Checklist Verasi Pengawasan Tata Cara Pengajuan
Melalui Ossa* machitien omi Badsn ®e) Persyaratan {Evakiinal
Tzin & 3y
principal] operator
sebagai perekrut dan
penempatan awak
kapal yang telah di
endors rewakilan
Indonesia di negarn
asal principal / owner.
11. Daftar nama  tenaga
ahli
Salinzn sertifikat
kompetensi yang telah
dilegalisir | salinan
‘masa layar pada buku
pelaut
E. DIREKTORAT KENAVIGASIAN
1ZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
Perizinan Berusaha ""{“""8" Pejobat Yang |  Wakw = & Pejabat Yang Masa Walktu
Yong Dilaksmukan | ::‘m Menandatan Proses BQ“;; Persyaratan ("’7)“ Verifikasi Checklist Verifikasi | Pengewasen Tata Cara Pengajuan
Melalui Oss#* onertil gani ek Rp. Persyaratan /Bvaluasi
Persetujuan Kementerian Direktur 1 (satu) I Sesua OSS Tidak ada Pengevaluasi 5 Hari Petugas 1) Pemohon Badan Usaha yang telah
Pemasangim/ Perhubunga | Jenderal +2(ua) | tahun | I persayaratan lainnya dan Sarana mendupatian NIB dan izin usaha
Pembangunan n Perhubunga | jam a untuk keperluan Penyusun Dengan Bantu duri 0SS melakukan Registrasi
Bantu n Laut salvage/pengerukan/ © Laporan Tahwpan: | Nevigasi Online Melalui
Navigsi  Pelayaran eklamasi Perambuan, 1.1 fsatu) | Pelayaran http:/ [ hubla dephub go id:82/ shn
Ying Dilalsansian Cq. Dircktur syarat: Perencana hari untuk | dengan P mengupload  persyaratan
Ol ek a8 Kenavigasion [ 5 hari - lzin  pekerjaan Kualifikasi ‘administrasi
Kerja bawah air (salvage) pelayaran, n petugas. 2)  Admin  melakukan  Verifikasi
untuk - lzin pengerukan Perencana kelengkapa | minimal kelengkapan dolcusmen
untuk  kegiatan Pengambang n memiliki i i serta memberikan
penerbitin pengeruken an o SBNP persyarata | sertifikat username dan password untuk
persetujua - Verifikasi Lapangan atau n LA Lewl gin
n dari Distrik Perencana administra | 1/ Survey [ 4)  Pemohon melaksanakan Login
Navigasi setempat Penempatan si  don | Hidrografi / serta mengisi data  rencana
melalui SBNP persyarata | SBNP pembangunan  Sarana  Bantu
Perencanasmn n teknis | Tingkat Navigasi- Pelayaran, rencana
penempatan SBNP, Syarat: apabila Manngemen pelaksanaan  verifikasi lnpangan
dengan Min Gol 11/ tidak / SBNP serta dokumen teknis
pertimbangan lengkap Tingkat 5)  Kasie melakukan cvahiasi dan
kondisi _lapangan mak skan | Terampil memmjuk  susveyor  untuk
dan peta batimetri dikembalik | Adapun melakukan verifikas Inpangan
- Hasil  verifikasi an/ ditolak | tugas 6)  Surveyor melaksanakan
lapangan  sesuai untuk pengewasan pemeriksann  hasil  verifikasi
dengan Peta laut dilengkapi | yang dan rekomendasi teknis
yang, oleh dilaksenaka distrik  navigasi setempat  pada
menggambarkan pemohon; [ n  adalah software dan dilanjutkan dengan
itk koordinat sebagai menginput/upload  kebutuhan
lokasi yang akan 2. 4 | berikut: sbop se rekomendasi
ibangun fempat)  [1)Melaksana pemeriksann hasil verifikasi pada
- Rekomendasi hei untuk | kan aplilesi
teknis dari Distrik Evaluasi | monitoring | 7)  Kosie Memberikan persetujuan
Novigasi  setempat rekomenda | kegiatan; dan penandatanganan izin
sesuai hasil i teknis P)Memastikan pengadaan SBNP
verifikasi Iapangan dari kegintan, 8)  Kasubdit memberikan persctujuan
berdasarkan Distrik pemasangan dan  penandatenganan  izi
dengan Peta lout Navigasi dilaksanaka pengadann Saran Bantu Navigasi-
peta Setempat, [ n  dalam Pelayaran
Bathimetry  yang. Pota waktu < 1| 9) Dircktur memberikan persetujuan
menggambarkan Bathimetsi | (sam) tahun dan  penandatanganen izin
tik  koordinar serta Peta f3)Memastikan pengadann Seran Bantu Navigasi-
lokosi yang okan Laut pemnsangan Pelayaran
dibangun, melalui sesusi 10)  Pemohon dapat mengunduh surat
koordinat  wilayah oplikasi; | dengan izin izin pemasangan Sarana Bantu
darstan dan yang MNovigasi Pelayaran melalui




Lembaga

Perizinnn Berusaha e Pejabat Yang | Wkt Masa — Pejabat Yang Masa Wakt
No | Yang Dilaksanakan | . ang Menandatan Proses. Persyaratan = Verifikasi Checklist Verifikasi | Pengawasan Tata Cara Pengajuan
Melalui Oss** meshitian, ani Bestkul Rp) Persyaratan [ Bvatuasi
Izin & b
permiran,  kondist diberiiom Tphicast
pasang surut dan 11)  Ditien Hubla menyampaikan
kekuatan  arus, laporan/ notifikasi ates izin yang.
dimensi kapal yang telah diterbitkan kepada Lembaga
akan  keluar  dan oss
masuk pada alur
pelayaran,  posisi
koordinit dim
gambaran  tata
letak dermaga
beserta fasilitasnya.
b. Untuk keperluan
Instalosi Bangunan di
Laat  /  Daerah
Terlarang Terbatas
(DTT) / Terminal /
Dermaga
syarat
- lzin pekerjaan
bawah air (salvage)
- Verifikasi Lapangan
dari Distrik Nevigasi
setempat  melalui
Perencanaan
penempatan  SBNP.
dengan
pertimbangan
kondisi  lapangan
dan peta batimetri
- Verifikasi lapangan
sesusi dengan Peta
yang
menggambarkan
titik koordinat lokasi
yang akan di
- Rekomendasi teknis
dari Distrik Nevigasi
sctempat  sesuai
i
Inpangan
berdasarkan dengan
Peta laut dan peta
imetry yang
menggambarkan
titik koordinat lokasi
yang akan dibangun,
koordinat  wilayah
daratan
perairan,  kondisi
pasang surat dan
ke arus,
dimensi_kapal yang.
sken keluar _dan
Perizinm Berusaha | EP%S | pejubat yang | Wakiu — F— Pejabat Yang Masa Waktu
No | Yang Dilak i eng Menandatan Proses Persyaratan —if Verifikasi Checklist Verifikasi | Pengawasan Tata Cara Pengajuan
Melahui Ossh* merhitian ani Betleku ®e) Persyaratin JBvauasi
Izin L 4
masuk  padn Al
pelayaran.  posisi
koordinat dan
gambaran tata letak
dermogn beserta
fasilitasnya,
- Rencana Induk
Pelabubim
2. | Persetujuan Direktur Kbt T 1 Gat) | 2 @us) | 1) Telah Terdnftar Di Tidak ada 1 Badmn  Ussha  yang_ telah
Pengoperasian Vessel | Jenderal Telekomunik | jom tahun Sistem Oss Dan Telah Pengevaluasi | 30 hari [ 15Menit | Petugas mendapatkan NIB dan izin ussha
Traffic Service | Perhubunga | asi Pelayaran Memiliki NIB dan. dengan Telekomunik dari 0SS mengajukan Permohonan
VTSlnon DIPLY Local | ™ Laut Penyusun | ketentuan i Pelayaran Pemberian Izin Prinsip
Port Servics (LPS) 2) Daftar tenaga operator Laporan hari dengan Penyelenggaraan  Stasiun _Vessel
Cq. Direktur VIS/LPS yang akan tzin untik Kualifikasi Traffic Service (VTS) non DJPL /
Kenavigesian ‘mengoperasikan Telekomunik | pemenuhin Local Port Service (LPS)Sistem
15 menit dilengkapi dengan i persyaratan Informasi Kenavigasian.
untuk sertifikat keahlian Pelayaran. | 1 bari untuk 2)  Pemohon mengajukan
tahapan dengan IALA V 103/ 1 werifikasi permohonan ke Dircktur
penerbitn fo. 1 5.d 4 diganti Syarat: dm 5 hari Kenavigasian untuk mendapatkan
persetujun ‘menjadi TELAH Min Gol 1ll/a | untuk 3 Petugas menerma dan mengecek
n TERDAFTAR DI perbaiken berkss  kelengkapan  untuk
SISTEM 0SS DAN diteruskan ke Direktur
Kenavigasian;
TEAR MEMIIEL AI). 4 Melakukan  disposisi  kepada
PERBYARATAR Kasubdit Telekomunikasi
LAINNYA : NO. 5 Peleyaran;
- 5 Melakuken disposisi kepnda Kasie
Operasi:
memiliki tenga 6)  Melalukan  disposisi  kepada
peruior VI3 patiog Petugas Survey;
sedikit 6 org yang 7)  Proses Survey dan Laporan Hasil
dibultikan dengan ey
sertifikat keahlian ... 8)  Pemohon melakukan registrasi
Yang diterbitkan oleh secara online dengan me-login ke
Ditjen Hubla (sesuai wehsite aplikasi online e-licens
dgn pm 26 / 2011) di
{ttp:/ /hubla.dephub.go.id:82/c-
licensing/) untuk  mendapatkan
username  dan  password, yang
notifikasinya  akan  diperoleh
‘melalui e-mail pemohon;
9)  Petugas operator melakukan

verifikasi data dan kelengkapan

permohonan secara online melalui

aplikasi e-licensin

a Kasi Operasi menerima draft
surat rekomendasi jin prinsip
penyelenggaramn VTS, serta
serta menganalisa data dari
susveyor,




No

Perizinin Berusaha
Yang Dilaksanakan
Melalui Oss*

Lembaga

Menerbitkan
Izin

Waktu
Proses.

Pejabat Yang
Menandstan
gani

e Persyaratan

Biaya
®Rp)

Pejabat Yang
Verifikasi

Persyaratan

Masa
Checklist

Waktu

/Bvatuasi

Pengawasan

Tata Cara Pengajuan

Penetapan Frekuensi
Marine untul
Komunikasi Stasiun
Radi tai

KEMENHUB

10)

1)

12)

13)

B Kom  operem  melukukan
verifikasi dan velidasi serta
menerusken surat permonan
ke Kasubdit,

Kasubit memberikan persctujuan
Jmengembalikan draft surat ijin
prinsip penyelenggaraan VTS pada
alikasi e ficensing.

Memberikan e-signature pada ijin
prinsip  penyelenggaraan VTS
melalui aplikasi atau memberikan
wd surat  iin  prinsip
penyelenggarann V

Pemohon dapat mencetak sendii
surat permohonan ijin  prinsip
penyelenggarann VTS dari aphiesi
elicensing,

Hubla  menysmpuiken
tifiksi atas izin yang
telah ditesbitken kepada Lembaga
0ss

DIREKTUR
JENDERAL
PERHUBUN [ 1
GAN LAUT
cQ

DIREKTUR | 5
KENAVIGASI | kerja
AN C untuk
KASUBDIT
TELEKOMU
NIKASI

persetjua
PELAYARAN | n

3 (aga) T. Gambar
bulan Rencana Lokasi,
Instalasi dan
Konfigurasi
Jaringan
Brosur Radio

w8

Oper:
4. FolocnpySlﬂPSUS
Surat lzin

Penkope(unm
Pelabuhan Khusus

5. Surat Kerjasama
Operas: (KS0) antara
BHI yang tidak
memiliki SIOPSUS
dengan yang memiliki
SIOPSUS

6. Haosil Survey Lapangan
dasi DITHAV- DITJEN

Tidak Ada

Pengevalunsi
dan

Penyusun
Laporan
Izin

Telekomunik
asi
Pelayaran.

Syarat:
Min Gol I1l/a

+ 1 sata)
Hari kerja

Petugas
Telekomunik
asi Pelayaran
dengan

2 Berkooxd:

dengm

Badan  Usaha  yang_ telah
mendapatkan NIB dan izin usaha
dari 0SS mengajukan Permohonan
Rekomendasi  Rekomendasi lzin
Komunikasi Stasiun Radio Pantai
Froloionl - Masins
Rﬂdm

ke Direknnd
Kenavigasian untuk mendapatkan

Petugas menerima dan mengece
berkas  kelengkay untu

Melakukn  disposisi

kepada Kasi
Operasi,

Melakukan disposisi kepada Petuga
Survey;
Ploscn Survey dan Laporan Has)
survey:

Pemohon  melakukan  registrad
secara onkine dengan me-login
website aplikasi online c-licensing
alamat:

{http:/ /hubla.dephub.go.id:82/e-

g

Perizinin Berusaha

Lembaga

ang
Menerbitkan
Izin

Waktu
Proses.

Pejabat Yang
Menandatan
gani

S Persyaratan

Biaya
Rp)

Pejabat Yang,
Verifikasi

Persyaratan

Masa
Checklist

Waktu
Verifikasi
/Bvatuasi

Pengawasan

Tata Cara Pengajuan

KEMENK
OMINFO
terkait
dengan
penerbita
n SIKR
Stasiun
Radio
Pantai

10)

1)

12)

13)

Ttk mendapatkn]

password,  yan)
notifikasinya akan diperoleh melah
e-mail pemohon;

Treensing/)
e

melakukad
kelengkapad
melah]

Petugas  operator
verifikasi data  dan
permohonan secara online
aplikasi e-licensi
Keai oporont metsicakoes - veritked
dan validasi secara online sert
meneruskan hasilnya ke
melali plkesi e icensing:
a Kasul Memberikaf
,-emm;um /  mengembulikaf
draft  surat rekomendasi ijif
stasiun radio pants pada alikssi
Membesikan  e-signature  pad|
rekomendasi  fjin  komuniked
puntai  melalui  aplike
atau memberikan ttd pada sure
rekomendasi jin  komunikad
stasiun radio pantai melah|
aplikasi e-licensing.
Pemohon dapat mencetak sendif

2

Hubla  menyampaikal

tifikasi an|
telsh diterbitkan kepada Lembag)
0ss

Rekomendasi
Komunikasi
LRIT

Izin
Data

Direktur

0 Laut

Cq. Direkur
Kenavigasian

Direktur

£ 1 faat)
Kenavigasian | j

persenijua
0

Tidak 1) Confermance Test
ada

Report
2) Bukti Pembayaran
PNBP

e

Hotice of Confornity

PNBP
Rp.1.320.00
o.-

Pengevaluasi
dan

Penyusun
Laporan
zin

Telekomunik
asi
Pelayaran.

Syarat:
Min Gol Ill/a

15 Menit

Petugas,
Telekomunik
asi Pelayaran

3)

Badan Usaha mengajukan
permohonan  kepada  Direktur
Jenderal Perhubungan Laut cq
Disektur Kenavigasian
Pemohon  melakukan  registrasi
secara online dengan me-login ke
website aplikasi onfine e-licensing
alamat:
(uttp:/ /hubla.dephub.go id:-82/e-
licensing/) untuk mendapatkan
username dan  password, yang
notifikasinya  akan  diperoleh
melalui e-mail pemohon;
Pemohon  mengajukan  surat
permohonan layanan rekomendasi
izin Data LRIT dengan menginput
data dan meng-upload persyaratan
leagkap secara onkine  melalui
i

aplikasi




Lembaga

Perizinnn Berusaha e Pejabat Yang | Wkt Masa — Pejabat Yang Masa Wakt
No | Yang Dilaksanakan | . ang Menandatan Proses. Persyaratan = Verifikasi Checklist Verifikasi | Pengawasan Tata Cara Pengajuan
Melalui Oss** meshitian, ani Bestkul Rp) Persyaratan [ Bvatuasi
Izin & b
T) Melnksan | 4] Petugms  Operator _ melakukan
akan werifikasi data dan kelangkapan
‘monitorin permohonan secara onfine melalui
aplikasi e-licensing:
kegiatan; | 5] Petugas  Operator  melakukan
2) Berkoordi persetujuan  atau  penolakan
nasidenga terhadap  kelangkepan  surat
n permohonan _ rekomendnsi  izin
Ditkappel komunikasi Data LRIT secara
terkait online melalsi aplikasi e-licensin
dengan | 6)  Kasi operasi melakukan verifikasi
laporan din validnsi untuk meneruskan
pelaksann suret permchonan ke Kesubdi
an a online melaui aplikasi -
Komunik Hoonaog:
sidata o Kasubdit memberikan
LRIT persetujuan/mengembalikan
draft omendasi ijin
Komunikasi data LRIT pada
aplikasi
b, Memberikan e-signature pada
rekor

n

8 menyampaikan
hmmn /notifikasi atas izin yang
telah ditehitken kepada Lembaga

5. | Pernyamnn  Nomor | KEMENHUE T 1 fany) | Tidak 1) Fotocopy surat imn Tidak Ada 1 Badon  Usaha  mengajikan
Mavitime Mobile jom ada Stasiun Radio Kapal Pengevaluasi Petugas permohonan  kepada  Direktur
Service  Identities Direktur dari Ditjen SDPPL don E + 1 fsatu) | Telekomunik Jenderal Perhubungan Laut cq
pamsi Jenderal 2)  Fotocopy Akte Penyusun Hari kerja | asi Pelayaran Direktur  Kenavigasian  melalui

Perhubunga Pendirian Perusahaan Laporan dengan Sistem Informasi Kenavigasian.
n Laut 3 Keanggotsan AAIC ( i kualifikasi | 2)  Pemohon melakukan  registrasi
Cq Direktur [ 1 har Accounting Authtority Telekomunik petugas secara online dengan me-login ke
Kenavigasian | kerja Identification Code ) asi minimal website aplikna online ¢-fonsing
untuk 4)  Buku Laporan hasil Pelayaran. memiliki alamat:
tahapan Pemeriksann Radio sertifikat amp / /hubla.dephub go.id:82 -
penerbitan Kapal, unnik Syarat: ORU licensing/) untuk  mendapatkan
persetuua perseoran Min Gol Ill/a Adapun userneme dan  password, yang
{Fotocopy KTP, Gross tugas notifikasinya  akan  diperoleh
Akte Kapal) pengawasan ‘melalui e-mail pemohon;
yang 3)  Pemohon mengajukan  surat
dilaksanaka permohonan layanan  penetapan
n MMSI kapal dengan menginput
sebagai data dan load
Lembaga .
Perizinnn Berusaha = Pejabat Yang | Wikt Masa Bl Pejabat Yang Masa Waktu
No | Yang Dilak Menbokan | Menandatan | Proses | 88 Persyaratan i Verifikasi Checklist | Verifikasi | Pengawasan Tata Cara Pengajuan
Melalui Ossh th gani P Persyaratan / Bvaluasi
berikut - Tengknp secara onfine  melalui
1) Melaksan aplikasi e-licensing:
4)  Petugas  Operator  melakukan
‘monitorin pemeriksaan data. dan
kelangkapin permohonan  sccarn
gintam; online melalui aphkasi e-licensing
2) Berkoordi sertn mencruskan ke Kepala Scksi;
s 5 Kosi operasi melakukan verifiknsi
dengan dan validasi secara online
BASARNA meneruskan hasinya ke Kasubdit
S terkait ‘melalui aplikasi e licensing:
registrasi | 6)  Kasubdit memberikan persetujuan
MMSI draf surat penctapun nomor MMSI
pada aplikasi secara online
meneruskan ke Direktur
Kenavigasi untuk
ditandatumgani

7 Memberikan  esgnstue  pada
surat penctapsn nomor  MMSI
melalui aplikasi online

8  Pemohon menerima  Not
ponctapen MMSI maladul o-med

ung mencetak sendiri.

9)  Diten Hubla  menyampaikan
laporan/ notifikasi atas izin yang
telah diterbitkan kepada Lemboga
oss

G| Pemberian  Kuasa | Kementerim | Dircktur T 1 (atu) | 2 (@us) | 1. Telah Terdaftar Di Tidak Ada | Pengevalunsi 1 Baden  Usaha  yang  telah
Porhitungan  Jasa | Perhubunga | Jenderal jam tahun Sistem Oss Dan Telah dan. 30 hari [ 15Menit | Petugns mendapatkan NIB dan izin ussha
Telekomunikasi Perhubungsa Memiliki NIB Penyusun dengan Jekomunik duri 0SS mengsjukan Permohonan
dalam Dinas n Laut 2. Fotocopy SIUP Laporan ketentuan asi Pelayaran Perhitungan Jasa Telekomunikasi
Bergerak  Pelayaran 3. Daftar Nama Kapal Izin 20 hari dengan Dalam Dinns Bergerak Pelayaran
Accounting  Authority Cq. Direktur yang Terdafiar Telekomunik | untuk Kualifikasi Acconting Authority Identifcation
Identification  Code Kenavigasian [ 15 menit menjadi Anggota AAIC asi pemenuban petugas Code  (AAIC) melalui ~ Sistem
(AAIC) uni (minimal 10 bush) Pelayaran persyaratan minimal Informasi Kenavigasian.

tahapan berikut Call Sign, IKR 1 hari untuk memiliki 2)  Pemohon melakukon registrasi
penerbitan dan Gross Akte Syarat: wrifikasi sextifikat secara online dengan me-login ke
persetujua 4. Daftar Tenaga Ahli Min Gol I0/a | dan 5 hari SREIL website apiasi online ¢-liccnsing
{markonis dengan untuk Adapun alama
jasah Klas 1) perbsikan tugas ﬂmp;//huhla.d:phub.go.id:s?/e-
dilengkapi dengan pengawasan licensing/) untuk mendapatkan
fotocopy Certificate yang username dan password, yang
diloksannka notifikasinya  akan  diperoleh
n melalui e-mail pemohon;
sebagai 3 Pemohon  mengajukan  surat
berikut : pemohonan lyanan AAIC dengan
1) ata dan meng-upl
kan persyaratan lengkap secara anline
monitorin melalui aplikasi e licensing;
e 4 Dperator | melakuken

Petugas
verifikasi_data




Perizinen Berusoha ""‘”“&‘ Pejobat Yang | Waktu Masa - Pejobat Yang Masa Waktu
No Yang Dilaksanakan Me: Menandatan Proses Persyaratan = Verifikasi Checklist Verifikasi Pengawasan Tata Cara Pengajuan
5 mrb-tkm " Berlaku Rp) .
Melaui Oss* g gani Persyaratan /Bvaluasi
) Mengevalu permohonan secara onfine melalu
asi aplikasi e-licensing;
laporan [ 5] Petugas  Operator  melakukan
kegiatan persetujuan penolakan
triwulan. terhadap  kelangkapan  surat
permohonan  AAIC secara online
melabui aplikesi e-licensing:

6 Kasi operasi melakukan verifikasi
dan untuk meperuskan
surat permohonan ke Kasubdit
secara online melalii aplikasi e-
licensing;

7)  Kasubdit memberikan persetu
juan mengembalikan draft surat
permohonan  ijin
aplilcsi;

8 Memberiken e-sgnatue pada
surat penetapin  nomor MMSI
melalui aplikasi atau memberikan
tanta  tangan  pada  surat
permobonan ijin AAL

9)  Pemohon dapat mencetak sendiri
surat permohonan iin AAIC dari
aplikasi e-licensing.

10) Diten Hubla  menyampaikan
laporan/ notifikasi atas izin yang
telah diterbitkan kepada Lembaga
0ss

7 | Pemberian lzn Kementerian | Dircktur T 1 faty) | 2 (@dua) 1) Telah Terdaftar DI Tidak ada 1)  Badan Usaha  yang  telah
Prins Perhubunga | Jenderal jam tahun Sistem Oss Dan Telah Pengevaluasi £ 1(sam) | Petugas mendapatkan NIB dan izin usaha
Pendirian Stasiun n Perhubunga Memiliki NIB. dan Hari kerja | Telekomunik dari 08 mnmnkm Permohonan
Vessel Traffic Service n Laut 2) Daftar tenaga operator FPenyusun asi Pelayaran Pemberian Prinsip
wTS) VTS/LPS yang akan Laporan dengan Penyelenq;nman Stasiun  Vessel
non DJPL / Local Port €q Direktur mengoperasikan Izin i Traffic Service (VTS) non DJPL /
Service (LPS) Kenavigasian | 1 hari dilengkapi Telekomunik petugas Local Port Service (LPS) Sistem

kerja dengan se; asi ‘minimal Informasi Kenavigasian,
untuk keahlian dengan Pelayaran. memiliki 2)  Pemohon mengajukan
tahapan 1ALAV 103/1 sfikat permohonan ke Direktur
penebitan Syarat: VTS V103/1 Kenavigasian untuk me;
persemjua Min Gol Ill/a Adapun 3)  Petugas menerima dan mengecek
n tugas berkas  kelengknpan  untuk
pengawasan diteruskan ke Direktur
ang Kenavigasian;
dilaksanoka | 4)  Melakukan disposisi kepada
n adalah Kasubdit Telekomumnkasi
sehagai Pelayaran;
berikut : 5)  Melakukan disposisi kepada Kasie
1) Melaksan Operasi;
a 6) llelnlmksn disposisi kepada
‘monitorin Petugas
-3 7) Proses S\Il'wj dan Laporan Hasil
Lembaga .
Perizinan Berusaha Yang Pejabat Yang Waktu T Biaya Pejabat Yeng Masa Waktu
No Yang Dilak: Menerbitkan Menandatan Proses Berlaku Persyaratan Rp) Verifikasi Checklist Verifikasi Pengawasan Tata Cara Pengajuan
Melalui Ossh th gani P Persyaratan / Bvaluasi
gt vy
2) Memastik | 8  Pemohon melakukan registrasi
secaun onlie dengm me-login ke
kegiatan site likasi e-licensing
pemasang di alrm:
o it/ /hubla dephub go id:52/c-
dilaksann licensing/) untuk  mendapatian
kan dalam username dan  password, yang
waktu < 1 notifikasinya  akan  diperoleh
fsatu) melalui e-mail pemohon;
tahun G)  Petugas  operator  melakukan
3) Memastik werifikasi data dan kelengka-pan
an permohonan secara online melahi
pemasang aplikasi e-licensing:
ansesuai | 10) n Kasi Operasi Menerimn draft
dengan surat rekomendasi ijin prinsip
zin yeang pembangunan VTS, serta m
diberiken menganalisi
surveyor;
c.  Kasi
‘melakukanverifikasi
welidasi  sertn  meneruskan
surat  permohonan
Kasubdit.

11)  Membe: persetujuan
/num'emImh‘kMI dralt surat ijin
prinsip pembangunan VTS pada
alikasi e lcensing,

12)  Memberikan e-signature pada ijin
prinsip pembangunan VTS melalui
aplikasi atau memberikan ttd pada
surat izin prinsip pembangunan

13) Pemohon dapat mencetnk sendiri
surat permohonan ijin  prinsip

VTS dari aplikasi c-
ensing.

14 Dien Hubla  menympuken
laporan/ notifikasi atas izin yang
telah diterbitkan kepada Lembaga
0ss.

§ | Penctapan Frekuensi | KEMENHUB | DIREKTUR | £ 1 fata) | 3 (Gga) 1. Foto copy SIUPAL Tidak ada 1) Pelaku  Usaba  mengajukan
Marine untuk ENDERAL | jom bulan SIOPSUS Pengevaluasi | 30 bari | 1 (satu) | Petugas permohonan  kepada  Dircktur
Komunikasi Stasiun PERHUBUN 2. Fotocopy Grosse Akte dan dengan hari ketja Telekomunik J!nderal Perhubungan Laut cq
Radio Kapal GAN LAUT Kapal Fenyusun ketentuan asi Pelayaran Dircktur  Kenavigasian  melalui

cQ 3. Fotocopy Surat Ukur Laporan 20 hari dengan Sistem Informasi Kenavigasian.

DIREKTUR Kapal Izin Kualifikasi 2)  Pemohon melakukan registrasi
KENAVIGASI 4. Buku Laporan hasil Telekomunik | pemenuhan petugas secara online dengan me-login ke
AN CQ 1 hari Pemeriksaan Radio asi persyaratan i website aplikasi online e-licensing
KASUBDIT kerja Kapal. Pelayaran. 1 hari_untuk memiliki di alamat:




Perizinen Berusoha "“,’f:“;“ Pejobat Yang | Waktu Masa Biasa Pejobat Yang Masa Waktu
No Yang Dilaksanakan Z Menandatan Proses Persyaratan Verifikasi Checklist Verifikasi Pengawasan Tata Cara Pengajuan
Melalui Oss** ""“ﬁ;::““’“ gemi Beclekn Rp) Persyaratan BEvaluasi

TELEKOMU untuk venifikasi sertifikat (http://hubla.dephub.go.id:82/e-

NIKASI tahapan Syarat : dan 5 hari ORU licensing/) uk mendapatkan

PELAYARAN | penerbitan Min Gol Ill/a | untuk Adapun username dan  password, ymng
persetujua perbaikan tugas notifikasinya  akan  diperoleh
n pengewasan melalui e-mail pemohon;

yang, 3)  Pemohon  mengajukan  surat

P weman

n adalah IKR kapal dengan mengmput data

sebagai dan meng-upload persyaratan

berikut : lengkap secara onfine melalui

1) Melaksan aplikasi e-licensing:
akan 4)  Petugas  Operator  melakukan
‘monitorin verifikasi data don kelangkapan
£ permohonan secara online melalui
kegiatan; aplikasi e-licensing;

2) Berkoordi | 5)  Petugas Operator melakukan
nas persetujuan  atan penolakan
dengan terhadap  kelangkapan  surat
KEMENK permohonan rekomendasi secara
OMINFO online melalui aplikasi e-licensing;
terkait 6) Kasi operasi melakukan verifikasi
dengan dan validasi untuk meneruskan
penerbita surat permohonan ke Kasubdit
n SIKR secara online melahu aplkasi e
Stasiun licensing;

Radio 7) a Kas perse
Kapal tuju
draft surat rekomendasi ijin
pada rekomendasi iin komu
nikasi radio pada aplikasi.

b, Memberikan e-signature pada
surat  rekomendasi  ijin
komn radio  kapal
melalui  aplikasi atau mem
berikan tanda tangan pada
sural  rekomendasi  ijin
komunikasi radio kapal

8) Pemohon mencetak sendiri surat
rekomendasi  fin  stasiun  radio
kapal dari aplikasi ¢-licensing.

9)  Diien Hubla menyampaikan
laporan/ notifikasi atas izin yang
telah diterbitkan kepada Lembaga

KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)
BIDANG DAFTAR PELAYANAN UNIT YANG KRITERIA KBLI USULAN KODE
No. DEFINISI BERTANGGUNG PERKA 95/2015 Jo KBLI
PERKA 19/2017
IZIN USAHA/IZIN KOMERSIAL/IZIN OPERASIONAL
1. IZIN PELABUHAN
UMUM, yang meliputi:
2 1. Izin Usaha Badan Izin yang diberikan kepada Kategori F, Kode 42912
Usaha Pelabuhan badan usaha yang kegiatan KONSTRUKSI
usahanya khusus di bidang BANGUNAN PELABUHAN
pengusahaan  terminal  dan BUKAN PERIKANAN
fasilitas pelabuhan lainnya. (kelompok ini mencakup
- usaha pemb
3. 2. Penetapan Lokasi Penetapan lokasi pelabuhan pemeliharaan dan | 42912
Pelabuhan vang dilengkapi dengan nama perbaikan dermaga, | (Kontruksi
desa/kelurah, kecamatan sarana pelabuhan, | Bangunan
kabupaten/kota, provinsi dan enahan gelombang dan | Pelabuhan
EANUSAHA dilengka - titik | DIREKTORAT | ¥ 4 - bukan
BIDANG — It o gan KEPELABUHANAN sejenisnya pelabuhan 5 )
oordinat geografis rikanan|
KEPELABUHANAN geogr bukan perikanan. | pe
—— - - - Termasuk konstruksi -
4. 3. Izin Pembangunan | Izin yang menjelaskan jalan air atau terusan, | 12912
Pelabuhan Laut mengenai spesifikasi pelabuhan pelabuhan dan sarana | (Kontruksi
baik jenis dermaga, kedalaman jalur sungai, dok | Bangunan
maupun peruntukannya (pangkalan), Lock (panam | Pelabuhan
canal lock, Hoover Dam | bukan
dan lain-lain). perikanan)




atau Perairan sebagai
Pelabuhan

kegiatan bongkar muat barang untuk
ditransfer ke pelabuhan  pantai
(apabila di daratan/dry port) atau
kegiatan alih muat antar kapal
(apabila diperairan).

UNIT YANG KRITERIA KBLI USULAN KODE
No. BIDANG DAFTAR PELAYANAN DEFINIST BERTJ:“;;‘A%UNG PERKA 95/2015 Jo KBLI
PERKA 19/2017
Kategori H, Kode 52221
AKTIVITAS PELAYANAN
KEPELABUHANAN LAUT
5 4, lzin Pengembangan Izin yang diberikan dalam rangka (Kelompok ini mencakup | 42912 Kontruksi
Pelabuhan dari pel kegiatan usaha pelayanan | Bangunan
isting yang i kepelabuhan laut, hewan atau | Pelabuhan bukan
spesifikasi  pelabuhan baik jenis barang seperti pengoperasian | perikanan
dermaga, kedalaman maupun fasilitas terminal misalnya
peruntukannya. pelabuhan dan  dermaga,
operasi i jalur air
6. 5. Pengoperasian 1zin yang diberikan untuk dan lain-lain, navigasi, | 52221  Aktivitas
Pelabuhan mengoperasikan pelabuhan pel dan Pel.
b jasa p pelat
dan jasa pemanduan. Laut
7. 1i Per ji i Per i kegiatan Kerja Keruk Kategori F, Kode 42915 | 42915,
Kerja Keruk dan/atau | (SIKK) adalah izin yang diberikan oleh PENGERUKAN (Kelompok ini | Pengerukan
Reklamasi Menteri Perhubungan kepada mencakup usaha pengerukan
perusahaan atau badan hukum yang dan  pemeliharaan  sungai,
telah melengkapi persyaratan teknis pelabuhan, rawa, danau, alur
dan inistrasi untuk pelayaran, kolam dan kanal,
pekerjaan pengerukan baik dengan sifat pekerjaan
Per i kegi. Kerja Rekl i ringan, sedang, maupun berat.
(SIKR) adalah izin yang diberikan oleh Termasuk pengerukan untuk
Menteri Perhubungan kepada pembuatan jalur transportasi
perusahaan atau badan hukum yang air.
1ZIN KOMERSIAL telah melengkapi persyaratan teknis
ATAU OPERASIONAL lan inistrasi untul
BIDANG pekerjaan reklamasi
KEPELABUHANAN
8. 2. Penetapan Terminal | Penetapan terminal khusus yang 52221  Aktivitas
Khusus Yang Terbuka | terbuka bagi perdagangan luar negeri Pelayanan
Bagi Perdagangan Luar | adalah persetujuan penetapan yang Kepelabuhanan
Negeri dikeluarkan oleh Menteri Laut
Perhubungan kepada pengelola
Terminal Khusus untuk meningkatkan
pelayanan pelabuhan yang terbuka
bagi perdagangan luar negeri meliputi
kegiatan lalu lintas kapal, penumpang
barang dan/atau hewan.
UNIT YANG KRITERIA KBLI USULAN KODE
No. BIDANG DAFTAR PELAYANAN DEFINIST BERLA\{:](Z%UNG PERKA 95/2015 Jo KBLI
PERKA 19/2017
9. 3. Izin Terminal | Izin  Penetapan Lokasi Terminal Kategori H, Kode 52221 | 52221 Aktivitas
Khusus/TUKS Khusus adalah izin yang AKTIVITAS PELAYANAN | Pelayanan
i itk leh Menteri Per KEPELABUHANAN LAUT | Kepelabuhanan
sesuai dengan batas-batas yang (Kelompok ~ ini  mencakup | Laut
ditentukan secara jelas berdasarkan kegiatan usaha  pelayanan
koordinat geografis sebelum terminal kepelabuhan laut, hewan atau
khusus dibangun barang seperti pengoperasian
Izin F dan F fasilitas terminal misalnya
Terminal Khusus adalah izin yang pelabuhan dan  dermaga,
diberikan oleh Direktur Jenderal operasi penguncian jalur air
kepada pengelola terminal khusus dan in-lain, navigasi,
untuk membangun pelayaran  dan  kegiatan
mengoperasikan terminal yang terletak berlabuh, jasa penambatan
di luar Daerah Lingkungan Kerja dan dan jasa pemanduan
Daerah  Lingkungan  Kepentingan
Pelabuhan yang merupakan bagian
dari  pelabuhan terdekat untuk
melayani kepentingan sendiri sesuai
dengan usaha pokoknya
Persetujuan  Pengelolaan  Terminal
Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)
adalah persetujuan yang diberikan
oleh Direktur Jenderal Perhubungan
Lautkepada badan usaha yang
memiliki usaha pokok untuk
mengoperasikan terminal untuk
kepentingan sendiri guna menunjang
kegiatan tertentu di dalam Daerah
Lingkungan Kerja  dan Daerah
Lingk Kepenti labut
10. 4, Penetapan Lokasi di daratan atau perairan yang
Pemt Wilayah i dan berfungsi sebagai
Tertentu di  Daratan | pelabuhan yang digunakan sebagai




UNIT YANG KRITERIA KBLI USULAN KODE
No. BIDANG DAFTAR PELAYANAN DEFINIST BERTJ:“;;;%UNG PERKA 95/2015 Jo KBLI
PERKA 19/2017
11 1. 1ZIN USAHA
ANGKUTAN LAUT,
MELIPUTL:
12. a. lzin Operasi | Surat  Izin  Operasi  Perusahaan
Angkutan Laut | Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS)
Khusus (SIOPSUS) adalah izin usaha yang diberikan
kepada badan usaha nasional yang
khusus untuk melayani kepentingan
sendiri  dalam menunjang usaha
pokoknya serta tidak  melayani
kepentingan pihak lain di wilayah
perairan Indonesia dan atau dari dan
ke pelabuhan luar negeri yang
diterbitkan oleh Kepala BKPM setelah
mendapatrekomendasi dari Direktur R‘:,EA';TORAT “3}\“;"
Jenderal Perhubungan Laut ANGKUTAN LAUT
IZIN USAHA BIDANG berdasarkan pendelegasian dari
LALU LINTAS DAN Menteri Perhubungan
ANGKUTAN LALU
13. | LINTAS DAN b. lzin Usaha [ izin usaha yang diberikan kepada
ANGKUTAN LAUT Angkutan Laut | badan usaha yang khusus didirikan
(Angkutan di | untuk kegiatan usaha angkutan laut
Perairan) (STUPAL) di  wilayah perairan  Indonesia
dan/atau dari dan ke pelabuhan luar
negeri yang diterbitkan oleh Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal
setelah  mendapatrekomendasi  dari
Direktur Jenderal Perhubungan Laut
berdasarkan pendelegasian dari
Menteri Perhubungan
14. 2. 1IZIN USAHA Kategori H
ANGKUTAN LAUT 1. Kode 50135 Angkutan Laut
PELAYARAN RAKYAT DIREKTORAT LALU Dalam  Negeri Pelayaran
(ANGKUTAN DI LINTAS DAN |  Rakyat
PERAIRAN) ANGKUTAN LAUT 2. Kode 50144 Angkutan Laut
Luar Negeri Pelayaran
Rakyat
UNIT YANG KRITERIA KBLI USULAN KODE
No. BIDANG DAFTAR PELAYANAN DEFINIST BERLA\{:](Z%UNG PERKA 95/2015 Jo KBLI
PERKA 19/2017
15. 3. IZIN USAHA JASA
TERKAIT, Meliputi :
1. Izin Usaha Bongkar | lzin yang diberikan untuk kegiatan
Muat Barang usaha yang bergerak dalam bidang
bongkar muat barang dari dan ke
kapal di pelabuhan yang meliputi
i doring, cargodoring, dan
receiving/ delivery.
16. 2. lzin Usaha Jasa | Adalah izin yang diberikan untuk
Pengurusan kegiatan usaha yang ditujukan untuk
‘Transportasi semua kegiatan yang diperlukan bagi
terlaksananya pengiriman dan
penerimaan barang melalui angkutan
darat, kereta api, laut dan/atau udara.
17. 3. Izin Usaha Tally Mandiri | lzin usaha Tally Mandiri adalah izin 52292  Aktivitas
usaha untuk kegiatan jasa Ekspedisi Muatan
i A imt Kereta Api
dan membuat catatan mengenai Ekspedisi
muatan, untuk kepentingan pemilik Angkutan Darat
muatan dan/atau pengangkut yang (EMKA & EAD)
dilakukan oleh badan usaha yang
didirikan khusus untuk usaha tally
mandiri
18. 4. lzin Usaha Depo Peti |lzin usaha yang diberikan untuk 52292  Aktivitas
Kemas kegiatan usaha yang meliputi Ekspedisi Muatan
i Kereta Api
pembersit dan aik peti Ekspedisi
kemas. Angkutan Darat
(EMKA & EAD)
_— = -
19. S. lzin Usaha Angkutan | lzin usaha yang diberikan untuk 501 Angkutan
Perairan Pelabuhan kegiatan usaha memindahkan Laut
penumpang dan/atau  barang dari
dermaga ke kapal atau sebaliknya dan 502  Angkutan
dari kapal ke kapal diperairan Sungai, Danau
pelabuhan. dan

Penyeberangan




Operasi Perusahaan Angkutan Laut
Khusus (SIOPSUS) adalah surat
keterangan yang terdiri atas
perubahan nama perusahaan, nama
dirut/p jawab perusal

alamat/domisili  perusahaan, dan
Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan

Sertifikasi di Bidang
Lalu Lintas dan
Angkutan Laut,
meliputi:

a. Surat keterangan
spesifikasi kapal

Surat Keterangan Spesifikasi Kapal
adalah surat keterangan yang
diterbitkan oleh Direktur Lalu Lintas
dan Angkutan Laut yang berisi data
teknis kapal dan merupakan lampiran
dalam permohonan Surat Izin Usaha
Perusahaan Angkutan Laut
(SIUPAL)/Surat Izin Operasi
Perusahaan Angkutan Laut Khusus
(SIOPSUS), termasuk apabila ada
penambahan armada.

DA AR CHL AT RN UNIT YANG KRITERIA KBLI USULAN KODE
No. all & DEFINISI BE?E:‘\;;;%UNG PERKA 95/2015 Jo KBLI
PERKA 19/2017
20. . Izin Usaha Penyewaan | Izin usaha yang diberikan untuk 501 Angkutan
Peralatan kegi: usaha Laut
Laut/Peral Jasa dan 1y
Terkait Dengan peralatan  angkutan  laut  atau
peralatan  jasa terkait  dengan
Angladtan Laiit angkutan laut dan/atau alat apung
untuk pelayanan kapal.
21. . Izin Usaha Perawatan | Izin yang diberikan untuk melakukan 33151 Reparasi
dan Perbaikan Kapal kegiatan usaha jasa perawatan dan Kapal, Perahu
perbaikan kapal yang dilaksanakan dan  Bangunan
dikapal dalam kondisi mengapung Terapung
20, | 1ZIN KOMERSIAL Persetujuan Izin Penggunaan Kapal Asing 77303  Aktivitas
ATAU OPERASIONAL Penggunaan Kapal (IPKAjadalah dispensasi/ kelonggaran Penyewaan  dan
BIDANG LALU LINTAS Asing (IPKA) bagi perusahaan angkutan laut Sewa Guna
DAN ANGKUTAN ional/ 1 kegi: Usaha Tanpa Hak
LAUT angkutan laut dalam negeri untuk Opsi Alat
mencharter/ mengoperasikan kapal Transportasi Air
asing untuk kegiatan lain yang tidak
termasuk kegiatan mengangkut
penumpang dan/ atau barang dalam
kegiatan angkutan laut dalam negeri.
23. Per Persetuj ¥ i SO11  Angkutan
Pengoperasian Kapal | Kapal Pada Trayek Tetap dan Teratur [ DIREKTORAT — LALU Laut Dalam
Pada ‘Trayek Tidak | adalah  surat persetujuan yang | LINTAS DAN Negeri Untuk
Tetap dan Tidak Teratur | diterbitkan oleh Direktur Lalu Lintas | ANGKUTAN LAUT Penumpang
Angkutan Laut Dalam dan Angkutan Laut terkait dengan
Negeri (Tramper) penempatan  kapal berbendera
Indonesia yang melayani trayek tetap 5013  Angkutan
dan teratur dalam rangka menunjang Laut Dalam
angkutan laut dalam negeri. Negeri Untuk
Barang
o4, Persetujuan Persetujuan Keagenan Kapal Asing 50143 Angkutan
Pemberitahuan (PKKA)adalah surat persetujuan bagi Laut Luar Negeri
Keagenan Kapal Asing | perusahaan angkutan laut Untuk Barang
(PKKA) onal/p i Khusus
angkutan laut khusus untuk
mengageni _kapal  asing  yang
DG AFTAR PELATANAN UNIT YANG KRITERIA KBLI USULAN KODE
No. DEFINISI BE”JQ'\:;%UNG PERKA 95/2015 Jo KBLI
PERKA 19/2017
‘menyinggahi pelabuhan yang terbuka
untuk perdagangan luar negeri.
25, Per 1j K Kapal Asing (PKKA)adalah 50133 Angkutan
Kapal surat persetujuan bagi perusahaan Laut Dalam
y ut nasional/p Negeri Untuk
kegiatan angkutan laut khusus untuk Barang Khusus
mengageni kapal asing yang
menyinggahi pelabuhan yang terbuka
untuk perdagangan luar negeri
26. Keterangan Perubahan | Surat Keterangan Perubahan Pada 50133 Angkutan
Pada SIUPAL dan Surat Izin  Usaha  Perusahaan Laut Dalam
SIOPSUS Angkutan Laut (SIUPAL)/Surat Izin Negeri Untuk

Barang Khusus

501 Angkutan
Laut

502 Angkutan

Sungai, Danau
dan
Penyeberangan




Membongkar Bangunan
dan/atau Instalasi

G b ¢
kabel adalah Izin yang diberikan oleh
Direktur Jenderal Perhubungan Laut

kepada pemilik bangunan atau
instalasi pipa/kabel untuk
i 1 atau ind.

bangunan atau instalasi pipa atau
kabel.

DA TR PERAYATIAN UNIT YANG KRITERIA KBLI USULAN KODE

No. A DSTAS o DEFINISI BE?E:‘;;;%UNG PERKA 95/2015 Jo KBLI

PERKA 19/2017
28. b. Persetujuan rencana | Per j Pe 5011 Angkutan
pengoperasian kapal | Kapal Pada Trayek Tetap dan Teratur Laut dalam negeri
pada trayek tetap | adalah  surat persetujuan yang untuk
dan teratur | diterbitkan oleh Direktur Lalu Lintas penumpang
angkutan laut dalam dan Angkutan Laut terkait dengan
negeri penempatan  kapal berbendera
Indonesia yang melayani trayek tetap 5013  Angkutan
dan teratur dalam rangka menunjang Laut Dalam Negri
angkutan laut dalam negeri. Untuk Barang
29, c. Persetujuan Persetujuan Pengoperasian Kapal 5011  Angkutan
pengoperasian kapal | Nasional Di Luar Negeri (Cross Laut dalam negeri
nasional (ppkn) | Traddingladalahpersetujuan untuk
untuk angkutan laut | pengoperasian  kapal milik/ charter penumpang
luar negeri yvang dilakukan oleh perusahaan 5013 Angkutan
laut ional yang i Laut Dalam Negri
angkutan laut lintas batas. Untuk Barang
30. d. Surat Surat F Kantor 501 Angkutan
pembukaan  kantor | Cab lalah surat } yang Laut
cabang diberikan kepada perusahaan
angkutan laut nasional yang
melakukan pembukaan kantor cabang
yang merupakan bagian organik yang
tidak terpisahkan dari kantor
pusatnya.
3L ¢. Certificate Of Owner's | Certificate of Owners Representative 501 Angkutan
P ive (COR) | (CO! tifikat yang diberikan Laut
kepada Ouwmner’s Representative yang
telah mendapatkan persetujuan dari
Instansi terkait sebagai keabsahan
Ouner’s Repsentative di Indonesia.
a2, T Persetujuan deviasi/ | Persetujuan Deviasi/Omisi/Substitusi 501 Angkutan
omisi/ substitusi adalah per j yang dil Laut
oleh Direktur Lalu Lintas dan
Angkutan Laut terhadap kapal yang
menyimpangi trayeknya atau
atau Ergamianrkagal pada rute yang
BIDANG P ATAR CHL AT RN UNIT YANG KRITERIA KBLI USULAN KODE
No. DEFINISI BE”J:';&%UNG PERKA 95/2015 Jo KBLI
PERKA 19/2017
sama.
33. g. Persetujuan Persetujuan Penambahan Pelabuhan 501 Angkutan
penambahan Singgah/Urgensi Muatan adalah Laut
pelabuhan singgah/ | persetujuan yang diterbitkan oleh
urgensi muatan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan
Laut pada kapal yang melakukan
penambahan pelabuhan singgah/jenis
muatan pada trayek tidak tetap dan
tidak teratur.

34. | 1ZIN KOMERSIAL | 1. Persetujuan Perusahaan | Surat izin usaha salwage adalah surat 52229  Aktivitas
ATAU OPERASIONAL Salvage dan Pekerjaan | yang diberikan kepada perusahaan Penunjang
BIDANG KESATUAN Bawah Air untuk melaksanakan kegiatan usaha Angkutan
PENJAGAAN LAUT salvage danfatau Pekerjaan Bawah Perairan Lainnya
DAN PANTAI Air

DIREKTORAT 52229  Aktivitas
KESATUAN Penunjang
PENJAGAAN LAUT Angkutan
DAN PANTAI Perairan Lainnya
35. 2. Surat lzin Memb Izin ik atau lahk 43213  Instalasi
i dan | k atal pipa atau Navigasi laut dan

Sungai

42214 Konstruksi
Telekomunikasi
Sarana Bantu
Navigasi Laut dan
Rambu Sungai




adalah

1. Akta Pendaftaran Kapal
adalahakta yang dikeluarkan
oleh Direktorat Jenderal

Perhubungan Laut Cq. Pejabat
Pendaftar dan Pencatat Balik
Nama Kapal yang memuat
pendaftaran hak milik atas kapal
yang belum memiliki tanda
kebangsaan kapal.

2. Akta Baliknama Kapal adalah
akta yang dikeluarkan oleh
Di: Jenderal Per
Laut Cq. Pejabat Pendaftar dan
Pencatat Balik Nama Kapal yang
memuat pengalihan hak milik
atas kapal yang telah didaftar
yang beralih bukti kepemilikan.

3. Akta Hipotek Kapal adalah

DA AR CHL AT RN UNIT YANG KRITERIA KBLI USULAN KODE
No. all & DEFINISI BE?E:‘\;;;%UNG PERKA 95/2015 Jo KBLI
PERKA 19/2017
36, F d F i Security 70202  Aktivitas
Security  Org Org (RSO) adalah i Konsultasi
(RSO) atau penetapan yang diberikan oleh Transportasi
Direktur Jenderal Perhubungan Laut
kepada badan usaha yang mempunyai
keahlian khusus serta mempunyai
resiko, i inj ibis
kapal dan/atau fasilitas pelabuhan.
a7. 4. Penerbitan SoCPF Pernyataan Pemenuhan Keamanan 52221  Aktivitas
Fasilitas Pelabuhan (Statement of Pelayanan
a. Sementara (berlaku | Compliance of a Port Facility — SOCPF) Kepelabuhanan
5 Bulan) adalah  Pernyataan  Pemenuhan Laut
Keamanan Fasilitas Pelabuhan telah
b.  Permanen memenuhi ketentuan ISPS Code.
(berlaku 5 Tahun)
38, | 1ZIN KOMERSIAL | 1. Sertifikasi Bidang DIREKTORAT
ATAU OPERASIONAL Perkapalan PERKAPALAN DAN
BIDANG KEPELAUTAN
PERKAPALAN DAN a Surat Persetujuan/ | Surat Petunjuk Pelaksanaan 501 Angkutan
KEPELAUTAN Penggantian Bendera | Penggunaan/Penggantian Bendera Laut
Kapal Asing Menjadi [ Kapal Menjadi Bendera Indonesia
Batiders Indciiat juk yang diterbitkan
oleh Di; Jenderal Per
Laut untuk melaksanakan
penggunaan/penggantian bendera
kapal yang akan didaftarkan sebagai
kapal berbendera Indonesia.
39. b. Surat Tanda [rat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia 501 Angkutan
Kebangsaan Kapal adalah surat kapal yang memberi hak Laut
kepada  kapal  untuk  dapat
mengibarkan bendera Indonesia
sebagai bendera kebangsaan kapal 502 Angkutan
termasuk kapal penangkap ikan. Sungai, Danau
rat Tanda Kebangsaan Kapal terdiri
dari: Penyeberangan
1) Surat Laut;
2) Pas Besar;
BIDANG P ATAR CHL AT RN UNIT YANG KRITERIA KBLI USULAN KODE
No. DEFINISI BE”JQ'\:;%UNG PERKA 95/2015 Jo KBLI
PERKA 19/2017
3] Pas Kecil; dan
4) Pas Sungai dan Danau
40. ¢. Surat P Surat Pe: Tanda F ilan (Call 501 Angkutan
Tanda Panggilan (Call | Sign) adalah surat penetapan atas Laut
Sign) tanda panggilan berupa perangkat
radio kapal sebagai salah satu
identitas kapal.
41. d. Dokumen Riwayat | Dokumen Riwayat Kapal (Continuous 501 Angkutan
Kapal (Continuous | Synopsis Record) adalah riwayat dari Laut
Synopsis Record) kapal yang memuat data, seperti:
nama kapal, tan, kapal
didaftarkan, nama pemilik, nama
i yang il dan
segala keterangan yang berkaitan
dengan riwayat kapal, termasuk
sertifikat-sertifikat klasifikasi yang ada
serta badan yang mengaudit.
42, e. Penerbitan Akta Yang dimaksud Penerbitan Akta 501 Angkutan

Laut
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43.

44.

pembuatan Akta Hipotek oleh
Pejabat Pendaftar dan Pencatat
Balik Nama Kapal atas kapal
yang terdaftar untuk dijadikan
jaminan utang dengan
pembebanan hipotek atas kapal,

4. Akta Pengalihan Hipotek
Kapaladalah akta yang dibuat
sebagai keterangan atas
pengalihan hipotek kapal dari
pemilik awal kepada pemilik
berikutnya

5. Grosse Akta Penggantiadalah
Salinan dari Akta Pendaftaran
dan Akta Balik Nama Kapal

f.

Surat Penggunaan
Nama Kapal dan
Persetujuan Ganti
Nama Kapal

Surat Persetujuan Penggantian Nama
Kapal adalah surat persetujuan yang
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut kepada pemilik
kapal karena penggantian identitas
kapal berupa nama kapal yang
dicantumkan pada badan kapal.

Sertifikat
Penghapusan Kapal
(Deletion Certificate)

Surat Keterangan Penghapusan
pendaftaran hak milik atas kapal dari
daftar kapal Indonesia dengan alasan
sebagai berikut:
1. Kapal tidak dapat dipergunakan
lagi;
2. Kapal dirampas oleh bajak laut
atau musuh;
3. Terjadi hal-hal tersebut dalam
Pasal 667 KUHD
4. Kapal ditutuh (scrapping)
5. Kapal beralih kepemilikan
kepada warga Negara dan atau
badan hokum asing.

Negeri atau putusan Pengadilan

501 Angkutan
Laut

501 Angkutan
Laut

BIDANG

DAFTAR PELAYANAN

DEFINISI

UNIT YANG
BERTANGGUNG
JAWAB

KRITERIA KBLI
PERKA 95/2015 Jo
PERKA 19/2017

USULAN KODE
KBLI

45.

6.

47.

48.

49.

50.

yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.

Surat Penggunaan
Bendera Kapal Lelang

Surat Petunjuk Pelaksanaan
Penggunaan /Penggantian Bendera
Kapal Menjadi Bendera Indonesia
juil yang dibsrbi

oleh Di Jenderal Perh

Laut untuk melaksanakan
penggunaan/penggantian bendera
kapal yang di dapat dari hasil lelang
yvang akan didaftarkan sebagai kapal
berbendera Indonesia.

Surat I
Nama Kapal

Surat Per: j Nama
Kapal adalah surat persetujuan yang
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut kepada pemilik
kapal karena penggantian identitas
kapal berupa nama kapal yang
dicantumkan pada badan kapal.

Surat Penggunaan
Bendera

Surat Petunjuk pelaksanaan yang
diberikan Ditjen Hubla untuk pemilik
kapal yang akan mendaftarkan kapal
baru yang dibangun diluar negeri.

Surat Roya Kapal

Surat yang diberikan Ditien Hubla
yang menyatakan bahwa kapal sudah
tidak lagi dijadikan jaminan utang
atau pembebanan hipotek atas kapal.

Halaman  Tambahan
Untuk Grosse Akta

Surat yang diberikan Ditjen Hubla
yang menyatakan bahwa dikapal ada
perubahan muatan akta (nama kapal
berubah, ukuran kapal berubah,
alamat pemilik kapal, dll)

. Surat Ukur Sementara

Surat Ukur Sementara adalah surat
kapal yang memuat ukuran dan
tonase kapal berdasarkan hasil

501 Angkutan
Laut

501 Angkutan
Laut

501 Angkutan
Laut




Bahan Cair Beracun
(NLS)

Perhubungan Laut untuk kapal yang
beroperasi didalam negeri atau diluar
negeri yang mempunyai ukuran kapal
GT 400 atau lebih yang mengangkut
bahan cair beracun secara curah dan
telah memenuhi persyaratan
pencegahan pencemaran oleh bahan
cair beracun yang berasal dari kapal
berdasarkan hasil pengujian dan
pemeriksaan.

UNIT YANG KRITERIA KBLI USULAN KODE
No BIDANG DAFTAR PELAYANAN DEFINISI BERTANGGUNG PERKA 95/2015 Jo KBLI
PERKA 19/2017
pengukuran sementara dengan jangka
waktu paling lama 3 (tiga) bulan,
sebelum surat ukur tetap dikeluarkan
S1. n. Surat Pengesahan | Surat  Pengesahan  Daftar  Ukur 501 Angkutan
Daftar Ukur adalahsurat kapal yang memuat Laut
ukuran dan tonase kapal berdasarkan
hasil pengukuran sementara dengan
jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan, sebelum surat ukur tetap
dikeluarkan
—
52. o D P D P i j 501 Angkutan
Manajemen Keselamatan (Document of Laut
{esel: Compli DOC) adalah dokumen
(Document oOf | pemenuhan  yang diterbitkan bagi
Compliance/DOC) perusahaan yang lelah‘ memenuhi
3 per
z: . Sartifieat dan pencegahan pencemaran dari
ajemen > <
Keselamatan  (Safety kapal  setelah  dilakukan  audit
eksternal oleh pejabat pemerintah
Management yang memiliki kompetensi, dalam hal
Certificate/SMC) ini Auditor ISM Code Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut atau
lembaga yang diberikan kewenangan
oleh Pemerintah,
Sertifikat Manajemen Keselamatan
(Safety Management Certificate/ SMIC)
adalah sertifikat yang diterbitkan
untuk kapal yang membuktikan
bahwa perusahaan dan manajemen di
atas  kapal bekerja/terselenggara
sesuai dengan sistem manajemen
1 yang telah disahk
53, p. Sertifikat Internasional | Sertifikat yang diterbitkan
Ballast Water kan i j Air
Management (BWM) Ballas dan sedimen bagi kapal-kapal
vang berdasarkan hasil pemeriksaan
telah memenuhi peraturan Konvensi
Manajemen Air Ballas.
UNIT YANG KRITERIA KBLI USULAN KODE
No. AT DAKTARFELAYANAN DEFINISI BERTJ:'V‘I“;%UNG PERKA 95/2015 Jo KBLI
PERKA 19/2017
——
54. q. Sertifikat Nasional | Sertifikat Nasional Pencegahan 5011  Angkutan
Pencegahan ncemaran adalah sertifikat yang Laut Dalam
Pencemaran (SNPP) diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Negeri Untuk
Perhubungan Laut untuk kapal yang Penumpang
beroperasi hanya didalam negeri dan
telah memenuhi persyaratan
pencegahan pencemaran oleh minyak, 5013  Angkutan
bahan cair beracun, kotoran, sampah Laut Dalam
dan udara yang berasal dari kapal Negeru Untuk
berdasarkan hasil pengujian dan Barang
pemeriksaan.
—
55. r. Sertifikat Sertifikat Internasional Pencegahan | DIREKTORAT 501 Angkutan
Internasional Pencemaran oleh Minyak adalah | PERKAPALAN DAN Laut
Pencegahan sertifikat  yang  diterbitkan  oleh | KEPELAUTAN
Pencemaran Oleh | Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Minyak (IOPP) untuk kapal yang beroperasi didalam 502 Angkutan
negeri  atau  diluar  negeri  yang Sungai, Danau
mempunyai ukuran kapal GT 400 atau dan
lebih dan telah memenuhi persyaratan Penyeberangan
pencegahan pencemaran oleh minyak
yang berasal dari kapal berdasarkan
hasil pengujian dan pemeriksaan
56. s. Sertifikat Sertifikat Internasional Pencegahan
Internasional Pencemaran oleh Bahan Cair Beracun
Pencegahan Secara Curah adalah sertifikat yang
Pencemaran Oleh | diterbitkan oleh Direktorat Jenderal




untuk kapal yang berukuran GT 1000
atau lebih yang beroperasi di perairan
Internasi wajib i

tanggung jawabnya untuk mengganti

UNIT YANG KRITERIA KBLI USULAN KODE
No BIDANG DAFTAR PELAYANAN DEFINISI BERTANGGUNG PERKA 95/2015 Jo KBLI
PERKA 19/2017
57. . Sertifikat Sertifikat Internasional Pencegahan 501 Angkutan
Internasional Pencemaran oleh Kotoran adalah Laut
Pencegahan sertifikat  yang  diterbitkan  oleh
Pencemaran Oleh | Di Jenderal Laut
Kotoran (ISPP) untuk kapal yang beroperasi didalam 502 Angkutan
negeri atau diluar negeri yang Sungai, Danau
mempunyai ukuran kapal GT 400 atau dan
lebih yang telah memenuhi Penyeberangan
per
oleh kotoran yang berasal dari kapal
berdasarkan hasil pengujian dan
pemeriksaan
58. u. Sertifikat Sertifikat Internasional Pencegahan 501 Angkutan
Internasional Pencemaran oleh Udara adalah Laut
Pencegahan sertifikat  yang  diterbitkan  oleh
Pencemaran Oleh | Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Udara (IAPP) untuk kapal yang beroperasi didalam 502 Angkutan
negeri  atau diluar negeri yang Sungai, Danau
mempunyai ukuran kapal GT 400 atau dan
lebih dan/atau kapal yang memiliki Penyeberangan
mesin diesel 130 kW atau lebih yang
telah memenuhi persyaratan
pencegahan pencemaran oleh udara
yvang berasal dari kapal berdasarkan
hasil pengujian dan pemeriksaan
50. v. Sertifikat Sertifikat  Internasional  Efisiensi 501 Angkutan
Internasional Efisiensi | Energi  adalah  sertifikat  yang Laut
Energi (IEEC) diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut untuk kapal yang
beroperasi didalam negeri atau diluar 502 Angkutan
negeri yang mempunyai ukuran kapal Sungai, Danau
GT 400 atau lebih dan/atau kapal dan
yang memiliki mesin diesel 130 kW Penyeberangan
atau lebih yang merupakan bagian
penerapan  dari Annex VI MARPOL
73/78 dan telah memenuhi ketentuan
mesin yang didesain untuk
mempunyai efisiensi terhadap bahan
bakar _tetapi _dapat hasilk
UNIT YANG KRITERIA KBLI USULAN KODE
No. HRANG EARTACHELR L ANAN DEFINISI BERTJ:'V‘I“;%UNG PERKA 95/2015 Jo KBLI
PERKA 19/2017
tenaga yang  besar,  diterbitkan
berdasarkan hasil pengujian dan
pemeriksaan.
60. w. Sertifikat Penilaian | Sertifikat Penilaian Kondisi Kapal 501 Angkutan
Kondisi Kapal | adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Lent
(Condition A Di Jenderal P Laut
Scheme /CAS) untuk kapal tangki minyak yang
beroperasi dengan kontruksi dasar 502 Angkutan
tunggal (single bottom) danjatau Sungai, Danau
kontruksi lambung tunggal (single hull) dan
yang mengangkut muatan minyak Penyeberangan
dengan bobot mati DWT 600 ton atau
lebih yang berumur 20 tahun atau
lebih sejak tahun penyerahan kapal,
diterbitkan berdasarkan hasil
pengujian dan pemeriksaan
61. x Sertifikat Dana | Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi | DIREKTORAT 50133 Angkutan
Jaminan Ganti Rugi | Pencemaran adalah sertifikat yang | PERKAPALAN DAN Laut Dalam
Pencemaran (CLC) diterbitkan oleh Direktorat Jenderal | KEPELAUTAN Negeri Untuk
Perhubungan Laut untuk kapal yang Barang Khusus
mengangkut muatan minyak secara
curah 2000 ton atau lebih wajib
atas kerugian pihak ketiga yang
disebabkan pencemaran oleh minyak
yang berasal dari muatan minyak dan
kan
hasil pemeriksaan berkas
permohonan.
62. y. Sertifikat Dana | Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi 501 Angkutan
Jaminan Ganti Rugi | Pencemaran dari Bahan Bakar Minyak Laut
Pencemaran Dari | (CLC Bunker Internasional) adalah
Bahan Bakar Minyak | scrtifikat  yang diterbitkan  oleh
(CLC BUNKER) Dis Jenderal Per Laut 502 Angkutan

Sungai,  Danau
dan

Penyeberangan
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63.

64.

65.

66.

kerugian pihak ketiga yang
disebabkan oleh pencemaran minyak

(bunker) kapalnya,
berdasarkan hasil pemeriksaan berkas
permohonan

z. Sertifikat
Pengendalian ~ Sistem
Anti  Teritip  (Anti-
Fouling System/AFS)

Sertifikat Pengendalian Sistem Anti
Teritip (AFS) adalah sertifikat yang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut untuk kapal yang
beroperasi didalam negeri atau diluar
negeri yang telah memenuhi
persyaratan pengendalian sistem anti
teritip yang berasal dari cat yang
digunakan untuk kapal, diterbitkan
berdasarkan hasil pengujian dan
pemeriksaan

aa. Sertifikat Keselamatan
Kapal dan Instruksi
Internal

Sertifikat Kesclamatan adalah _sertifikat
yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut scbagai bukti bahwa
kapal telah memenuhi  persyaratan
material, konstruksi, nan,
permesinan dan  perlistrikan, stabilitas,
tata susunan sertaperlengkapan termasuk
radio, dan elektronika kapal berdasarkan
hasil pengujian dan pemeriksaan.

bb. Sertifikat Pembebasan
(Exemption)

Sertifikat yang diterbitkan
berdasarkan SOLA atau UU No. 17
Tahun 2008 bagi kapal-kapal yang
diberikan  pengecualian  terhadap
persyaratan/aturan tertentu.

. Pengesahan  Gambar
Rancang Bangun
Kapal

8

Pengesahan Gambar Rancang Bangun
Kapal adalah pengesahan  dan
pemberiaan rekomendasi yang
diberikan oleh Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut terhadap gambar
rancang bangun kapal bangunan

baru, dalam rangka perombakan,

501 Angkutan
Laut

502 Angkutan
Sungai, Danau
dan
Penyeberangan

501 Angkutan
Laut

502 Angkutan
Sungai, Danau
dan
Penyeberangan

30111 Industri
Kapal dan Perahu
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67.

68.

69.

70.

.,

dalam rangka ganti bendera dan
dalam rangka sertifikasi setelah
dilakukan penilikan.

dd Pengesahan Gambar
Rancang Bangun
Kapal Dalam Rangka
Perombakan

Pengesahan Gambar Rancang Bangun
Kapal adalah pengesahan dan
pemberiaan  rekomendasi  yang
diberikan oleh Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut terhadap gambar
rancang bangun kapal bangunan
baru, dalam rangka perombakan,
dalam rangka ganti bendera dan
dalam rangka sertifikasi setelah
dilakukan penilikan.

. Sertifikat Nasional/
Internasional Garis
Muat Kapal

Sertifikat Garis Muat Kapal adalah
sertifikat  yang  diterbitkan  oleh
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
untuk setiap kapal yang telah
memenuhi  persyaratan  mengenai
jarak vertikal yang diukur pada tengah
kapal dari sisi atas garis geladak
lambung timbul kearah bawah hingga
sisi atas garis muat.

Surat Autorisasi Garis
Muat Kapal

=

AutorisasiGaris Muat Kapal

kewenangan pemerintah kepada suatu

yang (Recog:
Organization) atau badan klasifikasi
dalam rangka pemeriksaan
pemenuhan persyaratan garis muat
kapal serta penerbitan sertifikat garis
muat untuk masing-masing kapal
yang dimohonkan oleh pemilik kapal.

gg Per j I i
Tanki Kapal (Tank
Cleaning)

Per i yang diberikan kepada

per yang
kegiatan pencucian tanki kapal.

Sertifikat  Attestation
Removal of Wrecks

z
E

Sertifikat bagi kegiatan pengangkatan

kerangka kapal yang tenggelam,

30111 Industri
Kapal dan Perahu

30111  Industri
Kapal dan Perahu

30111 Industri
Kapal dan Perahu




Warga Asing (COR)

pengakuan pengukuhan  sertifikat
Negara  lain _terhadap _sertifikat

UNIT YANG KRITERIA KBLI USULAN KODE
No BIDANG DAFTAR PELAYANAN DEFINISI BERTANGGUNG PERKA 95/2015 Jo KBLI
PERKA 19/2017
2017 (WR) kandas atau terdampar dan telah di
tinggalkan.
7. Sertifikasi B
Kepelautan, meliput:
1. D F D Penga DIREKTORAT 501 Angkutan
(Safe ini Mini Safe g | PERKAPALAN ~ DAN Laut
Document) Document) adalah dokumen untuk | KEPELAUTAN
W W
ot 22 mgn
» Sungai, Danau
efisien untuk memciptakan dan
keselamatan dan keamanan kapal, Penyeberangan
navigasi dan pengoperasian yang
aman baik dilaut, di pelabuhan, serta
untuk mencegah terjadinya
kecelakaan, cidera dan pencegahan
hilangnya kerusakan lingkungan laut
dan properti/harta benda.
73. 2. Scafarers Identity | Seafarers Identity Documents (SID) 501 Angkutan
Document (SID) adalah dokumen resmi negara yang Laut
dikeluarkan olehPemerintah
berbentuk kartu yang menerapkan
standar peralatan sistem teknologi 502 Angkutan
informasi yang berbasis pada ILO SID Sungai, Danau
0002  biometric fingerprintstandard dan
dengan template PDF 417 barcode, Penyeberangan
diatur dalam Konvensi ILO No. 185
tentang Konvensi Perubahan
Dokumen Identitas Pelaut, 1958 yang
telah diadopsi ILO pada tanggal 19
Juni 2003 dan mulai berlaku secara
internasional sejak tanggal 9 Februari
74. 3. Buku Pelaut Baru/ | Buku Pelaut adalah dokumen resmi 501 Angkutan
Habis Masa Berlaku/ | negara yang  dikeluarkan  oleh Laut
Pemerintah yang berisi identitas fisik
UNIT YANG KRITERIA KBLI USULAN KODE
No. BIDANG DAFTAR PELAYANAN DEFINIST BERE:":I(ZGBUNG PERKA 95/2015 Jo KBLI
PERKA 19/2017
Kehilangan Pelaut yang tidak berdasarkan standar 502 Angkutan
biometrik sidik jari dan bukan sebagai Sungai, Danau
dokumen perjalanan dan tidak dapat dan
menggantikan paspor Penyeberangan
75 4. Penyijilan Awak Kapal | Disijil adalah dimasukkan dalam 501 Angkutan
Pada Buku Pelaut Dan | buku daftar awak kapal yang disebut Laut
Pengesahan Perjanjian | buku sijil yang berisi daftar awak
Kerja Laut kapal yang bekerja di atas kapal
sesuai dengan jabatannya dan tanggal 502 Angkutan
naik turunnya yang disahkan oleh Sungai, Danau
Syahbandar.
Penyijilan Buku Pelaut adalah adalah Penyeberangan
dimasukkan dalam Buku Pelaut
sesuai dengan jabatannya dan tanggal
naik turunnya yang disahkan oleh
Syahbandar.
Pengesahan Perjanjian Kerja Laut
dilakukan sebelum penempatan pelaut
di atas oleh Direktur Jenderal atau
pejabat yang kewcnangan.
76. 5. Rekomendasi Rekomendasi  Penggunaan  Pelaut [ DIREKTORAT 501 Angkutan
Penggunaan Pelaut | Warga Negara Asing adalah surat | PERKAPALAN DAN Laut
Warga Negara Asing rekomendasi yang dikeluarkan karena | KEPELAUTAN
i 1i ya pelaut Ind i 502 Angkutan
sesuai dengan  spesifikasi kapal Sungai,  Danau
dimaksud dan bertujuan untuk alih dan
teknologi kepada pelaut Indonesia. Penyeberangan
77. 6. Sertifikat Pengukuhan | Sertifikat Pengukuhan / Certificate of 501 Angkutan
(Certificate Of | Endorsement adalah sertifikat yang Laut
Endorsement) menyatakan  kewenangan jabatan
kepada pemilik sertifikat keahlian 502 Angkutan
pelaut untuk melaksanakan tugas dan Sungai, Danau dan
fungsi sesuai dengan tingkat dan Penycberangan
tanggungjawabnya.
78. 7. Sertifikat Pengukuhan | Certifiate of Recognize adalah 501 Angkutan

Laut
502 Angkutan




yang masuk dan keluar wilayah
perairan Indonesia untuk
menyediakan informasi data kapal,
posisi dan penjejakan kepada pihak
yang berwenang (Menteri
Perhubungan) melalui peralatan LRIT.

UNIT YANG KRITERIA KBLI USULAN KODE
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kompetensi dan sertifikat kapal tanker Sungai, Danau
sesuai STCW 78/amandemen 2010 dan
reg V/1-1 dan V/1-2 Penyeberangan
79. 8. Penerbitan Approval | Penerbitan Approval Lembaga Diklat 501 Angkutan
Lembaga Diklat adalah pengakuan program Laut
diklat,si S lab ium,
bengkel kerja dari lembaga diklat 502 Angkutan
kepelautan Sungai, Danau
dan
Penyeberangan
80. Persetujuan Perckrutan | Surat Izin Usaha Perekrutan dan 7810  Aktivitas
dan Penempatan | Penempatan  Awak  Kapal ~adalah Penempatan
(SIUPPAK) Awak Kapal Badan Usaha yang didirikan khusus Tenaga Kerja
untuk keagenanawak kapal yang
melaksanakan perekrutan dan
penempatan pelaut dikapal.
g1, | 1ZIN KOMERSIAL | 1. Persetujuan lzin  Pengadaan  Sarana  Bantu 43213  Instalasi
ATAU AL F /F Navigasi adalah izin yang Navigasi Laut dan
BIDANG nan  Sarana  Bantu | diberikan oleh Direktorat Jenderal Sungai
KENAVIGASIAN Navigasi Pelayaran Yang P'crhullaung,an Laut  cq. Dirchlur
Dilaksanakan  Oleh kepade _per
Pihak Ke-3 untuk memasang/membangun Sarana
Bantu Navigasi-Pelayaran yang terdiri 42214 Konstruksi
dari menara suar, rambu suar dan Telekomunikasi
pelampung suar yang berfungsi untuk: Sarana Bantu
Navigasi Laut dan
1) Menentukan  posisi dan/atau Rambu Sungai
haluan kapal.
2) Memberitahukan adanya
bahaya/rintangan pelayaran.
3} Menunjukan batas-batas  alur
pelayaran yang aman.
4) Menandai garis pemisah lalu lintas
kapal.
5) Menunjukkan kawasan dan/atau
kegiatan khusus di perairan.
6) Batas wilayah suatu negara.
UNIT YANG KRITERIA KBLI USULAN KODE
No. BIDANG DAFTAR PELAYANAN DEFINIST BERE:":ICAGBUNG PERKA 95/2015 Jo KBLI
PERKA 19/2017
82, 2. Persetujuan IzinVessel Traffic Services (VTS) adalah
Pengoperasian Vessel | pelayanan lalu lintas kapal di wilayah
Traffic Service (VISjnon | yang  ditetapkan ~ yang  saling
DJPL/Local Port Service | ter dan dilal k olel
(LPS) pihak  yang berwenang (Menteri
Perhubungan) serta dirancang untuk
meningkatkan  keselamatan  kapal,
efisiensi bernavigasi dan menjaga
lingkungan, yang memiliki
untuk beri i dan
situasi
lalulintas kapal di wilayah VTS dengan
sarana radio
dan elektronika pelayaran.
83. 3.1 “rek F Marine untuk 52221  Aktivitas
Marine untuk | Komunikasi Stasiun Radio Pantai Pelayanan
Komunikasi ~ Stasiun | adalah surat  rekomendasi yang Kepelabuhanan
Radio Pantai diberikan oleh Direktorat Jenderal Laut
Perhubungan Laut cq. Direktur
igasi kepada  per h
untuk pengoperasian Stasiun Radio
Pantai diluar Dirjen Hubla, yang
merupakan persyaratan untuk
penerbitan izin stasiun radio pantai di
luar Ditjen Hubla yang diterbitkan
oleh Ditjen Postel.
84. 4. Rekomendasi Izin | Long Range Identification and Tracking 52221  Aktivitas
Komunikasi Data LRIT | of ~ Ship  (LRIT) adalah sistem Pelayanan
identifikasi dan penjejakan kapal jarak Kepelabuhanan
jauh yang melibatkan kapal-kapal Laut




Authority Identification
Code (AAIC)

kepada perusahaan angkutan laut
i dan per iliki izin
usaha jasa maritim yang bertanggung
jawab untuk melakukan perhitungan
jasa telekomunikasi dan
menyelesaikan pembayaran jasa
telekomunikasi radio kapal laut
schubungan  dengan penggunaan
fasilitas telekomunikasi untuk umum
dalam dinas bergerak pelayaran
dan/atau dinas bergerak satelit
bai ional
internasional.
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85. Pernyataan Nomor | Surat Pemberitahuan Nomor 501 Angkutan
Maritime Mobile Service | Identifikasi Maritime Mobile Service Laut
Identities (MMSI) Identities  (MMSI) adalah  surat
pemberitahuan yang dikeluarkan oleh 502  Angkutan
Dis Jenderal P Laut Sungai, Danau
cq. Direktur Kenavigasian kepada dan
per pel yang iliki Penyeberangan
kapal sebagai identifikasi dinas
bergerak pelayaran.
86. Pemberian Kuasa | Izin  Kuasa Perhitungan  Jasa
Perhitungan Jasa | Telekomunikasi Dalam Dinas Bergerak
ikasi dalam | F (AAIC) Kuasa Perhitungan
Dinas Bergerak adalah izin yang diberikan oleh
Pelayaran  Accounting Direktur Jenderal Perhubungan Laut

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI






